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ABSTRAK
Nama : Stevanus Joseph Ferdinandus
Program studt  : Magister Kenotanatan
Judul : Perjaniian  Jual Beli Scbagai Pemindahan Hak Satuan Rumah

Susun  ( Analisis Terhadap Pemindahan Hak Satuan Rumah
Susun di Apartemen X, Jakarta Utara)

Tesis ini membahas mengenai penjualan satuan rumah susun atau apartemen
yang dilakakan berdasarkan sistem off-plan, yaitu suatu sistem yang memungkinkan
adanya jual beli secara pesan lebih dahulu atas satvan romash susun sebelum
pembangunsunya selesal yang ferfuang dalam spatu perjaniian pengikatan jual beli.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif,
sechingga penelitian ini dapat member analisa mengenai besamya risiko dan
permasalahan yang dapat terjadi sebagai akibat dari pemssaran/penjuaian satuan
runtah susun yang dilakukan berdasarkan sistem pemasaran/penjualan secara off-plan,
khususnya permasziehan vang terjadi psda penjualan satvan rumah susun di
apartemen X, Jakaria Utara yang dilakukan dengan cara of-ples. Hasll penelitian
menyarankan bahwa penjualan secara off-plan, dapat dilakukan dalamn jusl beli
satuan rumah susun menurut bukum tanah yang berlaku di Indonesiz karena sistem
penjualan secara off-plan, sifaimys hanya sebagal perjanjian pendahuluan, yvang
berpedoman pada suatu Keputusan Menteri asalkan perfanjian pendahuluan terschut
jangan dijadikan dasar bagi pemindahan hak atas satuan rumah susun yang
bersangkutan karena dalam hal ini pemindahan haknya belum ferjadi, oleh karenanya
hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum tanah yapg berlaku di Indonesia,
khususnya teatang jual beli tanah. Oleh sebab itu, sebaiknya pengaturan dan maksud
yang tercantum daiam Keputusan Menteri tersebut dimasukan ke dalam batang tubuh

undang-undang yang mengatur mengenai rumah susun agar pengaturannya menjadi
iebih tepas,

Kata Kupet :
Perjanjian jeal beii, satuan rumab susun, pemindahan hak, off-plan
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ABSTRACT

Name : Stevanus Joseph Ferdinandus
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Preliminary Purchase Apgreement asa Transfer Privilege ofa

Condomimum Per Unit {Analysis of a Transfer Privilege of
Condominium Per Unit in Apartment X, North Jakarta)

This thesis discusses about the seiling of a condominium per unit or apariment
which is done based on off-plan system that is 4 system that makes it possible of
buying and selling with an advance order of a condonsiniurn per unit before it is being
built and it is consisted in a Preliminary Porchase Agreement. This research is using
normative method with quelitative approach, thus this research can obtain an analysis
of how big are the nsks and the problems possible fo happen using the
selling/markeling with an off-plan system of 2 condominium per uait, particularly
problems that arise from selling a2 condominium per unit in apartment X, North
Jakarta with an off-plan system, The resuit of this research suggested that an off-plan
selling system could be done in a buying or selling of a condominium per unit in
accordance with the land agreement m Indonesia, because an off-plan selling system
is only an advance agreement based on Minister’s Judgment, if only that advance
agreement would not become a basic for a transfer privilege of a condomintum per
unit because in this case the transfer privilege has not been occurred, therefore this
matier is in favor of the land agresment in Indonesia, particularly in buying and
selling of the land. Conssquently, a control and intenfions in Minister’s judgment is
better off included in the body of constitution regarding & condominium so that the
regulation is more determined

Key words
Preliminary Purchase Agreement, condominium per unit, transfer privilege, offiplan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumshan dan pemukiman merupskan kebumban paling esensial dalam
kehadupan manusia, disamping pangan dan sandang yang merupakan komponen utama
dan herfungsi secbagai tolak ukur dalam menilat kesejahteraan sosial masyarakat.
Perumahan dan pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan saja, tetapi
lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan tatansn hidup
untuk masyarakat dan dirinya dalam bentuk jati diri.

Dengan semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan
perumahan ini dianggap semakin mendesak. Namun pesatnya pertumbuhan penduduk
tidak seimbang dengan persediaan tapah yang semakin terbatas schingga menghambat
laju pembangunan terutama dalam ussha memenuhi kebutuhan skan penunshan. Hal
tersebut merupakan masaiah yang dihadapi tenutama di kota-kots besar khususnya DEI
Jakarta dalam rangka peningkatan daya puna dan hasil guna tanah bagé pembangunan
perumahan serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama di daerah-daerah yang
berpenduduk padat.

Pembangunan rumah susun, merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah
kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di perkotaan yang padat jumlah
penduduknya, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangl penggunaan tanah,
membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih luas dan dapat digunakan schagal suatu
cara untuk peremajaan kota bagi daerah kumuh. Unfuk ita penvediaan tanah bagi

pemukiman dan perumahan dalam menghadapi perkembangan daerah perkotazn harus

H Undversitas Indonesia
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dilakukan secara lebih terargh dan terpadu untuk memberikan jaminan kepastian hak
bagt selurnh pihalk vang teriibat.

Ada beberapa definisi atau pengertian mengenai rumah susun. Menurut Kamus
Resar Bahasa Indonesia, rumah susun atau yang sering disebut dengan apartemen atau
flat adalah gedung atan bangunan bertingkat vang terbagi atas beberapa tempat tinggal
(masing-masing unfuk satu kelvarga).' Sedangkan Definisi lain mengenai rumah susun
adalah suatu bangunan gedung bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalam
arah horizontal dan vertikal yang terbagi dalan: satuan-satuan yang masing-masing jelas
batas-batasnya, ukuran dan luasnya, vang dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah, ada
bagian bersama dari bangunan tersebut, bends bersama, dan tapah bersama yang
diatasnya didirikan rumah susun, yang karena sifat dan fumgsinya harus di gunakan dan
dinikmati bersama dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.? Selain itu definisi atay
pengertian ramah sesun secara normatif diromuskan dalam i}néang-i}ndar;g vang
mengatur tentang rumah susun di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1983 tentang Rumak Susun (UURS), vang diundangkan di Jakaria pada fangpal 31
Desember 1985 dan mwulai berlaku pada fanggal diundangkan yang mendefinisikan
baliwa Runsahe Susun adalah :

Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi
dalam baglan-bagian yang distrukturkan secars fungsional dalam arah horizontal
dan vertikal dan merapakan satuan-satuan yang mesing-masing dapat dimiliki dan
dihuni secara terpisah, terutama bentuk fempat hupian, yang dilengkapi dengan
bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.’

"Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besgr Bahase Indonesic, ed. 2, {Jakerts : Balai
Pugtaks, 2005), him. 967,

? Are § Hutagalung {8), Condominiun: Dan Permusalahannya, cet. 1, (Jakerta : Badan Penarbit
Fakultas Hukom Universitas Indanesta, 1998), im 12,

* Indonesia (a), Undang-Undang tentung Rumah Susun, UU No. 16 Tahen 1985, LN No. 7
Tehen 1988, TLN No, 3372, Ps. 1 ayat (i)
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Sehingga dengan demikian pembangunan rumah susun dapat dikatakan sudah menjadi
pilihan terbaik dari pemerintah di kota-kota yang berpenduduk padat seperti Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai wilayah sempit, sehingga menjadi pola dasar
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan termpat tinggal.

Undang-Undang Nomor 16 tehun 1985 Temtang Rumah Susun (UURS)
memperkenalkan suatu lembaga pemilikan baru sebagal suatu hak kebendaan, vaitu
Hak Milik Atas Satuan Rumah Sesun (HMSRS). Dalam UURS secara tegss
dimungkinkan pemilikan bagian-bagian gedung untuk dimiliki secara Iindividua!l dalam
bentuk Flak Milik Atas Satuan Rumah Susun (FHMSRS), sedangkan bagian-bagian
lainnya yang dimiliki bersama yang fidsk terpisah dari sermua pemilik satuan rumah
susnn masing-masing merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemilikan satuan rumah
susun yang bersangkuian.

Perlu  diketahui babwa atas bangunan (saiw;n rumah susun) diberlakukan
ketentuan mengenal hukum tanah pasional. Adanya unsur tanah disini memberikan
dasar bagi pemerintah untuk mengadakan pendafiaran tanah schagaimana diamanatkan -
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentany Peraturan Dasar Pokok-Fokok
Agraria {UUPA} yang salsh satu kegiatannya adalah menerbitkan sertipikat hek atas
tanah sebagal alat pembuktian yang koat,

Menurut TTUPA, dijelaskan bahwa sebelum berlakunys UUPA, 4i Indonesia
berlaku hukum Tanah Barat yang bersumber pada Fukom Barat dan Hukum Tanah
Adat, pamun sejak berlakunya UUPA, tidak lagl dibedakan tanah dengan Hak Barvat
afau Tanah dengan Hak Adat sehingga, sejak diberlakukannys UUPA tanggal 24
September 1960 telah terjadi perombakane-perombakan fundamental pada Hukum
Agraria Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan.’ Dengan demikian UUPA
merupakan dasar bagi hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia,

Dalam Jual beli tanah menurut UUPA, hak atas tanah vang bersangkutan sudah
berpindah kepada pembeli pada wakiu perbuatan hukum jual belinya selesai dilakukan

‘ Boedi Harsono (a), Hudum Agraria Indonesia : Sejareh Pembensukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksangennya, oot 10, (Tekarta: Diambatan, 2005) him, 1
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dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).” Jadi dalam suatu jusl beli tanah yang
merupakan perbuatan hukum pengalihen hak atas tanah wajib dibuat dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun hal yang perlu diketahui juga adalah bahwa
bangunan rumah susun dapat didirikan di atas sebidang tanah yang berstatus sertipikat
Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Pengelolaan, bahkan Hak Milik yang
primer dengan atas nama pihak lain. Sehingga, dengan kata lain bahwa serfipikat Hak
Milik Atas Satvan Rumah Susun, diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional, diatas
tanah lain tersebut, Perlu diketahui bahwa penerbitan sertipikat Halk Milik Atas Satuan
Rumsh Susun menempub prosedur yang lebih panjang dibanding penerbitan sertipikat
bale atas tensh laimnva, Selain itu, peraturan ;;erundang~unﬁang§§ yang mengatumys
tergolong masih baru sehingga diperlukan waktu untuk menerapkannya dalarmn praktek
sehari-hari.

Dewasa inj, pada urnumnya penyelenggara pembangonan rumah susun atan sering
disebut developer, dalam melakukan pemasaran dan penjualan atas satuan-satuan rumah
susunnya, dilakukan pemasaran dan penjualan secara gffplen. Yang dimaksed dengan
pemasaran dan penjualan sccara off-plan adalah pepawaran suatu properti yang
dilakukan oleh developer kepada masyarakat walaupun pembangunan fisiknya belum
selesai dilaksanakan.® Artinya dalam hal ini dimungkinken terjadinya penjuslan atas
satuan-satuan rumah susun yang pembangunannya belum rampung. Dalam pasal 18
ayat {13 UURS, menyatakan bahwa satuan rumah susun yang telah dibangun baru dapat
dijual untuk di huni setelak mendapat ijin kelayakan untuk di huni dari Pemerintah
Daerah setempat dan dalam pasal 21 ayat (1) telah jelas dikenakan sanksi pidana bag
vang melanggarnya, Akan tetapi hal inl menjadi agak rancu Kerena menurut para
perusghaan pengembang (developer), penjualan secara off-plan ini dapat dilakukan
dengan mengadakan jual beli secara pesan lebih dshulu yang tertuang dalam suatu
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang berpedoman pada Swai Keputusan

3 Ihid, Wim. 207.

SProperty-Real Estate stubs,” <http:fen wilkipedia org/ vk HOST plans>, 27 Maret 2008,
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Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11I/KPIS/I994 temiang Pedoman
Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yang intinya mengatur mengenai hal-hal
apa saja yang dapat diperjanjikan dalam suatu surst Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPIB) satuan rumah sosun dimana, surat Pegjanjian Pengikatan Jual Beli (PPIB)
tersebul merupakan satu-satunya pegangan bagi masyarakat yang sudah membeli satuan
runzh susun/apartemen sebelum selesat dibangun dan sebelum sertipikat HMSRS-nya
terbit, Oleh sebab itu ada kesan seolgh-olah pihak developer hanyalah menjual konsep
atau gambar saja dimana pembangunan fisiknya belum selesai dilaksanakan. Hal ifu
tentunya dapat merugikan calon penghuni apartemen tersebut karena tidak ada jaminan
pasti bahwa calon penghumi telah benar-benar mandapatkan apa yang menjadi haknya
sebagai pemilik sah safuan unit apariemen tersebut karena dalam sistem penjualan
secara off-plan yang dimaksud tersebut, parz pembeli telah membayar sejumlah uang
scbagal uang muoka yang dilanjutkan dengan vara mengangsur setiap bulannya kepada
pihak developer dan ada juga sebagian dari pembeli vang telah melunasi
pembayarannya di muka sedangkan pemindahan hak atas sstusn rumah susun yang
bersangkutan behumlah terjadi. Oleh sebab itu, yang menjadi kekhawatiran adalah
bilamana pihak developer tidak dapat menyelesaikan pembangunan fisiknys sedangkan
aparternen fersebut telah dipasarkan dengen cara jual beli secara pesan lebih dahulu.
Dalam penelitian ini, menerangkan bahwa “Apartemes X (dahuls bernama
“Apartemen Y") merupakan salah satu apariemen yang terletak di daerah Kelapa
Gading Permai, Jakarta Utara. Apariemen ini mulai dibangun pada pertengahan tahun
1997 npamun sebelum pembangunannys dilakukan, pibhak developer telah mulai
memasarkan satuan-satuan unitnya uniuk depat dimiliki oleh masyarakat umam.
Walaupun pembangunannys belum rampung dan belum memperoleh Izin Layak Huni
dart instansi yang berwajib sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat {1} Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1985 Teniang Rumah Susun, nanmun pemasaran satuan-gatuan
unit rumah susun pada apartemen X felah dilakukan oleh developer-nya berdasarkan
sistem off-plan, schingga para konsumen dapat membeli satuan-satnan unitnya sebelum
pembangunanniya selesal dilaksanakan dengan melekukan jual beli secara pesan Iehih
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dulu yang tertuang dalam surat Penjanjian Pengikatan Inal Beli (PPJB) anfara pembeli
dengan developer, dan bila pembangunannya telah selesai, maka akan segera dilakukan
jual belinya dengan menandatangani akta jual beli-nya dihadapan Pejabat Pembuat Akla
Tanah (PPAT) yang berwenang dan pada saat itu barulah pemindahan hak atas satuan
unit pada apartemen X berpindah dari pihak developer kepada pihak pembeli.

Adanya krisis moneter padg tahun 1997 yang menimpa bangsa Indonesia secara
keseluruban, menyehabkan kesulitan terhadap kemampuoan perckonomian Indonesia
terutamua di seldtor ritl. Dunia usaha di Indonesta menjadi terpuruk, termasuk salah
satunya yang mengalami keterpurukan adalah developer dan aparternen X yakni, PT.
AAA, Dengan keadaan ckonomi yang pada saat itu mengalami keterpurvkan, maka
dampaknya terhadap PT. AAA seleku developer dart apartemen X tersebut fidak dapat
melunasi hulang-hutangnya vang telah jatoh tempo kepada para kreditur-krediturnya,
Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan apatemen X yang baru mencapai
sekitar 50% pembangunan, terpaksa dihentikan pembangunannya oleh PT. AAA. untuk
waktu vang tidak ditentukan,

Dihentikanmya proses pembangunan apartemen X, fentunya menyebabkan
kerugian yang dialami olch para pembeli apartemen X, baik yang iclah membayar
secara tunai maupen angsuran. Berkaitan dexngan hal tersebut, terjadi kevakpman proses
pembanguman pada apartemen X selarna hampir 8 {deiapan) tahun dengan tidak adanya
realisasi berupa tindakan apapun vang dapat memecahkan masalah tersebut. Pada awal
tahun 2005, seiring dengan membaiknya kondisi perekemomian Indonesia, kondisi
finanstal PT. AAA juga membaik dan sejalan dengan hal tersebut, PT. AAA

menggandeng PT. CCC untuk men supporr PT. AAA dalam hal pendansan uniuk
‘ menyelesaikan pembangunan aparternen X yang tethambat. Dengan kats lain PT. AAA
bekerjasama dengan PT. CCC untuk melanjutican kegiatan pembangunan apartemen X
yang sempat terhenti. Berkaitan dengan hal tersebut, juga terjadi perubahan-perubahan
vang cukup signifikan pada internal perseroan PT. AAA itu sendiri yakni antara lain
dalam hal adanya perubahan Direksi dan Komisaris perseroan serta perabahian nama

perseroan yang semula bernama PT, AAA. dirsbah menjadi PT. YYY. perubahan nama
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perscroan tersebut dilakuken karena namae PT. AAA dianggap sudah tfercemar
dikalangan masyarakat karena merupakan salah satu developer yang terkena dampak
krisis moneter vang cukup parah schingga, mengingat masih ada sekitar 40%
{empatpuluh persen) unit-unit apartemen X yang masih belum terjual, maka untuk
mengubah pandangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat, PT. AAA. berganti
nama menjadi PT. YY'Y. hingga saat ini.

Sejak saat berubahnya nama perseroan dan bergantinya susunan anggota Direksi
dan Komisaris perssroan, terjadi juga perubahan-perubahan managerment infernal
perusahaan yang fentunya disesuatkan dengan kondisi perckonomian Indonesiz pada
saat ini. Sehubungan dengen hal tersebut, PT. YYY bersama-sama dengan PT. CCC,
bermaksud untuk melanjutkan kembali pembangunan apartemen X yang sempat
terhambat, den pada waktu yang betsamaan gpartemen yang dabulu bemama
“Apartemen Y™ ini dirubah dengan nama “Aparfemen X sampai saat ini. Namun
permasalahan fidak selesai begitu saja karena setelah terhenti selama delapan tahun,
harga pasaran atas satuan unit apartemen tersebut telah paik berkali lipat seiring dengan
jutuhnya nilai tukar i’upiah terhadap kurs mata uang asing dan selain iftu harga bahan
baku ontuk kemball membangun apartemen tersebut fugs telah mengalami kenaikan
vang berlipat ganda schingga harga jual beli yang dahulu telah disepakati antara pihak
developer dengan para pembeli, tentunya sudah tidak sesvai Jagi dengan kondisi
perckonomian Indonesia pada sast ini. Dengan demikian, pihak developer harus
mencari solusi dari permasalaban ini, sehingga baik antara developer dan para
konsumen yang telah membell undt-unit pada apartemen X dapat tercapat kata sepakat.

Dengan  melthat permasalzhan  ysng tenadi  di apartemen X karena
pembangunannya yang sempat terharabat sehingga para pernbeli satuan unit-unit remah
susun pada apartemen X {ersebut merasa dirugikan, maka peneliti tertarik untuk
menganalisanya dengan menyusun Tesis dengan Judul “Peyjanjian Jual Beli Sebagai
Pemindahan Hak Satuan Rumazh Susun (Analisis Terhadap Pemindahan Hak Satean
Rumah Susun di Apartemen X, Jakarta Utara)”.
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1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian dan permasalahan yang terdapat pada latar belakang penelitian
ini, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahian yang dapat dikaji. Pokok-pokok
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut
1. Bolehkah jual beli satvan romah sosun didasarkan pada penjuglan secara off-plan
menurut sistern hukum tanah yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pembeli satuan-satuan unit ramah
susun pada apartemen X yang pembangunannya terhambsat 7
3. Bagaimana penyelesaian masalah dan tanggung jawab developer terhadap para
permbeli satwan unit apartemen X yang telah membayar, baik iu secara tunai
ataupusn secars angsuran 7

1.3, Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif
yang menganalisa pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukam, hak
dan kewajiban, perbuatan hukum, hubungan hukum, obyek hukum,” yang dalam hal ini
menganalisa developer dan para pergbeli satuan unit apartemen X sebagai subjek
hukum, yang melakukan perbuatan hukum dengan membuat surat Perjanjian Pengikatan
Jual Beli atas satuan unil apartemen X scbagal objeknya, Adanya perbuatan hukum
tersebut, mengakibatkan fimbulnya hubungan hukum antars pare pembeli sebagai
subjek hukum dengan satuan upit apariemen X sebagai objek hukum tersebut. Dengan
adanys hubungan hukum yang melekat antara subjek hukum dan objek hukum, maka
timbulah hak dan kewajiban dari developer dan para pembeli satuan unit apartemen X
sebagai subyek hukum, Oleh sebab itu penelitian ini menitik beratkan pada adanya
hubungan hukum antsra pembeli apartemien X dengan obyek perjanjian jual belinya
yang menimbulkan adanya hak dan kewaiiban dari developer dan para pembeli satuan

unit apartemen X.

T 8rl  Maroudii, ef al, Metode Penclitian dan Penulisan Hukum, cet I, (Jaksr-ta: Badan
Peaerbit Fakultas Hukoam Universitas Indonesia, 2005), Kim 10
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Tipologi penelitian yang digungkan dalam penelitian ind, dari sudut sifainya
merupakan penelitian  deskriptis analitis yang bertwjuan meénggambarkan dan
menganalisa suatu keadaan atau gejala® vang dalam hal ini yaitu, menggambarkan
permasalshan-permasalaban vang dapat timbul sebagai akibat dari adanya penjualan
satuan rumah susun yang dilakukan berdasarkan sistemn off-plan, khususnya
permasalahan yang timbul dalam penjualan satuan rumah susun pada spartemen X, Dard
sudut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini merupakan penelitian mono disipliner
yang menggunakan satu disiplin ilmu,” yaitu dari disiplin ilma hukum yakoi dari segi
peraturan-peraturan yang telah ditentukan mengenai rumah susun yang dapat digunakan
sebagai patokan dalam pelaksanaan pembangunan rumah susun serfa penjualan satuan-
satuan rumah susun,

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah date primer yang mana
data tersebut diperoleh langsung dari masyarakat,'’ yaitu pihak-pihak yang terkait
dengan permasaiahan-peymasaizhan yang terjadi pada apartemen X. Selain data primer,
jenis data yang digunakaud dalam penelitian ini juga menggunakan jenis data sckunder
vaitu buku-buku, serta persturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan data-data
tersebut, alat pengumpulan data yang dignnakan pada penelitian ini adalah studi
dokumen vang dipergunakan untuk mencari data sekunder yang ditkuti dengan
wawancara kepada narasumber unfuk mendapatkan data primer vang bertujuan untuk
menambah dan melengkapi informasi,!! yang sekiranya diperlukan dalam penclitian ini,
Alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen, meliputi bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hulcom tertier, Bahan hukum primer vakni, peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah susun yang digunakan sebagai
landasan hukum bagi penclitin ini. Bahan hukum sekunder vaitu buku-buku dan

 bid, him 4.
% tbid, Bim. 5.
© thid., Hm. 6.

" Ihid, him. 22.
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makalah serta artikel-artikel dalam internet yang tentunva ada kaitannya dengan proses
pembangunan dan pelaksanaan jual beli satuan rumah susun, schingga dapat
mendukung peneliltian ini secara teoritis, Sedangkan bahan hukum tertier dalam
penelitian ini, vaitu Kamus Bahasa Indonesia yang digunakan untuk mendapatkan arti
dari istilah yang berkaitan dengan rumah susun. Sementara ifu, alat pengumpulan data
dengan melgkukan wawancara pada penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan
pedoman wawancars yang bertujuan untuk memperolch keterangan atau informasi baik
dari para pembeli setuan unit apartermen, maupun pihak-pihak lain yang terkait
mengenal permasalahan yang timbul berkenaan dengan proses pembangunan apartemen
X yang terhambat, serta untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan solusi dari
developer untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berkenaan dengan metode pengolahan data dalam penelitian ini, dilakukan
dengan pendekatan kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang
bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata,'? sehingga dengan demikian
penelitian ini dapat membert analisa mengenai permasalahan yang terjadi sebagai akibat
dani sistem penjualan secara off-plan pada apartemen X.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB1 : PENDAHULUAN,
Dalam bab i peneliti membagi empat sub-bab yang terdiri dari latar
belakang masalah, pokok permasalahan yang diangkat, metode
penelitian vang digunakan dan sistematika penulisan,

BAB2 : PERJANJIAN JUAL BELI SEBAGAI PEMINDAHAN HAK .

SATUAN RUMAH  SUSUN {(ANALISIS TERHADAP
PEMINDAHAN HAK SATUAN RUMAH SUSUN DI
APARTEMEN X, JAKARTA UTARA).

Bagian Pertama : Teon-Teori Hukum.

2 Ibid,, hlm. 67,
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Perikatan dan perjanjian, Jual beli tanah menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdate Indonesia, jual beli tangh mepumui hukum
tanah nasional (hukum positif), romah susun/apartemen {(pengertian
dan landasan hukum, sistem kepemilikan individual, tujuan
pembangunan mmah susun, penyelengpara pembangunan mamah
susun, tanah untuk pembangunan rumah susun dan cara peroichannya,
persyaratan pembangunan ramah susun, prosedur penerbitan sertipikat
Hak Milik Atas Sstuan Rumsh Susun, tata cara penjualan dan
pembelian satuan rumah susun).
Bagian Kedus : Pembangunan apartermnen X i Kelapa Gading Permai,
Jakarta Utara (perolehan tanahnya, proses pembangunan apartemen X
oleh PT. AAA, pemasaran dan penjualan apartemen X, terhambainya
pembangunan apartemen X).
Bagian Ketiga : Analisis terhadap permasalahan hukum,

" TPENUTUP.
Bab ini merupekan kesimpulan dari  hasil  anslisa  terhadap
permasalaban hukum mengenal penjualan satuan rumah susun pada
apariemen X yang dilekukan berdasarkan sistem off-plan serta saran
darl peneliti baik kepada pemerintah, pihak perusahaan-perusahaan
pengembang (developer) yang skan melakukan pembangunan rumah
susun dikemudian hars mavpun kepada masyarakat yang bemniat untuk
berinvestast pada satuan-sgtuan rumah susun vang sekarang kian

marak pembangunannya di kota-kota besar.
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BAB 2

PERJANJIAN JUAL RELI SEBAGAI PEMINDAHAN HAK SATUAN RUMAR
SUSUN (ANALISIS TERHADAP PEMINDAHAN HAK SATUAN RUMAH
SUSUN DI APARTEMEN X, JAKARTA-UTARA)

2.1 Teori-Teori Hukum

2.1.1 Perikatan dan Pegjanjian

Dalam buke I Kitab Undang-Undong Hukum Perdate Indonesia
(Burgeriik Wethoek), beriudul “Perihal Perikatan” fverbintenis) mempunyai arti
yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian,” sebab dalam buku OT itu, diatur juga
perihal hubungan hukum vyang sama sekali tidak bersumber pada suatu
persetujuan atau pesgjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dar perbuatan
yang melanggar huku.ni (an}éekm;xtige daad} dan peﬁkm yang tmbul dan
pengurusan  kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan
(zaakwaarneming). Tetapi sebagian besar dani Buku 110 Kdab Undang-Undang
Hukum Perdata, ditujukan pada perikatan-perikatan vang timbul dari persetujuan
atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjaniian. Perikatan merupakan suatu
pengertian zhstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang
kongkrit,"! Dalam Kitah Undang-Undang Hukum Perdata, suaty perikatan adalah
suatu hubungan hukum {(mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang
memberi hak pada yang satu untuk menunfut barang sesuatu dari yvang lainnya,
sedangken orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itn.'
Pethubungan antara dua orang atan dua pihak tadi adalah suatu perhubungan

" Subekti (a3, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.29, {Jakarta : Penerbit Intermasa, 2001), bhe 122.

¥ Subekti (a), 1hid., him. 123,
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hukum, yang berarti balwwa hak si berpivtang dijamin oleh hukum atau
Undang-Undang.

Definisi darl perfanjian itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1313 Kib
Undang-Undang Hulkum Perdata (Burgerlifk Wetboek), yang berbunyl “Suaty
persetujuan  adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih®'. Jadi perjanjian itu
menerbitkan suafu perikatan antara dua orang vang membuatnya. Pads umumnya
perjanjian tidak ferikat pada suatu bentuk tertenfu, jadi suatu perjanjian dapat
dibuat secara lgan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sehagai
alat bukti apabila terjadi perselisinan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-
undang meneninkan suatu bentuk tertentu, schingpa apabila bentuk itw tidak
dituruti, maka perianjian it tidak sab. Dengan demikian bentuk terulis tadi
tidaklah hanya semats-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan
syarat unfuk adanya (besteanwaarde) perjaniian iy}

Syarat-syarat gntuk sahnya suain perianjian sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hulwm Perdata diperlukan adanya 4 (empat)
syarat yaitu ;17

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

Dengan diperlakukannya kata sepakal mengadskan peranjian, maka
berarti kedua pihak haruslah mempunyat kebebasan kehendak. Para pihak
tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi
perwujudan kehendak tersebut, Maksudnya dalam hal ini perjanjian harus
dibuat fanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan dari pihak
marapun,

Y Kitab undang-Undang Hulaun Perduta (Burgerlijk Wetbogk), diterje-mahkan cleh R. Subekh
dan B. Tjitro-sudibio, cel. VIII, (Jakarta  Pradnya Paramita, 1976}, Ps. 1313,

* Mariam Darus Badrulzamas, ¢f of, Kompilesi Hukum Pertkatan, cet.], {Bandung : Penerbit PT.
Citra Aditya Bakt, 2001), him.65.

¥ Mariam Darus Badrulzaman, ef ok, fbid., him.73.
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2. cakap untuk membuat suatu perikatan,
Pada asanya setiap orang vang sudah dewasa atan akilbalig dan sehat
pikirannys adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kiab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang disebut sebagai orang-orang yvang
tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni :
a. orang-orang vang belum dewasa (di bawah duapulub sate tahun)
b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
¢. orang perempuan yang dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-
Undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang
mesnbuat perjanjian-perjaniian tertentn.
3. suatu bal fertentu,
Suatu hal tertenty maksudnya balvwa suatu perjangian harusiah mempunyai
objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu
itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada,
4. suatu sebab yang halal,
Pembentuk undang-undang mempunyal pandangan bahwa peranjian-
perjarjian mungkin juga diadakan tanpa sebab afau dibuat karena sesnatu
sebab yang palsu atau terlarang, Yang dimaksud dengan sebab terlarang
talah sebgb vang dilarang atan bertentangan dengan undang-undang atau
berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Schingga dalam hal
ini suatt peranjian tidsk boleh dibuat karena suatu sebab yang
bartentangan dengan undang-undang.
Keduz gyarat yang pertama dinamakan svaral subjekfif, karena kedua syarat
tersebut mengenai subjek perjaniian dan dalam hal keduva syarat ini tek terpenuhi,
maka peganfian itu dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan kedua syarat
terakhir disebutkan, syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian dan
dalam hal kedua syarat tersebut tak dipenubi, maka peganiian itu batal demi
hukum, artinya dari semula dianggap tak perngh dilshirkan suatu perjanjian,
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Mengenai akibat dari suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1338 Kinb
Undang-Undang Hukum Perdota yang mengatakan bahwsz semua persetujuan
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya dan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik'® jadi
dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukan bahwa
perjanjian vang dimaksud bukaniah hanya semata-mata perjanjian bemama
(perjanjian yang diatur dalam undang-undang), tetapi juga meliputi pegjaniian
tidak bernama (perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang). Selanjuinya
pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukwm Perdata, menetspkan bahwa sustu
perjaniian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam
perjaniian, tetapi juga pada apa yang menurut sifainya perjanjian itu dikehendaki
oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Sehingga sudah semestinya hakim
harus memperhatikan pertama sekali apa yang diperjanjikan oleh para pihak vang
berkonirak, baru kemudian jikalau sesnaiu hal tidak di atur dalam surat perjaniian
dan dalam undang-undang tidak terdapat ketetapan mengenai hal itu, hakim hamsg
menyelidiki bagaimana biasanys hal yang semacam itu diaturnya didalam praktek.
Jika ini jugs tidak diketahuinya karena belom banyzk terjadi dalam praktek, hakim
harus menetapkannya menurat perasaananya keadilan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa faktor kebiasaan ini mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu
lintas hukum, karena undang-undang tidak mungkin meliputi segala hal vang
terdapat dalam masyarakat ramai, yang tiap hari bertambah maju.”®

Dazlam svatu perjanjian yang <ibuat, seringkali diternukan kata “risiko”,
yang berarti kewajiban untuk memikul kerngian jikalan ada suatu kejadian di luar
kesalahan salah satu pibak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam
perjanjian®® Dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

'8 Kirab Undang-Undang Hukam Perdata (Burgerliik Wethoel), op. oit, Ps.1338.
¥ Subekt (a), op. oit., him. 140,

# Subekdi {a), 754, him. 144,
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rnanetapkan, bahwa “dalam sualo perjanjian mengenal pemberian suatu barang
tertentu, sejak lahirmya perjanjian ifu barang tersebut sudah menjadi tanggungan

orang yang berhak menagih penyerahannya ™'

Yang dimaksudkan oleh pasal
tersebut, talah suatu perjanitan yang melstakan kewajiban hanya pada suatu pihak
saja (eenzijdige overeenkomstj. Sedangkan nsiko dalam peganjian yang
meletakan kewajiban pokok pada kedua belah pihak, yaitu yang dinamakan
perjanjian “timbal balik™ (wederkerige overcenkomst) misalnya perjanjian jual
beli. Menurut pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal suaiu
perjanjian jual bell mengenal suatu baramg yvang sudsh ditentukan sejsk saat
ditutupnya, perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan si pembeli, meskipun
ia belum disershkan dan masih berada di tangan si penjual. Dengan demikian, jika
barang itu hapus bukan karena salshnya si penjual, si penjual masih tetap berhak
untuk menagih harga yang belum dibayar,?? akan tetapi pasal 1460 Kitab Undang-
Undang Hulum Perdate tersebut, tergolong hukum pelengkap ™ Pasal 1347 Kitab

Undang-Undarg Hukum Perdata menetapkan bahwa “hak-hak atan kewajiban-

kewajiban vang sudah lazim diperjanjikan dalam suate penanlian {gebruikelifk

.. beding} meskipun pada suatu waktu tidak dimasukan dalam surat perjanfian, barus

juga dianggap tercantum dalam perjanjian” schingga oleh karepa apa yang
dinamakan gebruikelijk beding inl meaury! undang-undang harus dianggap
sebagai dicantimkan dalam perjanjian, akibamye ia dapat menymgkirkan suatu
pasal undanz-undang yang tergolong hukum pelengkap. Sehingga misalnya jika
temyata dalam suatu kalangan perdagangan tentang suatu macam barang yang
sudah lazira diperjanjikan, bahwa nsiko terhadap barang dipikul oleh #1 penjual
sampal pada saal penyerahannya kepada si pembeli, maka tuntutan seorang
penjual untek mendapatkan pembayaran harga barang yang telah hapus sebelum

2 Kital Undang-Undang Hukum Perdata (Burgertijk Wetboek), op.cit,, Ps. 1237,
2 gubekti (), op. ¢it., him 145,

2 Subekti (3}, id., hm. 141,
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barang ilu diserahkan, harus ditolak oleh hakim, meskipun pasal 1460 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdate menetapkan resike ferhadap barang terientu
harus dipikul oleh si pembeli karena pasal-pasal mengenai resiko i tergolong
hukurmn pelengkap.”

Dari suatu perjanjian yeng dibuat, apabila si debitur (si berhutang) tidak
memenuhi perikatan, karena kelalaiannya maka dikatakan ia melakukan cidera
Janiji atan wanprestasi. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi
kewajibannva, terlambat memenuhinya atan memenubinya tetapi tidak seperti
yang telah dipedaniikan, Dari scorang debitur yang lalai, si berpiutang dapat
memilih berbagal kemungkinan vait

1. ia dapat meminta pelaksanaan perjanjiap, meskipun pelaksanaan ini sudah
teriambat.

2. ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang
dideritanya, karenz perianjian fidak atau terlambat dilaksanakan tetapi
tidak sebagaimana mestinya.

3. ia dapat menuntut pelaksanaan perjanijian disertai dengan penggantian
kerugian yang diderita olchnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan
perjanjian.

4. dalam bal suatu peganjian yang meletakan kewsgjiban timbal balik,
kelalaian satu pihak memberikan bak Kkepada pibak vang lain untuk
meminta pada hakim supays perjanjian dibatalkan, digertai dengan
perminisan penggantian kerugian,

Hak ini diberikan oleh pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menentukan babwa tiap peganjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan
syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan

A Subekti (a), Ibid.

 Subekti (a), 54, him. 147,
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pejanjian. Pembatalan fersebut harus dimintakan pada hakim.?®  Meagenai
penggantian kerugian, dapat dituntut menurut undang-undang berupa biaya,
kerugian dan bunga berdssarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hulaun
Perdata. Jadi yang dimaksud dengan kerngian vang dapat dimintakan penggantian
itu, tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sunggah telah dikeluarkan, atau
kerugian yang sunggub-sungguh menimpa harta benda si berpiutang, tetapi juga
vang berupa kehilanpan keuntungan, yaitu keuntungan vyang akan didapat
scandainya si debitur tidak lalai,

Berkaitan dengan kelalaian debitur, maka seseprang debitur yang di gugat
di depan hakim karenz ia dikataken telah melalsikan kewajibannya, dapat
membela dirinya untuk menghindarkan dirinya dan hukuman yang merugikan
yaitu dengan mengajukan keadaan-keadsan di lar kekussasnnya yang
memaksanya hinéga ia tidak dapat menepati perjanjian {overmacht atau force
mafeur) schagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1244 dan 1245 Kirab
Undang-Undang Hukwm Perdate. Pembelaan itu bermaksud agar ia tidak
dipersalabkan tentang tidek ditepatinya perjanjfan ifu. Untuk dapat diketakcan
suatu “keadaan memaksa,” (overmachi atau force majeur), selain keadaan itu, “di
luar kekuasaannya” si berhutang dan “memakse,” keadaan yang telah timbul it
juga harus berups suatu keadazn vang tidak dapat diketahui pada wakty perjanjian
it dibuat (dalam arti keadaan fersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya),
setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang. Keadaan memaksa ada
yang bersifat mutiak (absoluut), yaitu dalam halnya sama sekah tidak mungkin
lagi melaksanakan peanjiannya, tetapi adas juga vapg bersifat tak mutlak
{relatief), yaitu berupa suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat juga
dilaksanakan, tefapi dengan pengorbanan vang sangat besar dari si berhutang?’

% Subekt {a), bid., him.148,

** Sabekti (a), /bid., Blon 150,
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Mengenat perihal-penihal hapusnya perikatan-perikaten, undang-undang

menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan yaite ;%

1. Karena pembayaran,

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang
hendak dibayarkan itu di suatu tempat,
Pembahamian hutang,
Kompensasi atau perhitungan hutang Himbal balik,
Percampuran hutang,
Pembebasan hutang
Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian,
Pembatalan perjaniian,

woR oM R e

Aldbat berlalomya suatu syarat pembatalan,
10, Lewat waktu,

2.1.2 Jual Beli Tanah Menunt Kitab Undang-Undang Hukum . Perdata

Indonesia (Burgerlijk Weitboek)

Sepertt telah diuratkan sebelumnya bahwa perjanjian timbal balik adslah
perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya
perjanjian jual beli. Jual beli senditi, merupakan perbuatan hukum yang paling
banyak berlangsung &i masyarakat, mulai dari berbagai jenis barang, makanan,
sarnpal tanah dan bangunan dapat menjadi barang yang meniadi objek jual beli.
Kenyataan tersebuf menempatkan pentingnya jual beli dalam pergaulan hidup
manusia dalam masyarakaf, sehinpga dipandang perlu membuat peraturan yang
mengatur tentang jual beli,

Pada wakw Belanda datang dan rmenjajah di Indonesia pada masa lal juga
membawa perangkat hukem Belanda untuk mengatur masyarakat di Indonesia

yang kemudian diberlakukén soatu hukum barat vang tertulis vaitu Burgelijk

B Subekti {a), fid., Mm.152.
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Wetboek {(BW), yang sampai sekarang masih kita kenal sebagai Kiab Undang-
Undang Hulum Perdata. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka
berdasarkan Pasal [I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, BW tersebut
dinyatakan masih berlaku di Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang
bary,

Dengan mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgeriyk Wetboek), jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik
dalam mana pihak yang satu (penjual) beganii untuk menyerahkan hak milik gtas
suatu barang, sedang pikak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga
yang terdiri atas sejumiah vang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
Perkataan jual beli menunjukan babwa dar satu pihak perbuatan dinamakan
menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli™. Jual beli dalam
Kitab Undang-Undarng Zizskum‘ Perdeta diatur dalam pasal 1457, yang berbunyi
“Jual Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dinnya untmk menyerahkan suatu kebendasn, dan pihak yang lain untuk
membayar harganya vang telah dijanjikan”™ sechingga dengan memperhatikan
. ramusan dalam pasal 1457 tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan
suaty bentuk perjaniian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk
memberikan sesuatu.’’ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata berbunyi “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara
kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai kata sepakat
tentang kebendaan tersebut dan harganya, mesldpun kebendaan itu belum

diserahkan, maupun harganya belum dibayar”? Dengan ketentuan yang

# Qubekti (b), Hickum Perjanjian, cet.17, {(Jakarla : Penerbit Intermasa, 1998), him.1.
* Kirab Undang-Undang Hukm Perdata (Burgerlijc Wethoek), op. cit,, Ps. 1457,

M Gunawan Widjaja dan Karini Muljadi, Juaf Befi, cet.l, (Jakaria : PT. Raja Grafinds Persada,

2003, him.7.

2 Kitah Undang-Undang Hukum Perdata (Burgeriik Wetboek), op. cif., Ps. 1458,

Universites Indonesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



21

demikian, jusl beli dianggap telah terjadi anfara kedua belah pihak pada saal
mereka mencapat kata sepakat mengenai benda yang diperjual belikan, demikian
juga harganya, sekalipun benda yang menjadi objek jual beli belum diserahkan
dan harganya belum dibayar. Pada saat terjadinya kata sepakat atas jual beli hak
kepemilikan atas benda yang menjadi obiek jual beli belumlah beralih kepada
pembelinya, sekalipun misalnya harganya sudah dibayar dan apabila jual beli itu
berkaitan dengan tanash, tanahnya sudah. dizerahkan ke dalam kekuasaan yang
membell. Hak milik atas tangh yang menjadi objek jual beli tersebut baru beralih
kepada pembelinya sebagal pemilik yang baru jika telah dilakukan apa yang
disebut penyerashan Yuridis {juridische levering) yang wajib disclenggarakan
dengan pembuatan akia dimuka dan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 1439 Kitab Undang-Undang FHukum
Perdata, bahwa bak milik atas barang yang dijual belum berpitzdhak kepada si
pembeli, selama penyershannva belum dilakekan, Penyerahan atas barang yang
menjadi objek jual beli menentukan telah terjadinya peralihan hak milik atas
barang yang menjadi obiek jual beli. Dengan demikian jnal beli dan pesryerahan
hak afas barang yanpg menjadi objek jual beli darl penjual kepada pembeli
merupakan 2 {(dua) perbuatan yang hatus dilaksanakan. Oleh karena itu dikenal
fabapan Penyeraban dan Pengalihan, vaitu tahap Obligatoir vang dalam tahap
perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan (verbinfernis) seperti yang dimaksud
dalam buku I Kitab Undang-Undang Mukum Perdata dan akibat yang
ditimbulkan adalah bahwa para pihak baru akan mengikatken diri akan
mengalihkan Hak Eigendom {eigendom adalah hak yang paling sempumna atas
suatt benda) misalnys melalui perjanjian jual beli, dan hanya melahirkan hak dan
kewajiban dianfara para pthak yaitu penjual berkewsajiban menyerahkan
barangnya dan berhak memperoleh pembayaran, schaliknya pembeli berkewajiban
membayar harganya dan berhak memperolch barangnya, Tahap Zekelijk vaitu
tahap terjadi perjarjian yang bersifat zekelijk (kebendaan) melalui cara-cara yakni
hahwa para pihak mengadakan perjanjian vang berisikan pengalihan hak
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eigendom dan bahwa para pihak melakukan perbuatan yuridis dalam bentuk
transferring of ownership artinya hak eigendom beralih dari penjual kepada
pembeli setelah ada penyerashan (Jevering).” Dalam zaman sekarang, vang
terpenting  ialah mengenal penyerahannya (levering) Perkataan penyerahan
mempunyai dua arti. Pertama perbuatan yang berupa penyerahan kekunasaan
belaka (feitelifke levering) dan yang kedua adalah perbuatan hukum yang
bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (furidische levering). Dua
pengertian tersebut nampak dalam pemindahan hak milik atas benda yang tak
bergerak (misalnys tanah), karena pemindahan ini tidak cukup dilaksanakan
dengan pengoperan kekuasaan belaka, melainkan barus pula dibuat snatu surat
penyerahan (akfe van transport) yang harus dikutip dalam daftar eigendom.™ Jadi
pada asasnya, menurut sistem dalam Kitab Undang-Undang Huwlum Perdata,
suatu_peanjian jual beli belumlah berpindah bak miliknya, tanpa perbuatan
~levering, yaitu untuk benda yang bergerak penyerahan dari tangan ke tangan dan
untic benda yang tak bergerak peagutipan “alze van franspor?” dalam register
eigendom, yang d&inamzkan “balik nama”® Schingps dengan demikian,
pengalihan secara yuridis sangat penting bagi pihak ketiga dalam hal tegadinya
jual beli atas benda tidak bergerak.”® Dengan adanya pengalihan secara yuridis
tersebut, maka anggota masyarakat dapat mengetahui perihal telah terjadinya T
peralihan hak milik atas barang vang menjadi objek jual beli {dalam hal ini adalah
benda tidak bergerak) secara zzh, anggota masyarakat mengetahui pemilik baru
dari tanah vang telah dijual.

? Sahat HM,T Sinaga, Jual Beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak, cet.l, {Bandung :
Penerbit Pustaka Sura, 2007), hlm. 15.

* Subekti (a), op. cft., him.71.
¥ Subekti (a), fbid., hlm. 72.

* Frieds Husni Hasbulleh, Hukum Kebondaun Perdpra, Hak-Hak Yeng Memberi Kenitanatan,
cel.2, {Jakarta : Ind-#ilL.Co, 2002}, him. 118

Universtias Indonesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



23

2.1.3  Jual Bel Tanah Menurui Hukum Tanah Nasional (Hukum Positif)
Sebelum memasuki pengertian mengenal jual beli tanah menurut hukum
tanah yang berlaku di Indonesia {hukum tanah nasional), harus dipahami dahulu
mengenai pengertian jual beli tanah dalam hukum adat di Indonesia, karena
hukum tanah nasional kita bersumber pada hukum adat. Pengertian jual beli tanah
menurat hukom adat yaite perbuatan hukom penyerahan tangh untuk selama-
lamanya denpan pepjual menerima pembayaran sejumlzh uang, yaitu harga
pembelian (yang sepenuhnnya atau sebagiannye dibaver tunai).’’ Prof. Boed
Harsono, SH berpendapat babwa dalam hukum adat di Indonesia, perbuatan
hukam pemindahan hak (misalnya seperti jual beli, tukar menukar, hibah)
merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan secara terang dan tunai.”® Terang
berarti perbuatan hukum jual beli tersebut bepar-benar dilaksanakan dihadapan
Kepala Adat atau Kepala Desa atau kini di hadapan Pejabat Pembuatan Akta
Tanah (PPAT) yang berwenang, Tunai berarti adanya dua perbuatan vang
dilaksanakan secara bersamaan, vaity perbuatan hukum pemindaban hak atas
tanah dengan pembayaran harganya pada saat bersamaan secara funai dilakukan.*®
Sebagai bukti telah terjadinya jual beli dan selesai pemindahan hak atas tanah
yang menjadi objek jual bell dimaksud dibuatlab “Surat Jual Beli Tanah” yang
ditandatangani cleh pihak penmjual dan pihak pembeli dengan disaksikan oleh
Kepala Desa, vaita untuk menzamin kebenaran téntang status tanahoya, pemegang
haknys, keabsshan bahwa teleh dilaksangkan dengan hukum yang berfaku®
sehingga, dengan penyershan {anahnya kepada pembeli, dan pembayaran

Y Rd. Soepomo, Hukum Perdata Adet Jawa Barat, ¢et.2, (Jakarta : Penerbit Diambatan, 1882),

him. 126,

*® Marun Al Rashid, Sekifaz Tentong Jual Beli Tanah (Bertkut Poratuvon-Peraturanya), cetl,

{Iakarta : Penerbit PT. Ghalia Indonesia, 1987} him.S1.

*® Boedi Harsono (b}, “Penggunaan Dax Penertpan Asas-Asss Huloun Adat Pada Hak Milik Atas

Tansh Menurut UUPA,” (Makaish dissrmpaikan pada Simposium Hak Milik Atss Tanah Menumt UUPA,
Bandoag 20 Jagusrd 19833, Blm 2.

* Sabnt HM.T Sinaga, op.cie, 19,
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harganya kepada penjual padz saat jual beli dilakukan, perbuatan jual beli itn
selesai, Dalam arti pembeli telah meniadi pemegang haknya yang baru. Sekiranya
harga tanahnya menurut kenyataannva belum dibayar penvh, menuret hukum
sudah terbayar penuh. Demikian juga jual beli itu menurut hukum sudah sclesai
dan pembelinya sudah menjadi pemegang haknya yang baru, sekalipun pada
kenyataannya tansh yang bersangkutan masth tetap dikuasai oleh penjual,

Tanggal 24 Scptember 1960 tercatat sebagai salah satu tanggal dan
merupakan salah satu tonggak yang sangat penting datam sejarah perkembangan
agraria/pertanahan di Indonesia pada umumnya dan pembaharuan FHukum
Agraria/Hukum Tanah Indonesia pada khususnya karena pada tanggal tersebut
diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya
Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat UUPA ' Sejak berlakunya UUPA di
Indonesia, maka hukum tanah barat dan hukum tanah adat tidek berlaku lagi,

schingga dengan lahimya UUPA, dualisme hukum tanah di Indonesiz telah

. dihapuskan karena telah terjadi unifikasi hukum atau kesatuan bukum dan adanya
hak-hak atas tansh vang serupa sebagaimane diatur dalam UUPA, termasuk juga
lembaga dan perbuatan hukum atas tansh. Jadi dengan kata lain, sejak berlakunya
UUPA telah terjadi perombakan-perombakan yang fundamental didalam bidang
hukum agraria. ®

Pengertian jual beli tanah dalam hal ini tidak sama dengan suatu jual beli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 dan 1458 Kitab Undang-Undang
Fhikum Perdata. UUPA menciptakan unifikasi di bidang hukum tanah yang
didasarkan pada Hukum Adat karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada
hukum adat, oleh sebab itu hukum agraria yang bam tersebhut (UUPA} didasarkan
pula pada ketentuan-ketentuan hukwm adat itu. Oleh karena itu, meskipun UUPA

*! Boedi Harsone (a), loc.cit.

* Yarun Al Rashid, op.cit, kim.13.

Universitas Indonesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



235

tidak mengatur secara Khusus mengenai jual beli,”’ dapat dipahami pengertian jual
beli tanah dalwn hukum tangh nasional adalah jual beh tanah dalam pengertian
hukum adat mengingat hukum agrariz yang beriaka adalah hukum adat
sebagaimanz hal demikian termuat dalam Pasal § UUPA yang berbunyi :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan mang angkasa ialah hukum
adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasiorral dan
Negara, vang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme
indonesia serfa dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-
undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.**

Sehinggs apa yang dimaksudkan UUPA dengan Hukum Adat ity adalah hukum
aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam
bentuk tidak terfulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang ashi, yaitn sifat
kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan kescimbangan serta diliputt
oleh suasana keagamaan *® Demikian hukum adat yang merupakan dasar dar
hukum tanah nasional yang berlaku pada sast ini schagaimana termust dalam
pasal 5 UUPA tfersebut, tentunys adalah hukom adat yang telah mengalami
pemusnian dan penyempurnaan atau “saneering”’ dari unspr-unsumya yang tidak
ash uptuk disssuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang
modern dan dalam hubungannya dengan dunia infernasional, serta disesuaikan
dengan  sosialisme Indonesia yang ftentunya tidak bertentangan dengan

¥ Arie S. Hutagahmg {b), Serbg JAnmeka Masalah Tanah Dalem Kegiotan Ekenomi {Suatw

Kumpulon Karangan), cet. 2, {Iakacta : Badan Panerbit Fakultes Hukum Universites Indonesta, 2002),
him 113,

** tndonesia (b}, Undang-Undang tentong Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria, UU No. § tahun
1960, LN No, 164 Talion 1960, TLN Ne.3281, Ps. 5,

* Boedi Harsono (a), op. eit, hlm. 179,
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kepentingan nasional. Dalam pembentukan hukum tanah nasional yang digunaken
sebagat bzhan utama, adalah konseps) dan asas-asasnya, sehingga dengan
pendekatan dan pengelihatan yang demikian, hukum adat tidak harus diartikan
semata-mata sebagal rangkaian nonmna-norma hukum saja, yang dirumuskan dari
sikap, tindakan dan tingkah laku para warga masyarakat hukum adat, scbagai
pengejawantahan konsepsi dan asas-asas pengaturan pen kehidupannya namun
pengertian hukum adat, meliputi juga konsepsi dan asas-asas hukummnya dan
demikian juga lembaga-lembaga hukumnya serta sistem pengaturannya.

Peralihan hak atas fanah yang menjadi obiek jual beli telah terjadi sejak
difandatanganinya akta jval belt di hadapan PPAT yang berwenang dan
dibayarkannya harga oleh perabeli kepada penjual. Pemindshan hak atas tanah
yang menjadi objek jual beli berarti pemindahan penguasaan secara yuridis dan
secara fisik sekaligus. Sejak akta jual beli ditandatangani di depan PPAT yang
. . berwenang, hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli.¥? Definisi
dan pengertian serfa hal-hal lain yang mengatur menpenai PPAT telah termuat
- dalam ?er;z!uran Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jebatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik indonesia nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembual Akta Tanah, Definisi dari Pejabat
Pembuat Akia Tanah alan yang sering disingkat dengan PPAT, adalah pejabat
umum yzng diberi kewenangan untuk membuat akta-akta oteptik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenat hak atas tanah atau Hak Milik Afag Satuan
¥ schinggs akia-akta otentik yang dibuat oleh PPAT adalah
merapakan bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas

Rumah Susun,”

 Boedi Harsono (8), /5id., him. 180,
7 Sahat HM.T Sinaga, op.¢it., hlm.20.

¥ Indonesis {c), Peraturan Pemerintol Republik Indonesio ieptang Peraturan Jabotan Pejubat

Pembuat Akta Tanah, PP Mo, 37 Tahun 1588, LN No. 52 tabun 1998, TLN No. 3744, Ps. { ayat (i}
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tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,® dan perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut ;%

a.  Jual beli;

Tukar menukar;

Hibah;

Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng);

Pembagian hak bersama,

Pemberian Hek Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

Pemberian Hak Tanggungan;

S

g e

Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
Dalam menjalankan jabatanpnya, PPAT mempunyat daerah kerja PPAT,
yang adalah suatu wilayah yang menunjukan kewenangan seorang PPAT untuk
membuat gkta mengenal hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
yang terfetak didalamnya.’! Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerga Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ™
Terhadap pelaksanaan jual beli tanah sebagai salah satu cara berpindahnya

hak atas tansh dari satu subjek hukum kepada subjek huloum yang lain tentu perln
memperhatikan jenis hak atag tanah yang dapat dijadikan obiek jual beli. UUPA
mengatur hak-hak atas tanah sebagaimana temyata dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu
sebagai berikut 3

a. Hak Milik

b. Hak Guna Ussha

e Hak Guna Bangunan

® 15id., Ps, 1 ayat {4}.
*® Ibid,, Ps. 2 ayat {2).
 1bid., Ps. 1 ayat {8).
2 hid, Ps. 12 ayat {i).

* Indanesia (63, ep. cit., Ps. 16 2vat (1),
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e

Hak Pakai

Hak Sewa

Hak Membuka Tansh

Hak Memungut hasi! hutan

Hak-hak lain vang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagat yang disebutkan dalam pasal 53,

Peralithan Hak Atas Tanszh bisz terjadi karena peristiwa hukum misalnya

2o ot o

pewarisan {anpa wasist dan perbuatan hukum pemindahan hak seperti :

a. Jual beli

b. Tukar-menukar

¢, Hibsh

d. Pemberian menurat adat

¢. Pemasukan dalam perusahaan atau inbreng

f.  Hibah wasiat atan “Jegaat™*

Didalam UUPA tidak terdapat ketenfuan mengenal status bangunan atau

rumah yang berdin diatas tanah, karena berdasarkan asas pemisahan herizontal
dimungkinkan pemilikan dan peralihan benda-benda diatas tanah itu terlepas dari
tanahnya.” UUPA juga mengatur subjek-subjek hak atas tanah antara lain seperti
Hak Milik vang merupakan hak furun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah yang hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indenesia
dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, Hak guna Usaha yang
merupakan hak untuk mengusshakan tanah yang dikugsal langsung oleh Negara
dalam jangks waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan
atan peternakan yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan badan

* Sahat HM.T Sinaga, op.cit, him. 21,

** Djuhsendah Hasan, Lembaga Jominan Kebendaan Bogi Tanak Dan Benda Lain Yang Melckat
Pada Tanah Dalem Konsepsi Penerapan Avas Pemisaian Horizontal, vetl, (Bandang  Penerbit PT.
Citrs Aditya Bakti, 1996), him.85.
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hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
Hak Guna Bangunan yang merupakan hak ontuk mendinkan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yvang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 (tigespuluh) tahun yang dapat dimiliki olch Warga Negara
Indonesia dan badan hukwm yang didirtkan menurat hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia, Hak Pakai yang merupakan hak untuk menggunakan
dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Nogara atau
tanah milik orang lain vang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiarmya oleh pejabat vang berwenang membenkannys
atau dalam perjanjian dengan pemilik tamahnya yang bukan pepanjian sewa
menyewa atau perjanjian pengolahian tanah, ssgala sesuatu asal fidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam UUPA yang dapat diberikan selama
jangka waktu terientu ataw selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan
tertentu atau dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atan pemberian jasa berupa
apapun. Hak Pakai dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia, orang asing
vang berkedudukan di Indonesia, badan hukum vang didinkan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesiz, badan hukum aging yang mempunyai
perwakilan di Indonesia.*

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sudah berubah
situasi dan kebuthannya, dan untuk mencapai jaminan Kkepastian hukum,
pemerintah menyediakan suatu lembaga baru, yaifn lembaga pendaftaran tanah,
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Pasal 19 UUPA menetapkan
pemerintah harus melakukan pendaftaran fanab dischauh wilayah Republik
Indonesia menu:mt ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Hak-hak atss tanah sebagaimapa distur dalam UUPA dibukukan dalam buku
tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukii pemilikan tanahnya dan untuk
pernindahan hak seperti jual beli yang telah ditandatangani di hadapan PPAT yang

% Indonesia (b}, ep.cit., Ps.20-42,
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berwenang, harus diikuti dengan pendaftarannya di Kantor Pertanghan di letak
lokasi tanahrya. Hal itu dimaksudkan untuk memberikat alat bukt yang lebih kuat
dan lebih luas daya pembuktiannya daripada akia PPAT yang membuktikan telah
terjadinya pemindahan hak yang dilakukan schingga berkenaan dengan hal
tersebut, setiap pemegang hak atas tanah diwajibkan mendaftarkan hak-hak atas
tanahnya tersebut.”

Perintah yang terdapat dalam Pasal 19 UUPA tersebut kemudian ditindak
lanjuti oleh pemerintzh dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10
Takun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan
terbitnya Pergiuran Pemerintak Republik Indonesia Nomor 24 Tohun 1997
tentang Perdafiaran Tanah yang mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997,
Dalam PP No, 24 Tahun 1997 tentang Pendaftoran Tanah tersebut yang
dimaksud dengan pendafiaran tanah adalah :

-Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan,
pembukuan dan penyajian scrta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanab dan satuan-
safuan rumah susun, termasuk pembenan swat fanda buktl hakmva bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknys dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.*®

Implementasi dari kegiatan Pendaftaran Tanah dapat berupa pencatatan
peraiihan hak-hak atas tangh, baik tanah yang belum bersertipikat maupun yang

¥ Arie § Hwagalung (0), Program Redistribusi Tanah Di Indonesia {Suatu Sarena ke Arah
Pemecahan Masalek Pesguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah}, cetl, (Jakarta : Penerbit OV Rajawali,
19853, him 33, .

% tndonesia (33, Peraturan Pemerinalt Republik Indonesia temtang Fendaftaran Tanah, PP No.24
Tahun 1997, LM No.57 tahun 1997, TLN Ne. 3694, Ps. L ayat (1}
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telah bersertipikat. Dalam Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tunah discbutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah
susun baik itu melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan perbuatan hukum
pemindshan bhak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akia vang dibuat oleh PPAT yvang berwenang
dan dalam keadaan tertentu kepala Kantor Pertanshan dapat mendafiar
pemindzhan hak vang tidak dibuat dengan aikta PPAT sepanjang yang menunst
Kepala Kantor Pertanahan kadar kebenarannya dianggap cukup.”

Dilihat dari ketentuan tersebut pada prinsipnye peralihan hak atas tanah
henya dapat didaftarkan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan
wilayah kerja lokasi tanzh vang menjadi objek pendaftaran, jika hal itu dapat
dibuktikan dengan skta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yazitu PPAT yang daerah
kerjanya sama dengan wilayah tanah yang menjadi objek peralihan hak %

Pembusaian akia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) AP Ae.
29 Tahur 1997 teniang Pendaftaran Tanah, dihadisi oleh para pihak yang
melakukan perbuatan hukum vyang bersengkutan atau kuvasanva, dengan
dibadin/disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 {(dua) orang saksi yang memenuhi
syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum ite dan bentuk, isi
dan cara pembuatan akta-akta PPAT itu diatur oleh Menteri.®' Akta PPAT wajib
dibuat sedemikian repa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk
pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak. Oleh karenz itu PPAT
bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum
yang bersangkutan dengan antara lain mencocokan data yang terdapat dalam
sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, dengan kata lain

5 Ibid,, Ps. 37 ayat (1) & (2.
® Sahat HM.T Sinags, op.cir, hhm.27,

® tndonesia (d), ep.cit, Ps.38.
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sebelum membuat gkis pemindahan hak atag {anah atan Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun, PPAT yang bersangkutan waitb untuk mengecek asll sertipikat
vang tersebut ke Kantor Pertanshan sctempat dan meminta bokti pelunasan
pembayaran Bes Perolehan Hak Afas Tenah (BPHTB) vang wajib dibayar oleh
calon penerima hak atas tanah ates Hak Milik Atas Satuan Rumah Susen dan
bukti pelunasan pembayaran Pajak Penphasilan (PPh) yang wajib dibayar oleh
vaion pemberi hak atas tanah atay Hak Milik Atas Satuan Rumah Suvsun. Baik
BPHTB maupun PPh wajib ditenasi oleh para pihak vang bersangkutan sebelum
penandatanganan akia PPAT dahadapan PPAT. PPAT wajib merobaczkan akta
kepada para pihak dengan dihadiri para saksi, serta menjelaskan sehingga para
pihak mengerti tentang apa yang ditandatanganinya sebagal bukfi persetuinan atag
perbuatan hukum yang dimaksud dalam akta vang ditandatangani.® Setelah
penandatanganan akia PPAT sebagaimana telah disebutkan diatas, maka selambai-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akia yang
bersangkuian, PPAT waiib menyampaikan skia yang dibuatnya berikut dokumen-
dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertapahan Kabupaten/Kota untuk
didaftar

Proses pencatatan peralihan hak atas tanah berlangsung dengan dibuatnya
akta PPAT sebagal bukti tetjadinya peralihan hak atas tanah dari pemegang hak
atas tanah vang lama kepada pemegang hak atas tanah yang baru, kemudian
berdasarkan akta yaug dibuat dihadapan PPAT terschuf dilakakan pencatatan guna
didafiarkan adanya peralihan hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan vang wilayah
tugasnya melipnti letak dimana fanah yang menjadi objek peralihan hak atas tanah
berada. Pemegang hak atas tansh yang baru menyimpan bukti perclehan hak atas
tanah dalam sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang dipegangnya, dimana
dalam sertipikat tanda bukti hal atas fanah dicantumkan nama pemegang hak atas

€ Salint HL.M.T Sinags, op.cit, him 28,

5 Indonesia (d), op.cit,, Ps. 40 ayat (1),
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tanah yang baru, nomor, tanggal, serta nama PPAT dihadapan siapa telah
dilangsungkan penandatanganan akta peralihan hak atas tanah,

2.1.4 Rumah Susun/Apartemen

2.1.4,1 Pengertian dan Landasan Hukum

Kebutuhan zkan perumahan dewasa inf dirasakan semakin
meningkat terutama disebabkan karena pesatnya jumlah pertumbuban
penduduk vang sayangnya tidak seimbang dengan persediaan tanah yang
semakin terbatas. Oleh karenz ity penggunaan fanah harus seselektif
mungkin terutama didaerah-dacrah yang bempendudok padat seperti di
kota-kota besar, Pembanguoan rumab susun atau vang sekavang lebih
dikenal dengan sebutan apartemen, merupakan salah satu alternatif
pemecahan masalab kebutuhan perumshan dan pemukiman, karena
pembangunan rumah susun dapat mengurang: penggunaan fanah, membuat
roang-ruang kota lebih luas dan dapat digunakean scbagai salah sat cara
untuk peremajaan kota bagi daerah kumuh, Untuk peremajaan kota
tersebut, telah dicanangkan dalam Fastruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990

tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang Berada di Atas Tanah

Negara. Sehingga sebagat tindak lanjut dan Instruksi Presiden terschut,
dikelvarkan Surat Edaran Nomor G4/SE/M7171993 tanggal 7 Januari 1993
kepada para Gubemnur KDH.Tk.I dan Bupati/Walikotarnadya KDH. Tk.XI
untuk melaksanakan pedoman uroum penanganan terpadu perumahan dan
pemukiman kumuh, yang anfara lain dilskukan dengan peremajaan dan
pembangunan rumsh susun.®

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi
pembangunan perumahan dan pemukiman, serta meningkatkan efektifitas

* Sahat B.M.T Sinaga, op.cit, Hm.33.

% Atie 8. Hutagalung (a), op. i, him.3,
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dalam penggunaan tanah terutama pada lingkungan/daerah yang padat
penduduknys, maka perlu dilakukan penataan atas tansh schingga
pemanfaatan dari tasah betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat
banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka mulai terpikirkan untuk
melakukan pembangunan suatu bangunan yang digunakan untuk hunian
untuk kemudian atas bangunan dimaksud dapat digunakan secara bersama-
sama dengan masyarakat lainnya, sehingga terbentuklah adanyz rumah
susun. Konsep pembangunan yang dilakukan atas rumah susan yaitu
dengan bangunan bertingkat yang dapat dihuni bersama, dimana satuan-
satuan dari unit dalam bangunan dimeksud dapat dimilki secara terpisah
yang dibangun baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Landasan hukum dari pembangunan rumah suosun adaiah dengan
adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Rumah Susun,
atau yang sening disebut fuga UURS, vang telzh diztur Jebih lanjut dalam

Peraturan Pepterintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumeh Susun yang -

telah divndanghkan pada tangpal 26 April 1988. RS telah memberikan
landasan hukum bagi penyelenggaraan pembangunan rumsh sogun éi
Indonesia, serta adanys tiga Peraturan Menterd Dalam Negen yaitu ;

1. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang
Pendafieran Hak-Hek Atas Tanch Kepunyaan Bersama Dan
Pemtilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada D atasnya Serta
Penerbitan Sertipikamya;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1977 tentarg
penyelenggaraan Tata Usaka Pendafiaran Tanah Mengenai Hak
Atas Tanah Yang Dipunyai Bersama Dan Pemilikan Bagian-
Bagian Bangunan Yang Ade Di atasnya dan

3. Peraturan Memeri Dalam Negeri Nomor 10 Takun 1983 tentang
Ture Cara Permohonan Dan  Pemberian Izin  Fenerbitan

Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertad
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Dengan  Pemilikun  Secare Terpiszah Bagian-Bagion Pada
Bangunan Bertingkat.

Peraturan-peraturan Menteri Dalam Neged tersebut telah memberikan

landasan hukum sntuk dapat memiliki secara individu atas bagian-bagian

dari bangunan di atas tanah yang dimiliki barsama sebelum diterbitkannya
VURS.® Setelah diterbitkannys UURS, berbagai hal telah memperoleh
pengaturan lebih lanjut, di antaranya dalam :%

1.

Perasuran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun
1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serfa Pendaftaran
Akta Pemisakan Rumak Susun;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun

1989 tentang Bemiuk dan Tata Cara Pembuatan Buke Tanah

" Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Sutuan Rumah Susun;

Khusus untuk Daerah Khusus Tbukota Jakarta : Peraturan
Daerah Khusus hukota Jakaric Nomor I Tehun 1991 tentang
Rumah Susun di Daerah Khusus Thukote Jakarta;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumak Susun;
Feraturan Mentert Pekerjocn Umum Nomor G66/PRI/I992
tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumoh Susun;

Surat Keputusan Menteri Negara Perumualion Rakyat tanggal 17
Nopember 1994 Nomor 1I/KPIS/I994 tentang Pedoman
Perihatan Jual Beli Sutuan Rumah Susun;

. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor

Q6/KPTS/BKPUN/IF9S tanggal 26 Juni 1996 tentang Pedoman

# «Artikel Rumah Susun,” <himlwww grtaroparty com/news™, 26 Oktober 2008,

¥ Aric 8, Hufagaling (2), op.cit., him§,
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Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumagh Tangga Perhimpunar Penghuni Rumah Susun.

Peraturan-peraturan tersebut dibuat sebagat tidak lanjut dari
dikeluarkannys UURS yang mengatur tentang rumah susun, Definisi atan
pengertian Rumah Susun menurut pasal 1 ayat (1) UURS berbunyi schagai
berikut :

“Rumah Susun” adalah bangonan gedung bertingkal yang
dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam baglan-
bagian vang distrukturkan secara fungsional dalam  amah
horizontal maupun vertikal dan mermipakan satuan-satuan yang
masing-masinng dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah,
terutama natuk tempat bunian, yang dilengkapi dengan bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama

Bagian dari sistern rumah susun yang utamia bagi pemiliknys adalah
Satuan Rumah Susun. Sedangkan pengertian “Satuan Rumah Susun®™
mepurut pasal | ayat (2) UURS, mengatakan bahwa “Satuan Rumah Susun
adalah rumah susun yang tajuan peruntukan utamanya digunekan secara
terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunysi sarana penghubung ke
jalan unmm.”™® Karena dapat digonakan secara terpisah, maka syarat dari
pada bagian rumah susun vang skan menjadi satuan romah susua harus
mempunyai sarana ke jalan umum agar mudah wntuk dijangkau, sehingga
pemiliknya depat leluass menggunakannya secara individual tanpa

menggangu orang lain.”®

** Indonesia (1), op.oit, Bs.1 ayat (1),
7 ndonesia (a), i, Pa.1 ayat {2).

"% Arie S. Hutagalung {a), op. ¢if, hlm. 13,
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2.1.4.2 Sistem Kepemilikan Individual

Rumah susun dalam hekum Indonesia dewasa imi merupakan
rumah yang dibentuk dengan sistem condominium, dimana dengan sistem
ini terdapat pemilikan individual atas satuan rumah susun yang merupakan
hak penghuni. Condominium menurut arti kata berasal darl bahasa latin
yang terdiri dari dua keta yaitu “con” berarti bersama-sama dan
“"dominiwm” vang Dberati pemilikan. Dalam  perkembangannya
condominium mempunyal arti sebagal suatu pemilikan bangunan yang
terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing merupakan suatu kesatuan
yang dapat digunakan dan dihuni secara terpisah, serfa dimiliki secara
individual berikut bagian-bagian lain dari bangunan it dan tanah mana
bangunan it berdiri yvang karena fungsinnya digunakan bersama, dimiliki
secara bersama-sama oleh pemilik bagian yang dimiliki secara individual
tersebut di atas.”’ Sistem bangunan/gedung bertingkat yang ruang-
ruangnya dapat dipakal secara individual sudah lama dikenal - dan--
dilaksanakan diberbagai kota-kota besar di Indonesia, dimana pemegang
bak atas tanah tersebut adalah sekaligus merupakan pemilik gedung
Awalnya banyalah ada hubungan sewa menyewa antara pemilik tanah dan

sekaligus pemilik bangunan depgan para pemakai dari ruang-ruang dalam
bangunan/gedung bertingkat tersebut. Dengan adanys UURS telah
memperkenalkan untuk  kemudian  menjalankan  adanya lembaga
kepemilikan baru sebagai hak kebendaan yaiu adanya Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun.’® Jadi hak pemilikan atas satuan rumah susun ity
disebut Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau disingkat HMSRS, yang
bersifat perorangan dan terpisah. Selain pemilikan atss satuan rumah susun
tertentuy, HMSRS yang bersangkutan meliputi juga hak pemilikan bersama

" Arie 8. Hutagalung (), Bid, him.3.

2 6 4 rtike! Rumah Suswn,” foc.cir.
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atas apa yang di atas disebut “bagian bersama”, “tanah bersama” dan

“hepda bersama’”. Scmuanya merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan pemilikan satuan rumah susun yang bersangkutan.”

Konsep dasar yang melandasi HMSRS adalah berpangkal dari

teori tentang kepemilikan atas suatu benda, bahwa benda/bangunan dapat

dimiliki oleh seseorang, dua orang atau bahkan lebih, vang dikenal dengan

igtilab  kepemilikan bersama. Pemilikan bersama alas  suatu

benda/bangunan pada intinya dikenal adanya 2 (dua) macam kepemilikan

yaitu kepemilikan bersama yang terikat dan kepemilikan bersama yang

bebas, Pemilikan bersama yang terikat yaitu adanys ikaten bukum yang

terlebiht dahulu ada di antara para pemilik benda bersama, misalnya

pemilikan bersama yang terdapat pads harta perkawipan. Para pemilik
" bersama tidak dapat secara bebas melakukan pemindahan hakmya kepada

orang lain tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya, atav selama suami

dan isteri masih dalam tkatan perkawinan fidak memungkinkan untuk - S

melakukan pembagian ataupun perisahan barta perkawinan (kecuali o
adanya pepanjian kawin). Sedangkan pemilikan bersama yang bebas, ]
dimaksudkan bahwa sefiap para pemilik bersama tidak terdapat ikatan
hukumn terlebih dahuly, selamn dari hak bersama menjadi pemilik dari suatu
benda. Sehingga dalam hal inl -adanya kehendak secara bersama-sama
unfuk menjadi pemilik atas suatu benda yang untuk digunakan secara
bersama-sama. Bentuk kepemilikan bebas inilah vang discbui dan dikenal
dengan kondominium.”™ Sesuai dengan konsep tersebut, maka UURS telah
mergmuskan jenis pemilikan perorangan dan pemilikan bersama dalam
suatu kesatuan jenis pemilikan yang bamm yang discbut dengan Hak Milik
Atag Satuan Rumah Susun (HMSRS), yang pengertiannya adalah hak

* Boedi Harsono (8}, op.cit., hlm,349.

M v Artikel Rumiah Susun,” foc.cif.
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pemillkan perseorangan atas saluan (unit) rumah susun, meliputi hak
bersama atas bagian bersama yaitu bagian-bagian dari rumah susun yang
dimiliki bersama secara tidak terpisah oleh semua pemilik satuan rumah
gusun dan diperuniukan pemakaian bersama (seperti 1}, tangga, lorong,
pondasi, atap bangunan, ruang uniuk uvmum dan lain-lainnya), tanah
bersama yaitu sehidang tansh tertent di atas mana bangunan rumah susun
yang bersangkutan berdiri, yang suadah pasti status hak, batas-batas dan
luasnys nmamun tanah terscbut bukan milik para pemilik satuan ramah
susun yang ada <i lantai daser, melainkan, seperii halnya bagian bersama,
juga merupakan hak bersama semua pemilik satuan rumah susun dalam
bangupan rumah susun yang bersangkutsn, serta benda bersama yaito
benda-benda dan bangunan-bangunan yang bukan merupakan bagian dari
bangonan gedung rumsh susun yaﬁg bersangkutan, tetapi berada di atas
tanzh bersama dan diperuntukan bagi pemaksian bersamas  {seperti
bangunan tempat ibadah, lapangan parkir, olahraga; pertamanan, tempat
bermain anak-anak, dan lain-lainnya).”

Besarmyz hak atas “bagian bersama”, “tandh bersama”, dan
“benda bersama” tersebut, masing-masing didasarkan atas Inag atau nila
satugn rumab susun yang bersangicutan, pada waktu dipercleh pemiliknya
untuk pertama kali, yaitu yang disebut Nilai Perbandingan Proporsional
{I\TPF‘}"?ls yaitu angka yang menunjukan perbandingan antara satuan rumah
susun terhadap hak atas bagian bersame, benda bersama dan tanah

bersama, yang dihitung berdasarkan luas atau nilal satuan rumah suson,

*Boedi Harsono {a), op.cit., him,330.

"Boedi Harsons (a), /bid, him 351,
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yang bersangkutan terhadap jumlah lvas bangunan atau nilai rumah

2143 Tujuan Pembangunan Rumah Susun

Pembangunan  rumeh susup  berfujuan  untuk  memenuhi

kebutuhan perumahan bagi rakyat dan meningkatkan daya guna dan hasil
guna tanah didaerah yang berpenduduk padat dan luas tanahnya terbatas.
Arah kebijaksanean rwmah susun di Indonesia tercantum dalam UURS
yang berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu ; **

I. Konsep tata yuanz dan pembangunan perkotsen, dengan

mendayagunzkan tanal secara optimal dan  mewujudkan
pemukiman dengan kepadatan tinggi.

. Konsep pengembangan hukwm, denngan menciptakan hak

kebendaan baru yaitu satuan rumah susun yang dapat dimiliki

secara perseorangan dengan pemilikan bersama ratas benda, -

bagian dan fansh dan menciptakan badan hukum baru yaitu
Perhimpunan Penghuni, vang dengan anggaran dasar dan
anggaran rumsh tangganys dapat bertindak keluar dan kedalam
atas nama pemilik satuan rumab susun, berwenang mewujudkan

ketertiban dan ketersteraman dalam kehidupan di rumah susun.

. Konsep pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha, dengan

dimungkinkannnya kredit konstruksi dengan pembebanan hipotik
{sekarang Hak Tanggungan) atas tanah.

¥ “Kapita Selelda Hukum Kenotariaten UNUD Bagian 1, <hitp//notariat-unud.org/2008>, 19

Agustns 20068,

® Arie 8. Hutagalong (), op.cif, him.19,
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Dengan melihat tiga arah kebijakan tersebut di atas, maka dapat

dirsmuskan bahwa fujuan pembangunan rumah susun adalah sebagal

berikut 7

1.

Untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dalam
lingkungan yang sehat;

Untuk mewujudkan pemukiman yang serasi, selaras dan
seimbang;

Untuk meremajakan daerab-daerah kumulh;

4. Untuk mengoptimaikan sumber daya tanah perkoiaan;

5. Untuk mendorong pemukiman yang berkepadatan penduduk.

Sedangkan tujuan psmbangunan rumah susun scbagaimana yang

tercantum dan dirumusken dalem pasal 3 ayat (13 dan ayat (2} Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (JJURS) adalah
sebagai berikut :%

I

Memenuhit kebutuban perumahan vang layak bagi rskyat,
terutama golongan masyarakat vang berpenghasilan rendah, yang
menjarmin kepastian  hukum  dalam  pemanfaatannya, dan
meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah didaerah perkotaan
dengan memperhatikan  kelestarian sumber daya alam dan
menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi dan
seimbang.

Memenuhi kebufuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna
bagl kehrdupan masyarakat, dengan tetap mengutamakan
ketentuan ayat {1}.

™ Atie 8, Hutagalung (a), /547, him.20,

¥ Indonesia (8), op.cit, PBs.3.
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2.1.4.4 Penyelenpgars Pembangunan Rumah Susun

Penyelenggara pembangunan rumsh susun di  Indonesia
sebagaimana diatur dalam UURS, discbutkan bahwa pembangunan rumah
susun dapat diselenggarakan oleh :*

1. Badan usaha Milik Negare atau Daerah (RUMNBUMD};

2. Koperasi;

3. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak dalam bidang
pembangunan perumahan;

4. Swadayz Masyarakat.

Bagi Badan Usaha Millk Swasta (BUMS) vang
menyelenggarakan pembangunan rumah susun, harus merupakan badan
hukum Indonesia, vang bermodal murni nasional atau merupakan usaha
patungan dengan mesd;zi asing, sesuai ketontvan mengenai penanaman
modal asirzg»az Penyelenggara pembangunan rimah susen hares memenubi
syarat sebagai subiek hak atss tanah (i -atas mans rumeh susun yang
bersangkutar di banpun. Karena selain akan menjadi pemilik bangunan
gedung vang dibangunnya, 12 sejak sebelum rumah susun tersebut
dibangun harus sudah menjadi pemegang hsk atas tanah  yang
bersangkutan.

Perkembangan kebutuhan akan perumahan dan pemukiman bag
masyarakat Indonesia, khosusnya di daergh perkotaan bergamaan dengan
berkembangnya banyak pembangunan-pembangunan  rumzh  susun.
Sehingga kondisi yang demikian, merangsang banyak ¢rang atau
pengusaha untuk menjadi pengembang dengan menjalankan usaha sebagal
badan usaha pengembang rumah susun dan badan usaha pengembang
rurnak susun yang terbanyak adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

™ Indonesia {a), thid., Ps.3 ayat (23,

* Boudi Harsono {8}, op.cit, him. 355,
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yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dalam bentuk
badan hukum perseroan terbatas (PT) atau yang sering di kenal dengan
sebutan developer yang tentunyz telah memenuhi syarat sebagai subjek
hak atas tamah di atas mana rumah susun vang bersangkutan akan
dibangun.

2.14.5 Tanah wuntuk Pembanpgunan Rumah Susun dan Cara
Perolehannya
Mengenai tanab unfuk pembangunan rumah susun telah diatur
dalam Pasal 7 UURS yang menetapkan bahwa rumah susun hanya dapat
dibangun diatas tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai atas tanah Negara atan Hak Pengelolaan. Hak Pengelciaan
Tanzh itu sendiri mengandung pengertian bahwa Hak Pengelolaan tanah
adalah hak vang berisikan wewenang untuk :
1. Merencanskan peruntizkan dan pengeunaan tanah;
2. Menggunakan tansh untuk keperiuan pelaksanaan usaha sendiri;
3. Menyerahkan bagian-bagian tanah iu kepada pihak kefiga
menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah yang
memegang  hak fu  yang meliputt  segi-segl  peruntukan,
penggunaan, jangka wakin dan keunangannya dengan kelentuan
bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga vang
bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang,
Hak DPengelolaan atas tanah Negara diberikan kepada perusahaan
pembangunan perumghan  vang seluruh  modalnys  berasal dan
Pemerintah/Pemerintah Daerah, Penyelenggara pembangunan rumah susun
atau developer yang hendak membangun rumah susun harus memenuhi
syarat sebagai subjek halc-hak atas tanah tersebut di atas. Lazimnya
developer yang bentuknya adalah badan hukum perserogn terbatag (PT),
dapat memperoleh tanah dengan status Hak Guna Bangunan stan Hak
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Pakai yang tclah ditentukan oleh UUPA baik itu mengenai peruntukannya
untuk membangen suatu bangunan (dalam hal ini bangunan rumah susun)
dan yang dimungkinkan untuk dimiliki oleh suatu badan bukum vang
didirikan menorut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
Khusus bagi developer pembangunan rumsh susun yang membangun
rurnah susun diatas tanah Hak Pengelolaan, ada kewaiiban untok
menyelesaikan febih dahulu pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan tersebut, sebelum diperbolehkan
menfual satuan-satuan rumsh susun yang bersangkutan, Tanzh dengan Hak
(Guna Bangunan paling tepat untuk pembangunan rumah susun, karena :%

1. Hak Guna Bangunan berjangka waktu relatif lama;

2. Hak Guna Bangunan adalah hek yang kuat dan dapat digunakan
scbagal agunan berupa hipot;k (sekarang Hak Tanggungan} vang
merupakan bak agunan paling aman;

3. Dapal dipunyai olch Warga Negara Indonesia dan badan-badan
hukum yang didivikan menurat  hukum  Indonesiz  dan
berkedudukan & Indonesia, baikk yang bermodal nasional,
bermodal campuran maupun yang bermodal asing.

Secara uwmum, talz cara memperoleh tanalh baik untuk
kepentingan umum, vsaha maupun pribadi tergantung pada hal-hal sebagai
berikut 24

1. Status tanah yang diperlukan;

2, Status hukum pihak yang memerlnkan, peruntukan penggunaan
tanal: yang diperlukar;

3. Ada atau tidaknya kesediaan pemilik tanzh untuk menyerahkan
tangahnya,

* Arie S. Hutagalung {2}, op. ¢it., Alm.22.

¥ Arie S. Hutagalung {a), fivd., him,24.
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Tanah yang tersedia dapat berstatus

. fanah Negara vaitu tanah yang masih langsung dikuasai oleh
Negara,

2. tanah ulayat masyarakat hukum adat;

3. tansh hak yaity tanab yang sudah dihaki dengan salah saiu hak
yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai
atau hak pengelolaan,

Berdasarkan apa yang {elah disebut diatas, maka untuk memperoleh tanah
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ;%

1. Apabila tanah yang diperlukan berstatus tanah Negara, perolehan
haknya melziui proses permobonan hak dan pemberian hak atas
tanah oleh pemerintah,

2. Apabila tanah vang diperlukan berstatus tanah ulayst, maka
caranya adalah meminta kesediaan penguasa masyarakat hukem
adat yang bersangkutan untuk melepaskan hak ulayatnys, dengan R
memberikan ganti rugi terhadep tamaman rakyst yang ade di 00
atastiya.

3. Apabila tanah yang bersangkutan berstatus tanah hak, maka cara
yang digunakan fergantung pada ada atau tidak adanya kesediaan
yang empunya {anabh untuk menyerahkan kepada yang
memertukan dengan kemungkinan :

a. Apabila ada kesedigan wntuk menyershkannya dengan
sukarela, maka ditempuh melatul acara permindahan hak,
misainya jual bel, hukar menukar atau hibah, yaitu jika vang
meimerlukan tanah telah memenuhi svarat sebagai subjek hak
atas tanah yang dipindahkan itu, atau dengan acara

pembebasan tanah, yang dilkuii dengan permohonan hak bara

5 Arie 8. Hutagainng (2}, 74#d., o245
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yang sesuai, yaitu jika pihak vang memerjukan tanah tidak
memenuhi  syarat scbagai subjek hak atas fanah yang
bersangkutan,
b. Jika tidak ada kesediaan untuk menyerahkannya dengan
sukarela, apabila syarat-syaratnya dipenuhi, maka dapat
ditempuh melalui acara pencabutan hak untuk kepentingan
wnum sebagai cara pengambilan tanah secara paksa oleh
Pemerintah/Penguasa.
Tata cara penyediaan dan pemberian hak atas tanah uniuk
keperluan perusshaan pembangunan diatur febin lanjut dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1887, Peraturan tersebut mengatur
penyediaan dan perolehan tanab untuk pembangunan perumahan pada
umumnya, bukan khusus untuk pembanguman rumah susun,*® namun
peraturan ini dapat juga diterapkan pada pembangunan rumah sosun.
Secara garis besar, pihak develgper pembangunan rumsh susun harus
mengajukan penmohonan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan
izin lokasi yang dipilihmya bagi pembangunan rumsh susun yang
direncanakannya di atas tanah seluas yang diperiukan. Jika permohonan
tersebut disetujui oleh pemerimtah daerzh yang bersangkutan, maka
developer yang bersangkutan sckaligus juga diberi izin untuk mengadakan
kegiatan memperoleh fanah yang diperlukan. Biasanva tanah vang
diperlukcan sudah ada yang memiliki, sehingga cara untuk memperolehnya
dapat melalol musyawarah dengan pemilik tanabmya dalam bentuk jual
beli atau dengan cara pembebasan tanzh.Y
Dalam passl 2 Peragiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 1998 tentang Rumah Suswn, mengenai iokasi vang dipilih oleh

% Avie S. Hutagalung (a), 7644, Wlm 28,

¥ Arie 8. Hutagalung (8), ibid,, him 25,
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Penyelenggara pembangunan rumah susun (developer; diberikan rujukan
mengenai beberapa hal vang harus diperhatikan dalam membangun rumzh
susun, yaitu **

1. Rumah susun harus dibangun di lokasi vang sesuai dengan
peruntukan dan keserasian lingkungan dengan memperhatikan
tata ruang dan tata guna tanah yang ada.

2. Rumah susun harus di bangun pada lokasi yang memungkinkan
herfungsinya dengen baik salwran-saloran pembuangan dalam
lingkungan ke sistern jaringan pembuangan air hujan dan jaringan
air limbah kota.

3. lpkasi rumah susun harus mudah dicapai angkutan vang
diperlukan.

4. lokasi rumah susun harus dijangkau oleh pelayanan jaringan air
bersih dan listrik,

5. Dalam hal lokasi rumah susun belwm dapat dijangkau olch
pelayanan  jaringan air bersih dan  listrik, penyelenggara
pembangunan wajib menyediakan secars tersendiri sarana 2ir
bersih dan listrik sesuai dengan tingkat keperiuannya,

Jadi, periama-tama perusabaan  pembangunan  perumahan
{developer) yang ingin mempercleh tanah uotuk keperluan perusahaan
terlebih dahulu harus mempunyai izin lokasi. Namun sebelum mengajukan
permehonan izin lokasi, perusahasn yang bersangkutan terlebib dahulu
harus mempunyvai Surat Persetuinan Prinsip Pembebasan Lokasi dari
BXPM (PMDN) atau persetujuan danl Presiden (PMA), atau Persctujuan
Prmsip dari Departemien Teknis (non PMA/PMDN) yang bersangkutan.
Tetapi Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis, dapat digantikan

® Indonesia (e}, Peraturan Pemerintah Republik indonesia tentang Rumah Susun, PP No.4 tshun
19BE LN No.7 (shun 1988, TLN No. 3372, Ps.22,
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dengan rekomendasi BupatifWalikotamadya KD sepaniang Departemen
Teknis belum mcngattzmyaﬁg

Setelah diperolehnya Surat Persetujuan Prinsip, Badan Uszha
yang bersangkutan mengajukan permobonan Izin Lokasi vang kelak akan
diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat 1T (di DKI Jakarta berlaku ketentuan khusus), Untuk fata cara
pengajuan permohonan izin lokasi, harus sesuat dengan yang sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menieri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertunahan Nasional Nomor 22 tahun 19932

Setelah mendapatkan izin fokasi vyang diperluksn, maka
perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan pemindahan hak atas
tanah yang tata caranya teleh diatur dalam PP No.J0 Takun 1961 tentang
Pendaftaran Tenah yang telah disempurnakan dengan PP No.24 Tahun
1897 tentang Pendaftaran Tanah yakmi alas dasar persetujuan bersama
antara pemilik tanah dan pihak vang memerlukannya, perbuatan hukumnya
dilakukan dihadapan PPAT untuk kermudian dideftarkan di Kantor
Pertanahan Kabupaten/RKotamadya selempat, dan yang dalam hal ini pihak
yang memerlukan harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) hak
atas tanah vang berpindah kepadanya. Jika tidak memenuhi syarat sebagal
pemegang hak, maka baros digunakan acara pembebasan  tanah.
Pembebasan tanzh oleh pihak swasta pada asasnyz harus dilakukan anfara
pihak-pihak vang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak
swasta tersebut dengan cara musyawarah vang pelaksanzannya
pembebasan tanahnya harus di awasi oleh Pemerintah Daerah vang
bersangkutan.®

 Arie S, Hutagalung (8}, op. oft, him.3C.
* Arie 5. Hutagalung (a), bid.

* Arte S Hutagalang {a), #5id., him.33.
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Persyaratan Pembangunan Rumah Susun

Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis

dan administrarif sebagaimana diatur dalam pasal 6 UURS juncto PP No.4
Tahun 1988 temtang Rumah Susun. Dalam penjelasan pasal 6 UURS,

persyaratan teknis antaca lain mengatur mengenat ¢

1.

A L G

reang;

struktur, komponen dan bahan bangunan;

kelengkapan rumah susunm;

satuan rnimah susun;

bagian dan benda bersama;

kepadatan dan tata letak bangunan;

prasarana dan fasilitas lingkungan,

Dalam Pasal 29 PP No.4 Tohun 1988 tentang Rumah Susuz,

ditetapkan bahwa ketentuan-ketentuan teknis tersebut diatur lebih lanjus

oleh Menteri Pekerjaan Umum.” Sedangkan persyaratan administratif

yang dimalksud yaitu

1.

izin lokasi (SP3L & BIPPT};

2. zdvice planning;
4
4
5

izin mendirikan bangunan;

. izig layak huni;
. sertipikat {anahnya,

Berdagsarkan persyaratan adroinistratif fersebut, maka pertama-

tama izin yang diperiuken adalah izin mendirikan bangonan (IMB) yang

dikelnarkan oleh Pemerintah Daerah. Pada permohonan untuk mengajukan

IMB, syarat-syarat yang harus dicanfumkan sesuai dengan yang diatur
dalam pasal 30 PP No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun yakni :*

® Arie S. Hutagalung {8}, 7bid.,, him.35.

* Indonesia (e}, ap. cit, P2.30,
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sertipikat hak atas tanah;
fatwa peruntukan tanah,

rencana tapak, yaitu rencana tata letak bangunan;

N

gambar rencana arsitektur yang memual denah dan potongan
berseria pertelaannys, yang menunjukan dengan jelas batasan
gecara vertikal dan horizontal dan satuan rumah susun;

5. gambar rencana struktue besertz perhitungannya;

6. gambar rencana yang menunjukan dengan jelas bagian bersama,

benda bersama, dan tanah bersama;

7. gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya.
Persvaratan administratif dalam peombangunsn rumah susun  harus
berdasarkan pada perizinan vang diberikan oleh Pemerintah, meliputi
perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan {developer)
yang menvelenggarakan pembangunan rumah susen yakni berupa skta
pendirian perusahaan yang felah mendapat pengesshan dan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari pejabat yang
berwenang bagi badan hukum lainnya, izin lokasi, izin layak huni, serta
sertipikat tanahnya,

2.1.4.7 Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuwan Rumah

Susun (HMSRS)

UURS dan PP No4 Tahun 1988 temiang Rumah Susun telah
menctapkan bahwa sertipikat Hak Milik Atas Satvan Rumsh Susun
(HMSRS) sebagai alat pembuktian yang kuat, merupakan satu produk dari
suatn rangkaian proses perizinan pada sistern rumah sosun, yang
disedizkan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian hak
bagi pemilikan satuan rumah suson. Sebaga: salah satn produk dan suatu
rangkaian, maka produk tersebut sangat tergantung pada produk-produk
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perizinan yang dihasilkan sebelumnya ™ sebagaimana diatur dalam PP

No.4 Tahur 1988 tentang Rumah Susun, maka rangkaian perizinan yang

akhimya sampai pada sertifikasi rumah susun :*

1. Pencadangan Tanah/Izin Lokasi,
Pencadangan tanah harus  diminta  oleh  penyelenggara
pembangunan (developer) kepada Pemerintah Daerah untuk
mendapatkan izin lokasi yang dipilihnya untuk pembangunan
rumah susun yvang direncanakan i atas fanah seluas yang
diperlukan. Izin lokasi tersebut berlalow satu tahun dan dapat
diperpanjang lagi.

2. Pembebasan Tanah/Perolchan Tanah Bersama,
Bila izin lokasi yang dimohonkan telah disetujui oleh Pemerintah
Daerah, maka selanjuinya dilakukan kegiatan untuk memperoleh
tanah/lokasi yang bersanghkutan. Permohonan hak atas tansh dan
sertipikat Hak Pengelolaan/Hak Guna Bangunan dilakukan oleh
penyelenggara pembangunan {developer), apabila penyelenggara
pembenginl (R (il Mncmenuhi WP wihk 00
memperaich  tanah  yang  bersangkutan, yang kemudian
mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat Hak Guna
Bangunan atas nama developer.

3. Pemmohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
Penyelenggara  pembangunan  (developer) belum  dapat
membangun rumah susunnys sebelum mempercich IMB dari
Pemerintah Dacrah sefempat, yvang sebelumnya didahuini dengan
merencanegkan  secara  terperinel  yakei  menentukan  dan

memisahkan masing-masing satuan yumah susun serta nilai

% Arie S, Hutagsiung a), op. ¢it., him 4G,

% Arie S, Hutagslong (a), Jbid, bim41-50.

Universitas indonesla

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



52

perbandingan proporsionainya, rencana tapak beserta denah serta
potongannya, batas pemilikan bagian bersama, benda bersama
dan tanah bersama.

. Pengesahan Pertelaan,

Periclaan menunjukan batas vang jelas dari masing-masing
satuan rumah susun, bagian, benda dan tansh bersama serta nilal
perbandingan proporsionalnya yang dibuat  sendin  oleh
penyelenggara pembangunan  {developer) dan  kemudian
dimohonkan pengesahannya kepada Pemerintah Daersh Tingkat
1T kecuali di DKI Jakarta diajpkan kepade Gubernur melslni
Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. Apabila Pertclaan
Pemisahannya felab disabkan oleh yang berwenang, maka
penyelenggara pembaugunan  dapat  segera  melaksanakan
kegiatan pembangunammya. Dard pertelazn tergebut akan muncul
satuan-satuan rumah susun yang ferpisah secara bukum melalui
proses pembuatan Akta Pemisaban,

Setelah  menyelesailkan  pembangonannya, penyelenggara
pembangunan waiib untuk mengajukan lzin Layak Huni, apabila
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan beopar-benar terbukti
bahwa pelaksansan pembangunan rumah susun dard  segi
arsitektor, konstruksi, instalasi serta perlengkapan lainnya telah
sesual dengan ketentvan dan persyaratan yang dimuat dalam
IMB, hal ini dikarenakan bahwa sistem ramah susun memerlukan
persyaratan  khusus  dalam  masalah  kesclamatan para
penghuninya.

. Pengesahan Akta Pemisahan Rumab Susun memjadi Satvan-

Satuan Rumah Susun dan Pendaftarannya,
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Penyelenggara pembangunan wajib memisahkan rumah susun
atas saluan-satuan rumazh susun dan yang melipuli bagian
bersama, bendz bersama dan fenah bersama dengan perielaan
yang jelas, yang dilakukan dalam suatu bentnk akta sebagaimana
hal tersebut ditentukan dalam pasal 7 ayat (3) UURS. Akta
Pemisahan tersebut  dibuat sendiri  oleh penyelenggara
pembangunan vang kemudian disatikan oleh Pemerintali Daerah
Tingkat II, kecuali DKI Jakarta oleh Gubernur melalui Kakanwil
BPN DXI Jskarta, dengan melampirkan Akta Pemisahan dan
Pengesahan Periglaan yang telah disahkan. Apabila Alta
Pemigahan tersebut telah disahkan, maka selanjutnya didaftarkan
padz Kantor Pertanahan setempat. Akia Pemisahan terschut
nerupakan dasar bagi penerbitan Sertipikat HIMSRS vang lahir
atau terjadi sejak didaflarkannya Alta Pemisahan pada Kantor
Pertanahan setempat dan dibuatkan Buku Tanah untuk tiap zatuan
rumah susun yang bersangkutan,

7. Setelah Akta Pemigaban didaftarkan dan dibuatkan Buku Tanah
HMSRS, oleh Kantor Pertanahan diterbitkan sertipikat HMSRS
sesnai dengan jumlah satuan mumah susun, yang kesemuanya
masih alas nema penyelenggars pembangunan (developer).
Sertipikat FIMSRS tersebut terdiri dari :

4. Salinan Buku Tanah HMSRS;
b. Salinan Surat Ukur/Gambar Situast Tanah Bersama;
¢, Gambar Denah Satuan Rumah Susun yang dengan jelss

menunjukan tingkat rumah susun dan lokasi rumah susun,

* Indoncsia (e}, op. ¢ir., Ps.39 ayat (5).
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2.1.48 Pemindahan HMSRS (Jual Beli dan Pendaftarannya,

Untuk dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain yang
berniinat, wmaka penyelenggars pembangunan {developer) dapat
melaksanakan jual beli yang dilskukan pemindahan haknya dengan akia
PPAT dan agar perbuatan hukum pemindahan hak tersebut mengikat
kepada pihak ketiga serts untuk memenuhi asas publisitas, maka akta
PPAT tersebut wajib didaflarkan pada Kantor Pertanahan sctempat dan
dilakukan pencatatan peralihan haknya dalam Buku Tanab dan sertipikat,
yang kemudian dilaksanakan perubshan nama pemegang haknya dari
penyelenggara pembangunan kepada pemilik yang baru.”

2.1.49 Hak Dan Kemudahan Bagl Penyelenggara Pembangunan Rumah
Susun Serta Tata Cara Perjualan Dan Pembelian Satuan Rumah
Susun

Penyelenggara pembangunan rumah susun berhak untuk menjual -

tiap-tiap satuan rumah susun yang merupakan bagian dari rumah susan
vang dibangunnya secara individual, berikut hak bersama, benda bersama
dan tanah bersama, sesuai dengan nilai perbandingen proporsionalnya
masing-rasing. Penjualan hanva dapat dapat dilakukan kepada perorangan
dan badan-badan hukum yang memnuhi syarat sebagai penegang hak atas
tanshnya. Selain itu penyelenggara pembangunan ramah susun juga berhak
untuk menyewakan satwan-satuan rumah susun tersebut kepada pihak-
 pibak  vyang memerlukannya. Selain  hak-hak  tersebut di  atas,
penyelenggara pembangunan rumah susun jugs memperoleh kemudahan-
kemudahan dalam penyelenggaraan pembangunannya, misalnya masalah
pembiayaan, dimana dibuka kemungkinan bagi penyelenggara
pembangunan rumah susun untuk memperoleh kredit pembangunannya,

7 Azie 8. hutagalung {2}, op.cit, him.45.
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dimana yang dapat dijadikan sebagai jaminannya adalah tanah yang sudah
dipunyainya, juga bangunan gedung yang masih akan dibangunnya. Tanah
berikut bangunan tersebut dapat dibcbani Hak Tanggungan jikalau
tanahnya berstatus Hak Milik atau Flak Guna Bangunan. Hak Tanggungan,
pemberignnya dilakukan dengan akta PPAT sebagal pemenvhan syarat,
bahwa aktanya harus berbentuk akta otentik, sekaligus memuat keterangan
mengenal piutang dan jumlahnya yang dijamin, serta tansh yang mana
yang dijadikan jaminan. Pemenuhan syarat publisitasnya dilakukan dengan
pendaftaran Hak Tanggungan tersebut pada kantor pertanahan. Schagai
bukti adanya Hak Tanggungan yang dibebankan, maka diterbitkaniah
Sertpikat Hak Tanggungan yang terdiri dart salinan bulu tanah dan salinan
akta pembebanannys. Kenmmdahan laianya vang diberikan kepada
~ penyelenggara pembangunan rumah susun yekni dengan adanya royo
partial dan Hak Tangeunpsn yang membebani bangunan gedung rumah

susun  vang telah | selesal dibangunnya. Maksudnys bahwae dalam.

pemberian Hak Tanggungan tersebut dapat diperjanjikan, bahwa pelunasan
hutang vang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran, sestial dengan
tahap peninalan satuan-satman rumazh susun yang bersangkutan, yang
besamya sebanding dengan ailai satuan nunah susun yang tegual. Jadi
reya parfinl dalam hukom kita mempakan suatu lembaga hukum bary,
yang memungkinkan penyelesaian prakiis mengenai pentbayaran kentbali
secara bertahap kredit yang dignnakan untuk membangun rumah susun.”
Mengenai tata cara penjualan satuan rumah susun oleh
penyelenggaras pembangunan kepada orang-orang yang berminat untuk
membel satuan rumah susun yang dibangunmya, telah diatur dalam pasal
18 ayat {1} UURS, bahwa satuan rumah susun vang telah selesai dibangun
baru dapat diiual untuk dihuni setelah mendapat izin layak heni dar

® arie 8. Hutagalang {2}, op. oit., him. 3738,
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Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan selain itu semua satuan-satuan
rumah susun sudah harus bersertipikat (HMSRS), vang kemudian
pemindaban Hak Milik Atas Satuan Rumah Suson dart penyelenggara
pembangunan kepada para pembell dilakukan dengan akta PPAT dan akta
PPAT mana wajib didaflarkan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya setempat. Walaupun telah disyaratkan dalam pasal
18 ayat (1) UURS tersebut dan telah dengan jelas disehbutkan sanksi-
sanksinya bagi vang melangparya, namun dalam kenyataannya, sekarang
telah berkembang kebiasaan para developer-developer rummah susun yang
melakukan pemasaran untuk menfual satnan-satuan rumah susun yang
dibangunnya sebelum pembangunannys selesai dan babkan tidak jarang
terjadi pada saat masth direncanakan dan pematangan tangh.*®

Untuk mengantisipasi bal-hal tersebut, maka oleh Menteri Negara
Perumahan Rakyat dikelparkan Surar Kepuiusan Menteri Negara
Perumahan Rakvar Nomor LI/KFTS/I994 tentang Pedoman Perikatan
Jual Beli Sawman Rumoh Susun yang dikeluarkan pada tanggal 17
Nopember 1994, yang dalam Jlatar belakangnya adalsh  karena
periimbangan ekonomi, baik bagi penyelenggars pembangunan rumab
susun ftu sendirt guna memperlancar perolehan dana murah den kepastian
pasar dan untuk pembeli atau konsumen, agar barga jual rumah lebih
rendah karena calon pembeli membayar schagian dimuka, yang mana hal
ini mengingat harga jual properti yang cenderung meningkat sehingga hal
demikian dapat dikatakan memungkinkan pembelikonsumen untuk
mendapatkan keuntungan darl diskon yang ditawarkan dan mengarnbil
keuntungan dari pertumbuhan modal pada wakfu membangun, Hal tersebut
dapat dilakukan dengan pengikatan fual bell yang dilakukan antara

developer pembangunan rumah susun dengan calon pembell yang

» Arie 5. Hutagalung (s), op. oit, hlm.56.
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menimbulkan adanya jusl beli secara pesan lebih dalwiu, sehinggs
menyebabkan adanva peanjian jual beli pendahuluan (prefliminary
purchase} yang pembusatannya dapat dibuat dengan surat Penaniian
Pengikatan Jual Beli (PPIB} dibawah tangan atau dengan akta otentik yang
dibuat dihadapan Notaris. Dalam keputusan MENPERA. tersebut inti dari
perikatan jual beli tersebut adalah ;'%®

1. Satuan rumah sesun yang masih dalam  tahap proses
pembangunan dapat dipasarkan melalui  sistern  pemesanan
dengan cara jual beli pendahuluan melalul perikatan jual beli
satuan rumah susun;

2. Pada hari pemesanan yang berminat memesan dapat menerima
dan menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh
pe;usahaan pembangunan perumakan dan pemukiman yvang bensi
selurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

4. Name dap/stau nomor bangunan dan setusn rumah-susun
yang dipesan;
Nomor lantat dan tipe satuan rumah susun ;

Luas satuan ramah susun;

e oo

Harga jual satuan rumah susun;
Ketentuan pembayaran vang muka;
Spesifikasi bangunan;

Tanggal selesainya pembangunan rumah susun;

oo

Ketentuan menpenal pemyataan dan  persetyjuan  untuk
menerima  persyaratan  dan  ketentuan-ketentuan  yang
difetapkan serta menandatangani dokumen-dokumen yang
dipersiapkan cich perusghaan pembangunan perumahan dan

pemukiman,

** Indonesia (§), Keputusan Menteri Negara Perumahan Rukyat tentang Pedoman Perikatan Jual
Beli Satuan Rumoh Susun, No, 1 VKPTSE/1994, Lampiran TH.
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3. Surat pesanan dilampiri dengan gambar yang menunjukan letak
pasti satuan rnimah susun yang disertal ketenfuan tentang tahapan
pembayaran,

4. Dalam jangka wakiu selambat-lambatnyva 30 (ligapuluh} hari
kalender setelah menandatangani surat pemesanan, pemesan dan
peruzshaan pembangunen perumahan dan pemukiman harus
menandatangan akta perikatan jual beli dan selanjutnnya kedua
belah pihak harus memenuhi  kewajibannya sebagaimana
ditetapkan dalam perjanjian perikatan jual beli hak milik atas
satuan rumah sosun, Apabila pemesan lalai menandatangani
perjanjian pengikatan jual beli dalam jangka wakiu tersebui,
maka perusahaan pembangunsn perumahan dan pemukiman
dapat tidak mengembalikan uang pesanan kecuali jika lalat
berada di pihak perusshaan pembangunan perumashan dan
pemukiman, pemesan dapat memperlihatkan surat penolakan dari
Bark bahwa permohonan KPR fidak disetujui atau hal-hal lain
yang dapat disetujui bersame anmiara perusahaan pembangunan
perumahan  dan pemukiman sexta calon pembeli dan uang
pesanan akan dikembalikan 100% (seratus persen).

Sccara garis besarnya, Perjanjian  Pengikatan Jual Beli
scbagaimans tercantum dalam 8K MENPERA, antara iain harus memuat
hal-hal sebagai berikut :'%

1. Objek yang diperjual belikan, vaitu hak milik atas satuan rumah
susun, yang meliputi pula bagian bersama, tanah bersama dan
benda bersama berikut fasilitasnya sesuai  dengan  milai

perbandingan proporsionalnya.

" Arie 8. Hutagalung (a), op. ¢it., him.59.
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2. Pengelolaan dan pemelibaraan bagian bersama, henda bersama
dan tanah bersama merupakan kewsiiban seluruh penghum,
schingga calon penghuni bharus bersedia memjadi anggota
perhimpunan penghuni,

3. Kewajiban Pengusaha Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
{developer), yang harus dipenubi sebelum melakukan pemasaran
perdana. Kewaiban-kewajiban mana antara lain  developer
sebeliun melakukan pemasaran perdana wajib  melaporkan
kepada bupatifwalikotamadya kepada daerah tingkat 1T dengan
tembusan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, developer
wajib  menyediakan dokumen pembangunan perumaban,
developer wajib menyelesaikan bangunan sesuat dengan standar
yang telah diperjanjikan, memperbaiki kerusakan yang terjadi
dalam jangka waktu 100 {seratus) heri setelah ditandatanganinya
berita acara penyershan satuan rumsh susun dan developer
kepada pemesan, developer waph bertanggung jawab terhadap
adanya cacad tersembunyi yang baru dapat diketahui dikemudian
hari, developer wajib menjadi pengelola sementara rumah susun
sebelum tesbentuknys perhimpunan penghuni dan membantu
menunjuk pengelola sefelah perhimpunan penghuni terbentuk,
developer wajib mengasuransikan peketjaan pembangunammys
selama berlangsungnya pembangunan  dan jika  selama
berlangsungnya pembangunan texjadi force majeur yang diluar
kemampuan para pihak developer dan  pembeli  akan
mempertimbangkan penyelesalannya sebaik-baiknya dengan
dasar pertimbangan utama adalah dapat disclesaikannya
pembangunan safuan rumah susun, developer wajib menyiapkan
akta jual beli satuan rumah susun yang kemudian bersama-sama

dengan pembeli menandatangani akta jual belinya dihadapan

Universitas Indonesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



60

Notaris/PPAT pada tanggal vang diteiapkan. Pihak developer
atau Notaris/PPAT vang ditunjuk akan mengurus agar pembeli
memperofeh sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas
nama pembell dan biaya yang ditanggung oleh pembeli,
developer wajib menyerahikan satuan munah susun termasuk
fasilitas umum dan fasilitas sosial secara sempurna pada tanggal
yang ditetapkan dan jika developer belum dapat menyelesaikan
pembangunan lersebut dalam  jangka waktu 120 {(seratus
duapuluh} hari kalender yang dibhitung sejek tanpgal rencana
penyerahan rumah susun tersebuf namun apabila temyata masih
tidak Yerlaksana sama sekali maka perikatan jual beli batal dermi
hukum dan kebatzlan ini tidak perin dibuktikan atau dimintakan
Keputusan Pengadilan atau Badan Arbitrase tetapi kepada pihak
developer diwajibkan mengembalikan pembayaran uang yang
telah diterima dan pembelt ditambah denda dan bunga setiap
bulannya sesvai dengan suku bunga bank vang berlaku.

. Kewajiban-kewajiban pemesan se¢bagaimana diatur dalam §XK
MENPERA, antara lain mengenai bahwa pemesan {(valon
pembel) telah membaca, memahami dan menerima syarat-syarat
dan ketentuan dar surat pesanan dan pengikatan jual beli seria
akan tunduk kepada syaral-syarat dan ketentuan-kefentvan
anggaran dasar perhimpunan penghuni, pemesan setelah menjadi
pembeli wajib membayar biaya pengelolaan dan biaya utilitas
dan jika terlambat pembayarannya akan dikenakan denda yang
besamya disesuaikan dengan keputusan Perhimpunan Penghuni,
pemesan wapib membayar biaya akia-akia vang diperiukan dan
1asa PPAT untuk pembuatan akta fual beli satuan rumah susun
serta biays untuk memperoleh HMSRS dan biaya pendaflaran
peralihan haknya ke Kantor Pertanahan setempal, pemesan wajib
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membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak
developer yang besamya tidak lebih dari 1% (satu perseny dari
harga jual jika setelah akia jual beli di tandatangani tetapi
sebelum sertipikat HMSRS diterbitkan oleh Kantor Badan
Pertanahan setempat satuan rumah susun tersebul dialibkan
kepada pihak ketiga ataupun jika satuan rumah susun tersebut
dialihkan kepada pihak anggota keluarga karena sebab apapun
terrnasuk karena pewarisan menurit hukum dikenakan biaya
administrasi untuk Notaris/PPAT yang besarmya sesual dengan
ketentuannya, pemesan tidak dibolehkan untuk mengalikkan atau
menjadikan satuan rumah susun tersebut sebagai jamingn hutang
sebelum lunasnya pembayatan atas harag jual satuan rumab
susun yang dibelinya tan;}a~ persetnjuan tertulis dari pihak
developer.

5. penyelesaian perselisihan, jika terjadi perselisihan sehubungan
dengan pepjagiian jual bell pendahuluan satuan rumah susun
dilakukan melalui arbitrase yang ditetapkan sesuai dengan
aturan-aturan Badan Arbitrase Nasional indonesia (BANI).

Jadi, sehubungan dengen dikelumkannya SK. MENPERA tersebut, maka
dengan demikian memungkinkan bagi para developer pembangunan rumah
susun untuk dapat melakukan pemasaran untuk penjualan satuan-satoan
rumnah susunnya kepada masyaraket, walaupun rumsh sosun  vang
bersangkatan masih belum selesai dibangun bahkan mungkin belum samas
sekali dibangun, yakni dengan carz membuat surat Perjanjian Pengikatan
Jual Belt (PPIB) yang ditendatangani oich pembeli/konsumen dan pihak
developer yang mana isi dari perjaniian tersebut harus mengikuti pedeman
tentang perikatan jual beli yang telah diatur dalam SK MENPERA tersebut
di atas.
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2.2. Pembangunan Apartemen X di Areal Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara

2.2.1 Perolchan Tanahnya

Apsartemen X adalzh suatu bangunan rumah susun yang telah distrukfurkan
secara fongsional dalam arah verfikal dan horizeontal yang terbagi dalam satuan-
satuan yang masing-masing jelas batas-batasnya, ukurannya dan luasnyz, vang
dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah, yang dilengkapi dengan bagian bersama,
tanah bersama dan benda bersama, ‘

PT. AAA sebagai penyelengpara alau developer dari pembangugan
aparfemen X adalah suatu badan bukum persercan terbatas yang didivken
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan telah memperoleh
pengesahan sebagai badan hukumnya olsh Mentern Kehakiman Republik
Tndonesia (sekarang Mentert Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
sehingga dénpan demilian BT, AAA adalsh badan hikum yang ah dan felah
memennhi syarat sebagai subjck pemegang hak atas tanah yang berstatus Hak
Guna Bangunan. Apartemen X dibangun olgh PT. AAA diatas tanah Hak Guna
Bangunan seluas 35.555 (igapuluh lima nbu limarmatus limapuluh lima) Meter
persegt yang terletak di dalam Dacrah Khusus Toukota Jakarta, Kecamatan Kelapa
Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, vang sekarang ferdaftar
atas nama PT. AAA dan perolehan tanah tersebut berdasarkan jual beli atas tanah
yang sudah bersertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. BBE sebagaimana temyata
darl Akta Jual Beh yang dibuat dihadapan PPAT yang berwenang untuk wilayah
kerja Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 29 Juni 1994 dan sertipikat Hak Guna
Bangunan mang akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2032.

2.22 Proses Pembangunan Apartemmen X Gleh PT.AAA

Sebagaimana telah urakan scbelomnya bahwa rumah susun baru dapat
dibangun setelah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintali
Daerah setempat, yang mana IMB tersebut telah dimchonkan oleh PT. AAA
sebagal salah satu syarat administratif uotuk pembangunan rumab susun. Pada
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pertengahan tahun 1997, PT.AAA memperoleh IMB dimaksud yang dikeluarkan
di Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Dinas
Pengawasan Pembangunan Kota, sehingga dengan demikian PT. AAA dapat
segera melakukan kegiatan pembangunan apariemen X. Namun sebelum IMB
tersebut di peroleh, sekitar pertengahan tahun 1998, pemasaran atas perjualan
satuan-satuan apartemen X teiah dilakukan oleh PT. AAA selaku developer yaitu
dengan cara melakukan promosi-promosi melalui berbagsi ikian di media cetak
ataupun elelcronik. Genearaya promosi yang dilakukan oleh pihak developer pada
saal itu, ternyata mengundang respon yang baik dari masyarakat, karena tidak
seperti sekarang, di lokasi Kelapa (ading Permai saja telah berdini sekitar 8
{delapan) bangunan apartemen yang sudah siap huni, namun pada saat itu, belum
banyak developer-developer yang melakukan kegiatan wusaha sebagal
penyclenggara pembangenan rumal susun/zpartemen Hﬁi’iﬁ% hunian, schingga di
kala iln belum banyak apariemen-apartemen yang dibangun 4i kota Jakarta
khususnya di daerah Kelapa Gading Permai.

PT. AAA, sebagal developer dari pembangunan apartemen X yang
merupakan apartemen periama yang dibangun di lokasi Kelapa Gading Permai,
memilih lokasi untuk membangun apartemen X 41 areal Kelapa Gading Permai
karena beberapa alasan antara lain vaita -

1. Lokasi di Kelapaz Gading Permai, Jakarta Utarg, merupakan arcal mandin
yang telah lama berdiri dan sudah dikenal banyak orang, sehingga menugut
pemilatan PT. AAA, daerah ini mempunyai prospek vang sangat baik,
schingga akan terus mangalami kemajuan peningkatan dalam  hal
pembangunan dan pertambaban penduduknya,

2. Areal Kelaps Gading Permai sangat luas dan populasi penduduknya yang
pada saat itu sudah cukup padat.

3. Populesi penduduk yang menghuni areal Kelapa Gading Permat 70%
{tujuhpuluh persen) merupakan masyarakat golongan menengah ke atas
sehingga memiliki daya beli yang sangat baik yang tertunya sesuai dengan
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konsep awal apartemen X yang pangsa pasamys adalah untok masvarakat
golongan menengah ke atas,

4. Selain hunian, Kelapa Gading Permai merupakan salah satu pusat kegiatan
sentra bisnis di Jakarta Utara.

5. Mempskan svatu investasi di bidang properti yang sangat berprospek,
khususnya urifuk para pembeli apartemen X, karena harga pasaran di
bidang properti di daerah ini cenderung rneningkat dalam jangka waktu
yang cukup singkat.

6. lokasi untuk pemukiman perumahan di daersh ini, semakin terbatas,
sedangkan menurut swvey yang telah dilakukan oleh PT. AAA,
masyarakat sernakin menunjukan minatmya untak menghuni daerah ini.

Berdasarkan pertimbangan akan hal-hal tersebut di atas, maka setelah memperoleh
izin mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang, pada pertengahan tahun
1997, PT. AAA segera memulai pembangunan apartemen X,

Dalam meldkukan pembapgunannya, selain dari  hasil  penjualan

berdasarkan sistem off-plan yang telah dilakukan sebelummya, PT. AAA selakn
pihak developer, juga memperoleh dana dari fasilitas kredit yang diberikan oleh
salah satu Bank swasta di Tzkarta, yang mana tanah yang sudah dipunyainya, jugs
bangunan gedung yang masih akan dibangunnya adalah sebagai jeminannya.
Sehingga dengan demikian PT. AAA dapat memperoleh dana tambahan untuk
melakukan kegiatan pernbangunan aparfemen X.

2.2.3 Pemasaran dan Penjualan Apartemen X

Pemasaran dan penjualen atas satuan-satnan unif aparemen X yang di
lakukan oleh PT. AAA selaku penvelenggars pembangunan (developer),
dilakuian dengan menggonakan sistem off-plan yailu suaty sistem penjualan vang
memungkinkan developer untuk memasarkan satuan-satuan unit spartemen yang
pembangunannya bolum rampung. Jadi dalam sisterm ini pihak developer

menawarkan kesempatan untuk pembeli/investor properti untuk membeli properti
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sebelum telah mulai bekerja'™ Sistem penjualan secara off-plen ini memang
menjadi bagian dar rencana PT.AAA dalam melakukan pemasaran dan penjualan
satuan-satuan unit apartemen X karena guna memperlancar perolehan dana murah
dan kepastian pasar. Dengan kata lain agar PT. AAA selaku pihak developer dapat
merasa aman dengan adanya dana awal uptuk pekerjaan konstruksinya dan juga
untuk para pembeli, seperti biasanya mereka akan dapat membeli ditingkat yang
lebih rendah karena pada saat itu pihak developer menawarkan diskon antara 10%
(sepuluh persen) sampai 15% (limabelas persen) untuk mendorong investasi awal
dan membantu untuk membayar biaya vang berkesinambungan. Para pembeii
yang bemminat untuk memiliki satvan-satvan uvnit apartemen X fersebut,
sehenarmnya telah mengetahui bahwa apartemen X baru beropa konsep dan gambar
saja pada suat dipasarkan sedangkan pembangunannya pun sama sekali belum
terlaksana, Namun bagi masyarakat, dengan hanya bermodalkan aﬁggapan
kKepercayaan dengan janji-janii yang diberikan oleh PT. AAA yakni mengenai
investasi yang menguntingkan dalam jangka wakte yang relatif singkat dan
dengan kepercayaan terhadap kredibilitas pihak developer selama ini, maka
masyarakat begitu mudah untuk percaya dan berminat untuk membeli satuan-
satuan unit apartemen X tersebut. Dalams rangks pemasaran satuan-satuan ummt
aparternen X, pihak developer melakukan promosi-promosi dengan cara-cara
antara lain :

1. mengikiankannya di berbagai media cetak seperti Koran, majalah, televisi
dan radio serta mengedarkan brosur-brosur, phamflet-phamflet, poster-
poster dan spanduk-spanduk yang beristkan tentang jenis dan spesifikasi
satuan-satuan unit apartemen X yang akan dijual;

2. mengadakan acers-acara/kegiatan-kegiatan hiburan dilokasi yang akan
dijadikan Jokasi pernbangunan apartemen X tersebut yang bersifat promosi
yang mengundang perhatian masyarakat sekitar;

2 “Property-Reul estate stubs,” foe. it
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3. memberikan diskon-diskon {potongan harga) khusug bagi para pembels
yang memesan pada tanggal-fanggal terteniu dan memberikan berbagai
undian-undian berhadian bagi para pembeli apartemen X secara berkala
Hal-hal tersebut teunya sangat menarik minat masyarakat untuk membeli

satuan-satuaan unitnya ditambah harga vang ditawarkan oleh pihak developer atas
satuan-satuan unit apartemen X masih tergolong tidak terlalu mahal, Adapun
mengenai harga satuan-satuan unit apartemen X secara gans besamnya berkisar
antara Rp. 150.000.000,- (seratuz Hmapuluh juta rupish) sampai dengan Rp.
250.000.000,- {duaratus limapuluh juta rupiah) untuk tipe 1 (satu} dan 2 {dua}
kamar tidur dan diatas Rp. 250.000.000,- {(dvaratus imapuluh juta mupiab) untuk
fipe 3 (tiga) kamar tidur dan fipe penthouse. Dengan pemasaran dan penjualan
secarz gff-plan ini, artinya antara pihak developer dan para calon konsumen
membuat jual beli secara pesan Iebih duln yakmi dengan peganjian jual beli
pendehuluan {preliminary purchase), yeng ditvangkan dalam suate Perjaniian
Pengikatan Jual Bell satuan mumah susun pada apartemen X yanpg secara garis
besarnya memuat hal-hal sebagail berikut :

1. Qbjek Perjannian (spesifikasi dan lokas1 satuan unif apartemen X yang di
beli} sebagaimana telah diuraikan dalam denzh vang dilampirkan vang
tidak terpisahkan darl perjaniian tersebut.

Z. harga jual beli atas satpan unit apartemen X yang dibeli dan fata cara
pembayatannya.

3. Penyerahan satuan unit apartemen X dan developer kepada pembeli dan
sanksi-sanksi berupa denda keterlambatan  bils penyerahan satuan unit
aparteren yang bersangkutan terlambat diserahkan oleh developer kepada
pembeli.

4. Jaminan darl developer bahwa satuan ramah susao tersebut tidak
dikenakan suaty sitaan dan benar adalah miliknya/haknya developer dan
hanys dapat dijual/dipindabtangankan oleh developer dan pembeli tidak
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akan mendapat suate tunfutan dari pihak lain yang menyatakan
mempunyat hak terlebih dahulu atau furut mempunyai hak atasnya.
Sanksi-sanksi, yakni antara lain meliputi sanksi bagl developer yaitu bila
keterlambatan satpan rurmah susun yang penyershannya melebihi 90
{sembilanpulub) hari, maka developer dikenakan denda sebesar 0,75 %
(nol koma tujuhpuluh lima persen) unfuk pembayaran melalui USS atau
denda sehesar 2% (dua persen) untuk pembayaran melalui rupiah perbulan
dihitung setiap hari keterlambatan dari jumlah uvang yang telah diterima
oleh pihak developer dari pembeli. Sanksi bagi pembeli yakm bagi
pembell yang mombayar dengan cara angsuran maka uniuk setiap
keterlambatan vang roelebihi 7 (twjuh} had, pewbeli dikenskan denda
sebesar 0,3 0/00 (nol koma figa permil} untuk pembayaran dengan USS
dan dends sebesar 1 0/00 (satu permily uotuk pembayaran dengan rupiah
per hari keterlambatan dan jumiah uang yang harus dibayarkan oleh
pembeli kepada pihak developer dengan maksimum keterlambatan selama
30 (tigapuluh) hari,

Pengalihan hak atas satuan umit apariemen X sebelum penandatanganan
akta jual belinya dihadapan PPAT yang dilskukan oleh pembeli kepada
pihak ketiga, harus dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dard pihak
devefoper,

Mengenai pajak bumi dan bangunan ferhitung sejak disershkannya satuan
unit apartemen X tersebul dari developer kepada pembeli merupaken
fanggung jawab pembeli vang akan dibayarkan langsung oleh pembeli.
Syarat-syarat penandatanganan akta jual beli dahadapan PPAT vakni
sebelum penandatanganan akta jual beli dihadapan PPAT, psmbeli hamus
telah melunast semua kewajiban pembayaran yang telah ditentukan
berserta denda-denda, serta biaye administarsi dan biaya-biaya lainnya
yang terntang kepada pihak developer.
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Mengenal pengelolaan dan perhimpunan penghuni rumah susun dimana
dengan ini pembeli menunjuk pihak developer untuk menjadi pengelolan
sementara sampai terbentuknya perhimpunan penghuni rumakh susun.
mengenal keadaan memaksa (force majeurs), yang dimaksud dengan
keadaan memaksa dalam perjanjian ini adaish hal-hal yang dapat
mempengarvhi jalannyz kewajiban yang mana keadaan tersebut di luar
kekuasaan para pihak, yakni antara lain gemps bumi, hure-hara yang
bersifat massal, kebakaran, banjir, peristiwa alamvkeadasn cnaca lainnya,
tindakan pemerintah dalam bidang moneter, sehingga salah satu pihak
tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Bilamana terjadi salah satu dari
keadaan-keadaan tersebut di atas, maka kedua belah pihak dengan itikad
baik akan membicarakannya secara musyawarah, Bila secara musyawarah
tidak tercapai maka kedua belzh pihak akan menyerahkan kepada Badan
Arbitrase Nasiopal Indonesia (BAND) dan keputusan BANI tersebut
bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

mengenai karespondensi {surat-menyuraf) dan bilamana terjadi perubaban
alamat olch salah satu pihak.

mengenai hal-hal lain antara lain yaifu mengenai kelalaian -kelalaian para
pihak yang cukup dibukfiken dengan lewatnya waktn saja, schingga
teguran jury $ita, dan surat-sirat lainnya yang mempunyai kekuoatan serupa
tidak diperlukan lagi dan mengenal hal-hal lain yang belum diatur atau
belumn cukup diatur dalamn perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum
yang merupakan bagian yang tidsk terpisahkan dari perjanjian ini,
mengenai penyciesalan sengketa dan domisili hukum vaito bila terjadi
perselisihan/sengketa dan  perbedaan pendapat sshubungan dengan
perjanjian inl maka pars pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND. Mengenai Perjanjian dan
segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum
pada Kantor Pengadi iaﬁ Negeri Jakaria Utara di Jakarta.
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Jadi sebagaimana telah di scbutkan sebelumnya bahwa dengan gencarnya
promosi-promosi dan janji-janji yang dilakukan dan diberikan oleh pihak
developer, tentunya sangat menarik minat masyarakat untuk membeli satvan-
satuan unit yang ditawarkan dan didukung juga pada keadaan Jokasi Kelapa
Gading Permai yang pada saat itv belum ada satu pun bangunan rumab
susun/apartemen yang didinkan. Schingga dengan demikian, pemasaran dan
penjualan satuan-satuan unit apariemen X pada saat pertama kali di pasarkan
(launching} meouai suskses yang dapat dikatakan cukup baik, Walaupun pada saat
pertama kali di pasarkan (launching) tersebut pembangunan apartemen X belum
sama sekali dilakeanakan namun dengan adanya promosi-promosi yang cukup
menarik, contoh-contoh unit (show wnif) yang dibual semenarik mungkin dan
fenapa-tenaga pemasarare yang cukup handal, maka hal-hal tersebut membuat
masyarakat semakin berantusias untuk membeli satuan-satuan unit apartemen X
dan menjadi semakin berminat atas konsep bangunan yang megeh dan mewah
yang ditewarkan oleh pihek develoger. Sehagian pembeli berminat untuk
menghuninya Kelsk bila pembanguanannya telah selesal, namun banyak juga yang
membelinya hanya untuk berinvestast vang mengharapkan harga atas satuan unit
aparternen vyang mereka beli menjadi semakin meningkat seiring dengan
berjalarmya wakto sebagaimana hal tersebut juga termasuk dari salab satu janji-
janii yang diberikan oleh developer sebagal iming-iming kepada para calon
pembeli/konsumen untuk membel satuan-satuan unit pada apartemen X.

Seorang calon pembeli yang hendak memesan satuan unit apartemen X
sebelumnya menentukan daholu tipe apartemen seperti apa yang di inginkan dan
menghubungi bagian pemasaran serta mengisi formulir pemesanan yang telah
discdiakan oleh pihak developer. Untuk lebih jelasnya, langkah-langksh
pemesanan unit apartemen X adalah sebagai berikut

1. Calon pambeli menghubungi bagian pemesaran (markefing office) dan
memutoskan tipe poit yang dikchendaki
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2. Mengisi formulir pemesanan veng telah disiapkan oleh developer yang
memuat hal-hal sebagai berikut

Identitas pemesan ;

WNama apartemnen dan lokasi alamat jelas;

Tipe unit apartemen dan nomor lantai;

S

Harga jual unit apartemen yang dipesan;

e

Ketentuan pembayaran vang muka;

iy

Ketentuan mengenat tahap pembayaran;

g- Pernyataan dan persetujuan calon pembell unfuk melaksanakan
ketentuan yang betlaku dan menerima persyaratan yang telah
ditetapkan oleh pihak developer sampai proses jual beli selesai,

3. Membayar uang pesanan sebesar USS 847 (delapanraius empatpuluh tujuh
Dollar Amerika Serikat), atau yang pada saat itu kurang lebih sebesar Rp.
2.117.500,- (dua juta seratus tujubbelas ribu limaratus rupiah).

Setelah prosedur pemesanan selesai, calon pembeli diberi wakiu maksimal 2 (dua)
minggu untuk menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan pihak
developer selaku penjual yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak di atas meteral. Mengenai pembayaran yang dapat dilakukan
oleh calon pembeli apartemen X, yakni dapat dilakukan dengan 2 (dua} cara yaitu
sebagai berikut ;

1. Pembayaran secara tunai keras.

Calon pembeli membayar uang pemesanan (booking fee) sebesar USS 847

{delapanratus empatpuluh tujubh Dollar Amerika Serikat) atau vang pada

saat itu kurang lebih sebesar Rp. 2,117.500,~ (dua juta seratus tujuhbelas

ribu limaratus rupiah) pada wakiu memesan unit aparlemen yang
dikehendaki, dan dalam jangka waktu maksimal 14 (empatbelas) hari
setelah mengisi formulir pemesanan tersebut, calon pembeli diwajibkan
membayar uang muka (down pavment) sebesar 15% (limabelas persen)

dari harga jual heli yang telah disepakati ditambah Pajak Pertambahan
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Nilal (PPN] setelah harga jual beli tersebut dikurangl vang pemesanan
{(booking fee) yang kemudian disertai dengan penandatanganan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPIB) oleh developer dengan pembeli. Sedangkan
sisa dari harga jual bel dapat dibayarkan seluruhnys dengan tata cara
pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara pihak developer dan
pembeli,

. Pembayaran secara angsuran.

Calon pembelt membayar pang pemesanan (booking fee) sebesar USS 847
(delapanratus empatpuluh tujuh Dollar Amerika Serikat) atau yang pada
saat itu sebesar Ry, 2.117.500,- {(dua juta seratus tujubbelas fbu limaratus
rupiab} pada wakta memesan unit apariemen yang dikehendaki, dan dalam
jangka waktu maksimal 14 (empatbelas) hari setelah mengisi formulir
pemesanan tersebut, calon pembeli diwaiibkan membayar vang muka
pertama (down payment [} sebesar 5% (litna persen) dari harga jual beli
yang felah disepakati ditarmbah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelsh
harga jual beli tersebnt dikurangi uang pemesanan (booking fee)
Sedangkan pembayaran nang muka kedva (down payment 2} sebesar 15%
{limabelas persen), dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya
selama 24 {duapulih empat) bulan yang disertai dengan penandatanganan
surat Petjanjian Penglkatan Jual Beli (PPIB) olech developer dengan
pembeli. Sisa dari harga jual beli tersebut sebesar 80% (delapanpuluh
persen), dibayar 1 {satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo angsuran terakhir
uang muka kedua (down payment 2) bisa secara tunal atay secara Kredit
Pemilikan Apartemen (KPA) melalui Bank yang dapat menyazlurkan
fasilitas kredit terscbut. Apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban dalam
tata cara pembayaran angsuran tersebuf, maka pembeli dikenakan denda
keterlambatan seperti di atur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPIB).
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Penjualan apartemen X pada hari pertama dipasarkan flewnching), berhasil
terjual sekitar 35 % (tigapuluh lima persen). Hal ini cukup memuaskan pihak
devsioper, schingga berdasarkan keadaan tersebut, diperkirakan penjualan akan
terus meningkat pada hani-hari berkutnya. Prediksi pihak developer akan hal
terscbut ternyata tidak meleset, bahwa memang begitu memasuki awal tahun
1997, satuan-satuan unit apartemen X telah terjual sekitar 50 % {limapuluh
persen) padzhal pada saat itu pembangunannys belums juga dilsksanakan sama
sekali karena pihak developer masih menunggu keluarmya perolehan izin
mendinkan bangunan deri imstansi yang berwenang, karena sesbai dengan
ketentuan yang berlaku bshwa pembangunan rumah susun bava dapat dilakukan
bilamana penyelenggara pembangunan (developer) ftelah mempercleh izin
mendirikan bangunan dari pihak vang berwaiib.

2.2.4 Terhambatnya Pembangunan Apartemen X

Pembangunan apartemen X mulai dilakekan olek PT. AAA selsku
penyelenggara pembangunan (deveioper) pada periengaban tahun 1897, setelah
mempercleh izin mendirikan bangunan dari Gubermnur Kepala Daerah Khusus
Thukota Jakarta Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, yang dinilai oleh
banyak kalangan merupakan provek yang cukup besar dan memakan biaya yang
tidak sedikit karena dilihat dari konsep bangunannya yang terdiri dari 7 {iujuh)
tower/angunan apartemen. PT. AAA selaku developer, tidak hanya bergerak
dalam bidang pembangunan perumshan dan pemukiman saja, namun sebelumnya
telah bergerak dalam berbagai macam kegiatan asaha lain seperti misalnya dalam
bidang perbankan (banking) dan kevangan (finance). Setelah cukup mapan dalam
bidang perbankan dan keuangan, PT. AAA mulai bergerak dalam bidang
pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya pembangunan ramah susun
karena dianggap dapat mendukung kegiatan usahanya dalam bidang perbankan
vang telah dijalankan iehih dahulu, maksuduya adalah penyaluran pemberian
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kredit yang dapat difasilitasi oleh Bank yang dikelola oleh PT. AAA tersebut
kepada para calon pembeli apartemen X.

Memasuki pertengahan tahun 1997, sisa satuan unif apartemen yang masih
belum tegjual kurang lebih sebanyak 40% (empatpuluh persen) dan fotal
Keseluruhan gatuan.satuan unit apartemen yang dijual. Dilihat dari sudut pandang
bispis, hasil penjualan apariemnen X dapat dikategorikan sebagal suatu
keberhasilan, Setelah pemasaran dan penjualan yang dilakukan olch pihak
developer selama kurang dari setahun menuai keberhasilan, maka pada wakty
yvang bersamaasn yakni di penghujung fahun 1597, secara tidak diduga, bangsa
Indonesia di landa krisis ekonomi yang cukup mengkhawatirkan dimana krisis
ekonomi yang terjadi pada saat itu, jupa melanda beberapa negara-negara di asia
pada urmummya. Hal ini tenhimya secara ofomatis menimbulkan kesuiitan terhadap
kemampuan perekonomian di Negara ini terutara di sektor riil. Dampak yang
amatl myata dari knisis ekonomi tersebut adalah dengan melonjaknya nilai tukar
mata wang rupiah terhadap Dollar Ameriks Serikat, yang pada wakiu itu sempat
mencapai Rp. 15.000- (limabelas ribu rupish) per satu Dollar Amerika
Serikatnya, Keadaan yang demikian membuat semus pelaku-pelakn usaha di
negeri int mengalam: kepanikan yang luer biasa, schingga sitwasi bisnis di seluwub
Indonesia menjadi sangat terpuruk. Kelangsungan kegiatan ekonomi secara de
Jacto sangat berpengaruh terhadap kehancuran vsaha, sehingga kemampuan setiap
perusahaan untuk memenuhi kewajibannya terbadap kreditur menjadi berantakan,
tertunda, bahkan ada yang sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannys lagl.
Salah satunya yang terkena dampak dart adanya krisis ekonomi tersebut adalah
PT. AAA, dan sehubungan dengan hal tersebut, PT. AAA, selaky developer dari
pembangunan apartemen X mengalami kemunduran finansial yang berdampak
langsung terhadap kelangsungan proses pembangunan apartemen X di Kelapa
Gading Permai. Dengan keterpurukan secara finansial, kewajiban-kewajiban PT.
AAA yang harus dipenuhi terhadap para kreditur-kredifurmya menjadi tertunda
dan ditambah dengan adanya kebijakan dibidang moneter yang di lakukan oleh
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pemerintzh di kala iy, vakni deagan melikuidast bank-bank yang arus perputaran
uangnya dianggap tidak sehat pada saat itv dimana, Bank yang dikelola oleh PT.
AAA adalah salah satu Bank yang di likuidasi oleh Pemerintah di kala itu.

Bersamaan dengan hal tersebut, penjualan satuan-gatuan unit apartemen X
di Kelapa (Gading Permai, menurun drastis, bahkan dapat dikatakan tidak ada
penjualan sama sekali, karena setiap orang pada wakiu jtu sangat ragu-ragu untek
melakukan aktifitas bisnisnya dalam keadaan perckonomian Indonesia vang
sedang terguncang dan sangat tidak menentn, sehingga menyebabkan masyarakat
tidak berani untuk mengeluarkan uang antuk berinvestasi dalam bentuk apapun,
babkan tingkat suka bunga di bank di kala itu meningkat drastis sarnpai dengan
40% (smpatpuluh persen) pertahunnya, dengan tuiuan menarik nasabab untuk
menyimpan uangnya di bank, Denpan kondisi perekonomian yang semekin
menyulitkan, kondisi keuangan PT AAA pun semakin memburuk, schingga hal
tersebutt menyebabkan terhentinya pembangunan apartemen X yang pada saat ity
teiah memasuki tahap 50% (limapuich persen} pembangunan. Dengan adanya
kebijakan Pemerintah pada saat itu yakni denpan di likuidasinya Bank yang
dikelela oleh PT. AAA, maka kegiatan usaha lain vang juga dikelola oleh PT.
AAA juga menjadi terhambat, termasuk dalem hal penyelesaian pembangunan
apartemen X di Kelapa Gading Permai, dengan kata lain bahwa segala bentuk
jenis kegiatan usahe yang dilakukan sleh PT. AAA terpaksa dihentikan dan tidak
lagi melakukan kepiatan operasional apapun atau dapat juga dikatakan bahwa
pada saat itu PT.AAA menon-aktifcan semua kegiatan usahanya.

Sekitar awal tahun 1998, pembangunan apartemen X di Kelapa Gading
Penmat secara kescluruhan diputuskan untuk dihentikan, tidak ada aktifitas berupa
pengerjaan apapun dan bangunan vang telah berdiri ditinggatkan begitu saja tanpa
ada yang menjaganya, hal ini tentunya menjadi suatu pemandangan yang sangat
mengkhawatirkan bagi para pembeli satvan-satuan unit apartemen X, Secara garis
besarmya beberapa hal yang menyebabkan terhentinya pembangunan apartemen X
oleh PT, AAA adelah :
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1. Krisis moneter vang melands negarg-negara di asia khususnya bangsa
Indonesia pada saat itu sehingga menghancurkan dunia usaha di Indonesia
gecara menyeluruh.

2. Adanyz kebijakan monster yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu
yakni dengan melikuidasi bank-bank yang dianggap tidak sehat dalam arus
perputaran wanpgnya dimang salah satm diantaranya adalah Bank yang
dikelolz oleh PT. AAA, sehingga hal tergebut berdampak negatif terhadap
kondisi keuangan PT, AAA.

3. Arus perputaran uang yang tidak sehat yang selama ini dilakukan oleh PT.
AAA, yaifu bahwa uang yang sehamsnya dipakal untuk membangun
aparfemen X di Kelapa OGading Permai, tidak sepenuhnya di
implementasikan untuk ifu, melainkan juga di alokasikan untuk kegiatan
usahanyz yang lain.

2.3. Analisis Terhadap Permasaiaban Hukam - :

2.3.1 Bolehkan Jual Beli sotuan Rumah Susun Didasarkan Pada Penjuslan
Secare Of-Plan Menunt Sistem Hokum Tansh Yang Berlaka Di
Indonesia 7
Dengan melihat dari kasus yang terjadi di atas, yakni terhambatnya

pembangonan apartemen X di Kelapa Gading Permai, maka dapat kita lihat

apakah jual beli yang dilakukan oleh pihak developer dengan sistem off-plan,
diperbolehkan dalam sistem hukum positif kita, Pertamna-tama dapat kit telash,
salah satu pasal dalam UURS yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dalam
pasal 18 yang mengatakan bahwa “satuan rumah susun yang telah dibanges baro
dapat dijual untuk dilmni setelah mendapat izin kelayakan untuk dihuni dari

Pemerintah Dacrah yang bersangkutan,”% Dengan kata lain para developer tidak

diperboichkan untuk menjual satuan-satuan rumah susunnya sebelum mendapat

"3 Indonesia (a), op. cit., Ps. 18 avat (1)
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izin Jayek huni dari Pemeriniah Daerah setempat yang mana izin layak hum
tersebut baru bisa di peroleh bilamana pembangunan ramah susun tersebul telah
selesai secara keseluruhan sehingga denpan adanya pasal fersebut dalam UURS,
membatasi ruang gerak dan para developer rumah susun untuk menjual satuan-
satuan rumahb susunnya sebelum pembanpgunannya terlaksana hingga selesai.
Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) UURS tersebut, para developer
pembangunan rumah susun diharuskan untuk menyelesaikan pembangunan rumah
susunnya hingga selesai dan bara setelah itu, satuan-satuannya dapat di tawarkan
untuk dijual kepada masyarakat yang berminat, yang tentunya hal tersebut akan
cukup memberatkan pihak developer bila dilihat dar segi bisnis dan ekonomi
dimana devefoper tidak bisa mendapatkan kepastian pasar, dan tidak dapat
memudahkan developer untuk mendapatkan dana awal untuk pembangunan yang
mungkin dapat meletakan developer dalam posisi yang kurang menguntungkan,
Sedangkan bagi konsumen sendii, bila satuan rumah susun di beli oleh konsumen
setelah pembangunan rumah susunnya selesal, harga yang ditawarkan tentunya
sudah akan menjadi Ichih mahal karenas harga properti di Indonesia yang
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga walavupun telah disyaratkan
dalam pasal 18 ayat (1) tersebut di alas, bahwa satyan rumah susun barg dapat
diperjual belikan kalau sudabh memperoleh izin layak huni dari Pemerintah Daerah
dan sertipikat satuan-satuan rumsah susun tersebut sudah terbit, namun dalam
kenyataannya, telah berkembang kebiasaan pemasaran properti, khususniya romah
susun sebelwn rumah Susun fersebut sclesal dibangun bahkan pada saat masih
direncanakan dan pematangan tanah, Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka
oleh Menteri Negara Perumahan Razkyat vang pada waktu itu di jabat oleh
Insinyur Akbar Tandjung, dikeluarkanlah Kepuwtusan Menteri Negora Perumahan
Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikaten Jual Beli Satuan
Rumah Susun yang memungkinkan pemasaran/penjualan satuan-satwan rumah
susun sebelum rumah susun yang bersangkutan selesai pembangbnannya.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hal terscbut dapat dilakukan
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dengan suatu perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan antarz penyelenggara
pembangunan rumah susun dengan calon pembeli. Dalam latar belakang SK.
MENPERA terscbut, dinyatakan bahwa berkembangnya pemasaran rumah susun
sebelum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UURS, adalah atas
pertimbangan ekonomi, baik bagi pihak developer itu sendiri guna memperlancar
perolehan dans murah dan kepastian pasar dan untuk pembeli atau konsumen,
agar harga jnal rumsh lebih rendah karena calon pembeli membayar sebagian
dimuka. Langkah-langkah tersebut menimbulkan adanya jual beli sccara pesan
Iebih dahulu, schingpga menyebabkan adanya perianjian jual bell pendahuivan
(preliminary purchase), vang selanjuinya dituangkan dalam akta perikatan jual
beli satuan rumah susun.'® Penjualan dengan cara sebagaimana tersebut di atas
dikenal dengan sebutan penjualan dengan sistem off-plan. Namun berbeda dengan
pembangunan apartemen Jdi Negaramegara maju seperti Amerika Serikat dan
Eropa, yang developer nys menjual safuan-satuan rumah susun sctelah
pembangunannya selesat secara kescluruban schingga dapat dikatakan bahwa
develgper di Negara-negara majn, membangun numash susun dengan biaya dan
resika yang siap ditanggung sepenuhnya oleh pihak developer. Setiap Perjanjian
Perikatan Jual Beli (PPIRB) satvan rumah susun yang dibvat, tentunya harus
mengikuti pedoman tentang perikatan jual beli yang telah diatur dslam SK.
MENPERA ferscbut dengan tujman untuk mengamankan Kkepenlingan para
peruszhizan pembangunan penunakian dan pemukiman (developer) seria para calon
pembeli rumah susun dart kemungikinan terjadinya ingkar janji dari para pihak
yang terkait. Namun dalam prakteknys, banyak developer vang membuat
Perianiian Pengikatan Jual Beli ndak mengikuti pedoman yang telah diatur dalam
SK. MENPERA tersebut, sehingga tidak menjunjung tinggi keadilan di kedua
belah pihak, dimana isinya selalu berat sebelah yaitu terlalu menguntungkan pihak

% Avie S Hutagsiung (8}, op.oit, him 37,
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developer dan tidak mengatur hak dan kewajiban yang seimabang antara penjual
dan pembeli.

Penjualan berdasarkan sistem offplan, penjual (dalam hal ini adalah
developery dan pembeli, melaksanakan jual beli secara pesan lebih dahulu yang
dituangkan dalam suatu surat Perjaniian Pengikatan Jua! Beli (PPIB). Sehingga
surat Perjaniian Pengikatan Jual Beli (PPIB) yang dilakukan antara developer dan
pembeli satuan rumah susun dapat dikatakan bahwa sifatnya hanya merupakan
suatu “perjanjian jual beli pendahulnan” se¢bagaimana yang telah diatur dalam
buku HI Kiteb Undang-Undang Hukum Perdata mengenat perikatan dan
perjanfian. Dengan demikian perjanjian pengikatan jual beli tersebut fidak dapat
diasumsikan sebagai “jual beli” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1458
Kitab Undang-Undang Hukwm Perdata Indonesia bahwa jual beli itu dianggap
telah terjadi antara kedua belah pihak seketika sejak tercapainya kata sepakat,
meskipun bendanya belum diserabkan dan harganya belumn dibayar. Dengan

adanya perianiian jual beli pendahuluan yang tertuang dalam surat Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPIB), makz hal tersebut sebenamya hanya merupskan
ikatan moral antara penjusl dan pembeli yang ditkuti dengan realisasi pernbayaran
sejumlah vang sebagai tanda jadi, namun dalam hal im hak kepemilikannya belum
beralih karena belum ada penyerahan secara yuridis, dimana penyershan secara
vuridisnya atau pemindahan haknya aken dilakukan dihadapan PPAT sciclah
pembaagunan rumah susun tersebut selesal dan bersertipikat, schingga dengan
demikian dapat dianggap bahws uvgsur-unsur dalam jual beli menurut hukum
tanah yrasional tetap ferpenuhi. Jadi dalam hal ini pemasaran/penjualan
berdasarkan sistem off-plan dapat diterapkan dalam jual beli satean rumab susun
menurut hukam tanah yang berlaku di Indonesia karena penjualan berdasarkan
sistem off-plan ini tunduk pads bukw I Kifed Undang-Undang Hukum Perdata
sedangkan bukum tangh nasional fidak mengenal pemasaran/penjnalan
berdasarkan sistem off-plan sehingga oleh karenanya hal tersebut merupakan dua
hal yang berbeda vang tidak saling bertentangan. Namun dalam hal ini seringkali
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penjualan  berdasarkan sistem eoff-plan ini dijadikan sebagal dasar bagi
pemindzhan hak atas satuan rumsh susun yang bersangkutan, jadi kebanyakan
orang menganggap telah terjadi pemindahan hak setelah ditandatanganinya surat
Perianjian Pengikatan Jual Beli (PPIB) karena mereka telah membayar sejumlah
uang atas harga satuan rumah susun yang bersangkutan bahkan ada vang
membayar hinggs harganya lunas, padahal dalam hal ini, pemindaban hak atas
satpan rumah susun tersebut bara terjadi sejak saat ditandatanganinya akta jual
beli dihadspan PPAT sctelah pembangunan fisitk dar rumah susun yang
bersangkutan selesal dilakukan dan sertipikat FIMSRS-nya telah terbit.

Jadi, dari apa yang telah diuraitkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem
pernasaran/penjualan secara aﬁ%{m boleh dilakukan menuruf sistem hukum tanah
yang berlaku di Indonesia asalkan surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPIB)
yang dibuat dan ditandatangani antara pihak developer dan para pembelinya tidak
boleh dijadikan dasar bagi pemindahan hak sstuan rumah susun yang
bersangkutan karena pemindghan hak satuan rumah susun dard penjual kepada
permbeli, baru akan terjadi pada saat penandatanganan akta jual belinya dibadapan
PPAT setelah rumah susun yang bersangiutan tclah selesai dibangun dan
berseetipikat. Adanya pembayaran sejumlah vang ates harga satnan rumah suson
yang dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan surat Peganjian
Pengikatan Jusl Beh (PPUR), menijadikan sistemn penjualan secars off-plan ini
sangat berisiko, oleh sebab itu, untuk memperkecil kemmungkinan terjadinya
kerugian matenil, maka sebatknya harga atas satuan rumsh susun yang telah
dipesans melalui perjanjian jual beli pendahuluan yang terfuang dalam surat
Peranjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), jangan dilunasi terlebih dahulu sehelum
dilakukannya penandatanganan akta jual belinya dihadapan PPAT yang ditkuti
dengan peayerahan yuridisnya, karens dalam keadasn demikian jual belinya
belem terjadi sehingga dapat dikatakan bahwa pemindahan haknys juga belum
terjadi,
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Mengenai pengaturan dalam SK. MENPERA yang dikeluarkan olch
Menteri Negara Perumahan Razkyat, hanya mengatur mengenai pedoman
perjanjian perikatan jual beli satuan rumah susun, sehingga yang diatur dalam
SK. MENPERA tersebut hanyalah mengenai hal-hal apa ssja yang patut
diperjaniikan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen agar terhindar dan
ingkar janji para pihak vang terkait. Jadi dalam hal ini SK. MENPERA terscbut
mengatur mengenai perjanjian pengikatan jual beli sebapgai suatu “perjanjian jual
beli pendahuiuan,” bukan mengatur mengenai pelaksanaan “jual belinya,”
sehingea hal itu berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 ayat (1)
VURS, yang menyebutkan bahwa satuan rumah susun baru dapat diperjual
belikan kalau sudah mempercleh izin layak huni dari Pemerintah Daerah setempat
dan bersertipikat, sehingga dapat diartikan bahwa jual beli yang terkandung
dalam pasal 18 ayat (1) tersebut adaiah “pelaksanaan jual beli” sebagaimana yang
dimaksud dalam hukum tanah nasional. Dengan demikian, apa yang diatur dalam
SK. MENPERA dan ape yang diatur pasal 18 ayat {13} UURS, merupakan dua
ketentuan dengan substansi yang berbeda, schingga duz ketentuan tersebut tidak
dapat dikatakan saling berbenturan.

2.3.2 PBagaimana perlindungan hukum ferhadap para pembeli satuan-satuan unit
rumah susug pada Apartemen X yang pembangunannys techambat ?
Konsumen properti di Indonesia seolah tak berdaya menghadapi tingkah

iaku developer vang merugikannya. Buktinya, sudah ribuap orang vang menjadi

korban kasus properti fiktif. Pada properti tidak fiktif pun, komsumen juga
seringkali tak berdaya. Konsumen dirugikan, misalnya karena penyerahan
bangunan yang tak sesuat jadwal, atau spesifikasi bangupnan yang tak sesuai
janji'® atau bahkan karena bangunan itu sendiri yang tidak kunjung terselesaikan

pembangunannya oleh developer seperti yang terjadi pada konsumen apartemen X

*% firwin Kalle, FPerspeiaif Huknny Dalam Dunia Properti, cet. 1, {(Jakarla ; Penerblt Minerva
Athzaa Pressindo, 2008}, him. 47,
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di Kelapa Gading Permai tersebut, Telah menjadi kebissaan masyarakat Indonesia
pada umumnya yakni mempunyai perilaku dalam berinvestasi dengan mengtkati
tren yang terjadi dalam masyarakat di sckelilingnya. 'Walaupun pembangunan
apartemennya belum same sekali terlaksana, namun strategi pemasaran pebisnis
apartemen sangat menarik, Ada yang menampilkan artls kondang di hotel
berbintang lima, ada yang menyajikan program promosi yang meringankan cara
pembayaran dimana hal-hal seperti itu memberi stimulan baru untuk membeli
apartemen sekalipun apartemen yang ditawarkan itu masih berupa konsep saja.
Namun bila kita lihat dard sisi konsumen, ada juga beberapa alasan konsumen
untuk membeli apartemen yang pembangunannya belum ferealisasi yakni
diantaranya, yang pertama adalah spekulasi membeli sebelum flaunching dilokasi
yang dipengarubi beberapa hal, misalnya untuk mendapatkan nomor unit tertentu
dan lokasi unit yang menghadap ke arah mata angin tertentu serfa aspek potongan
harga yang menarik yang ditawarkan oleh pihak developer sehingga, pada saal
- launching dan sesudahnya, bila ada calon pembeli yang berminai, harganya sudah
berbeda, sehingga keuntungan yeng dibarapkan dapat terwnjud. Dengan modal
uang muka sebagai tanda jadi, dibelinya beberapa unit dengan fokasi yvang bagus,
kemudian dijual kembali dengan merath kuntungan puluhan juta rupiah dan yang
kedua yaitu tenfunya uniok investasi jangka paniang vakni dengan menyewakan
kembalt unit apartemennya bila pembangunannya sudah terselesatkan tentunya,
kareny harga sewa unit apartemen lebih linggl dari harga sews rumah, dengan
harga jual beli yang sama.

Pemasaran/penjualan  yang dilakukan berdasarkan sistem  off-plan,
membuka peluang bagl para developer pembangunan rumash susun/apartemen,
vang mengakibatkan terjadinya banyak pemassran/penjualan satuan unit
apariemen yang pembangunannya belum terlaksana dimana salsh satunya vang
terjadi pada apartemen X di Kelapa Gading Permai. Perlindungan secars hukum
tentu harus diberikan kepada pembeli/konswmen yang telah telah membayar harga
pembelian satuan-gatuan unit apartemen X yang menjadi objek jual beli
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Sebagaimansa alur dari prinsip jual bell tanah menurut hukum adat yang menjadi
dasar hukum tanah nasional, walaupun pembelifkonsumen satuan unit apartmen X
telah melunasi harga vang telah disepakati, serta telah ditandatanganinya surst
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPIB), belumlah meniadi bukti tentang terjadinya
jual beli atas satuan rumah susun dani developer kepada pembeli/konsumen satuan
unit apartemen X. Terdundanya penandelenganan akta jual beli dihadapan PPAT
yang berwenang, demikian pula pencatatan peralihan hak dalam sertipikat Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susunnya yang dikarenakan belum terbitnya sertipikat
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun azpartemen X, tentunyz menempatkan
pembeli/konsumen aparienien X dalam posisi vang sangat lemah.

Piranti bokum yang melindung: pembeli/konsumen satuan unit apartemen
X, sebenarnya telah terdapat dalam pasal 18 ayat (1) UURS yang menycbutkan
bahwa *rumash susun yang felah selesai dibangun baru dapat dijual setelzh
mendapatkan  izin kelayakan untuk dibuni dat Pemerintah Dzerah yang
bersangkutan.” Dengan adanya ketenfuan tersebut, maka dapat d¢i tegaskan bahwa
rumah susun yang bersangkutan belum dapat dijual bila pembangunannya belum
selesai dan belum mendapat izin laysk huni dari Pemerintah Dacrah setempat.
Apsalagt dengan adanya sanksi pidana bagi para developer yang melanggar
ketentuan pasal 18 ayat (1) tersebut, dimana sanksi itu diatur juga dalam pasal 21
UURS, yang menyebutkan barang siapa yang dengan sengaja melanggar
kefentuan pasal 6, pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana
kurungan paling lewma 1 {satu) tehun atan denda setinggi-lingginya Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah)."®" UURS sudah secara tegas mengatur bahwa
antuk membert perlindungan hukum kepada paraz pembeli satuan rumah susun
baik itu dalam segi keamanan dan kenyamanan maupun dalam segi kepastian akan
terlaksananya pembangunan rumah susun tersebut, maka rumah susun vang telah

selesai dibangum baru dapat di jual untuk di hum setelah mendapat izin layak huni

% Indonesia {a), op.cit, Ps. 21 avat (1).
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dari instansi yang berwenang. Izin layak huni wajib diajukan oleh pihak developer
kepada Pemerintah Daerah setempat setelah menyelesaikan pembangunannya dan
Pemerintah [laerah setempat akan memberikan izin layak huni setelah diadakan
pemenksaan terhadap rumsh sosun yang telah selesai dibangun berdasarkan
persyaratan dan ketentnan perizinan yang felah diberikan, maksudnya adalah
apakah rumah sosun yang telah selesai dibangun itu telah memenuhi persyaratan
teknisnya schingga layak untuk di huni setiap satuan-satuan rumah susunnys. Oleh
sehab itu, dengan adanya pagal 18 ayat (1) UURS tersebut, maka dalam hal ini
mewajibkan pihak developer untuk segera menyelesatkan pembangunan fisik dari
apartemen X tersebut dan memperoleh izin Jayak huni seita memproses penerbitan
sertipikat HMSRS-nya yang kemudian barus diikuti dengan realisasi jual belinya
dengan dilekukannya penandatanganan akta jual beli dihadapan PPAT vang
berwenang sebagal syarat pemindaban hak atas satuan rumah susun menurut
hukum tanah yang berlaku di Indonesia mengingat antara developer dan
pembeli/konsumen telah ada ikatan moral yang tertuang delam surat Perjanjian
Pengikatan Jual Belt (PPJB) atas satuan rurnah gusun pada apartemen X,

Sclain itu, perangkat hukam yang jupa dapat memberi perlindungan
hukum pada para pembeli/konsumen pada apartemen X diantaranya juga termuat
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tuhun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999, yang mulal berlaku 1 (satuw) tahun
sejak di undangkan dan lebih dikenal dengan UUPK. Perlindungan konsumen ita
sendiri adalgh segala upaya yang meniamin kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen yang dalam hal ini adalah pembeli satuan-satuan
unit apartemen X vang pembangunannya terhambat. Secara umum, salah satu hak
dasar yang dimilki oleh konsumen yang diakui oleh intermasional, adalah hak
untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang/jasa (the right to be informed), dan hsk kosumen tersebut
merepakan kewsliban bagi para pelaku usaha sesuai dengan yang telah diatur
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dalam UUPK. Hak tersebut diatur dalam pasal 4 huruf ¢ UUPK,™ juncto pasat 7
huruf b UUPK, yang artinya setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen
harus disertai informasi yang benar dan jelas agar konsumen tidak mempunyai
gambaran yang kelitu atas produk barang/iasa yang ditawarkan oleh peniual,
Informasi itu dapat disamipaikan oleh penjual dengan berbagai cara seperti secara
lisan kepada konsumen, atau;,;ma melalui berbagal iklan diberbagai media'™
Seringkali calon pembeli satan unit apartemen khususnya pembelikonsumen
satuan unit pada apartemen X, pada saat memesan, hanya menanyakan apa yang
ada dalam brosur, seperti lokasi, spesifikasi, atau banya menanyakan harga jual
dan diskon. Jarang sekali menanyakan hak dan kewajibannya dalam perianjian,
vang mungkin karena memang belum diperithatkan oleh developer kepada calon
pembeli satuan unit pada apartemen X. Padahal sebetulnya adalah hak dari calon
pembeli/konsumen satuan unit pada sparfemen X unfuk mengetahui segala
- informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dirinya dan bagi
pihak developer selalu penjual, termasuk sepala perizinan vang telah dipercieh
pihak developer vang berkaitan dengan proyek pembangunan apartemen X
sebelum membayar aten menandatangani surat pesasan. Paling tidak untuk
sekedar mengetahul sudah sejauh apa syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh pihak
developer dalam rangka pembangunan apartemen X tersebut sehingga dapat
menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan untek membeli satuan-satuan
unitnya. Dalam surat pesanan tersebut ada klusula baliwa bila konsumen tidak
menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Belf {PPIB) scsuai jadwal, maka vang
pesanan fbooking fee} akan hilang/hangus. Padahal ketika menjelaskan pada saat
laynching, developer atan agen pemasarannya tidak pernab menginformasikan

untuk memperiihatkan drafi atan format surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli

' Indanesia {g), Undang-Undang tentang Pertindungen Konsumen, UU No. B Tehun 1999, LN

Na. 42 Tahun 1999, TL.K No. 3281, Ps. 4 hwruf (c).

¥ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 3, {(Jakarta : Penerbit PT Grasindo, 20063,

hlm.24.

Universitas indonesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



&5

(PPIB) tersebut yang sebenarnya draji atau format Perjanjian Pengikatan Jual Beh
{(PPIB} tersebui bukan merupaken suata format perianjian standar vang tidak
dapat diutak-utik, melainkan asas perikatan kita adalah terbuka dan bebas, yaitu
para pihak bebas menctukan isi atau materi yang diperianjikan bersama-sama, agal
saja tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilazn dan ketertiban
umum,'®

Selain mengenai hak pembeli/konstimen satoan unit aparternen X untuk
mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur dani developer, pasal 9 UUPK,
mengatakan bahwa pelaku usshz dilarang menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan suatu barang dan/atau jesa secara tidak benar, danfatau seolsh-olah
menggunakan kata-kate yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahava, tidak
mengandung resiko tanpa keterangan yang lengkap dan dilarang menawarkan
sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti*w schingga dalam bal ini,
tentunya developer apartemen X seharusnya tidak boleh menawarkan satuan-
satuan unit apartemen X melaloi promosi secara berlebih-lebihan yang seolah-olah
tidak ada resike dan mengandung janjl yang belum pasti sementara penerbitan
sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun serta penandatangan akfa jual beli
nya dihadapan PPAT sebagal bukti pemindaban hak atas satuan rumah susun
belum dapat dipastikan waktunya, bahkan pada saat dipasarkan, izin mendirikan
bangunanmya vyang menjadi syarat  administratif untuk  melaksanaken
pembangunan aparternen X belum pun diketahui dengan pasti kapan dapat

diperolehnya dan di lain sisi, developer apartermnen X dalam melakukan promosi,

selaly mengobral janji-janjl vang menggiurkan sebagaimana vang sering
dilakukan oleh para developer-developer lain pada umumnya dalam
mempromosikan properti yang dipasarkannya, yang mana janji-janjl yang
dilontarkan sebelumnya cenderupg beriolak belakang dengan kenyataannva

¥ prwin Kallo, op. ¢it., lm.53,

' tndonesia (g), op. cit., Ps. 9 buruf (§) dan (k).
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dikemudian hari. Hal-hal tersebut tentunya dapat dianggap berientangan dengan
UUPK yang melarang pelako usaha untuk mengobral janji-lanji yang sifatnya
belum pasti,

Dalam UUPK terdapat lagi satm pasal yang jelas-jelas melindungi
pembeli/konsurnen satuan unit apartemen X yakni dalam pasal 16 huruf (a) dan
(b), yang berbunyi :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang danfatan jasa melalui pesanan

dilarang untuk ;

a. Tidak menepati pesapan dan/atan kesepakatan waktu penyelesaian
sesual dengan yang dijanjikan;

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.''’

Dengan demikian, mengingat developer dari pembangunan apariemen X yang

dalarm menawarkan satuan-gatuan unityya melalul pemesanan, sehingga dan apa

yang dikatakan oleh pasal 16 huruf (3} dan (b) UUPK tersebut, dapat disimpulkan
‘bahwa PT. AAA, selaku developer dart apartemen X fidak menepati kesepakatan
waktu penyelesaian yang telah disepakati dalam surat Perjaryian Pengikatan Jual
Beli (PPJB) yang menyebutkan bahwa satuan rumsh susun pada apartemen X
akan digserabkan olgh pibak developer kepada pembeli/Konsumen satuan unit
apartemnen X dalam waktu 24 {duapuluh empat) bulan terhitung sejak
ditandatanganinya surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (FPIB). Penyerahan
terscbut scharusnya telah dilaksanakan oleh PT, AAA selsku developer apartemen
X pada tahun 1998, mengingat scbagian besar dari surat Perjanjisan Pengikatan
Jual Beli (PPIB) tersebut ditandatangani oleh pembeli dengan pihak developer
pada tahun 1996, selain ifu devefoper juga tidak melaksanakan suate
kewajihan/prestasi scbagaimana yang telah disepakati oleh kedua belsh pihak

" Indonesia (g), /id., Ps.16 huraf (a) don (b},
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yaknt pihak pembeli/konsumen satuan unit apartemen X wajib membayar harga
jual satuan unit aparternen X dan pihak developer wajib untuk melaksanakan suatu
prestasi yakni dengan menyelesaikan pembangunan romah swsunnya dan
kemudian menyerahkan barangnya (satuan-satuan unitttya) yang tclah dipesan
sebagaimana telah diperjanjikan,

Selain UUPK, bila dilihat dari isi perianiian yang terfuang dalam surat
Perjanjian Pengikatan ual Beli (PPIB} vang dibuat dan ditandatangani oleh pihak
developer pembangunan apartemen X dan para pembelikonsumen, maka
perlindungan  hokum  terhadap pembelikonsumen satuan-satuan nnit pada
aparternen X juga terdapat dalam pasal 1239 Kitab undang Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk wethoek) yang telah mengatur mengenai wanprestast atau
cidera janji dimana pihak yang melakukan ingkar janji atas apa yang telah menjadi
kewajtbannya, wajib untuk memberikan penggantian biays, kerugian dan bunga.
Dalam hal ini, PT. AAA, scleku developer dari apartemen X (elah melakekan
ingkar janji- atau wanprestasi; dimsna PT. AAA ftidak dapat memenuhi
kewajibannya atau prestasinya kepada pembeli/konsumen satuan-satuan unit
spartemen X yakni menyelesaikan pembangunannya yang harus diikati dengan
penyerahan satuan-satuan unitnya kepada para pembeli/konsumen pada batas
waktu tertentu sebagaimana telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang
ditvangkan dalamy surat Perjanifan Pengikatan Jual Beh (PPIB). Walaupun dalam
surat Perjanjian Pengikatan J ual Beli {PPIB) tersebut tidak discbutkan secara tegas
bahwa PT. AAA selaku developer wajib untuk menyelesaikan pembangunan
_apartemen X, namun dengan adanya Klausula yang mengatur kewajiban developer
yaitt mengenai batas waktu penyerahan satuan unit apartemen X dari developer
kepada pembeli/konsumen, maka dapat diattikan babwa menurut kebiasaan dan
kepatutan dalam praktek jual beli properti, sudah selazimnya dan sepatutnya
pembangunan apariemen X diselesatkan oleh PT. AAA sclaku developer
mengingat jual beli secara gff-plan vang dilalmkan antara developer apartemen X

dan pembeli/konsumen yang dalam implementasinya dituangkan dalam bentuk
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surat Pengikatan Jual Beli (PPIB) sesungguhnya tidak hanya mengikat untuk hal-
hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang
menurut sifal persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang sebagaimana hal vang demikian diatur dalam pasal 1339 Kitab wrdung-
Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, surat Pengikatan Jual Beli (PPIB)
yang dibuat antara PT. AAA sclaku developer apartemen X dengan
pembeli/konsumen yang memperjanjikan jual beli satuan anit pada apartemen X
secara pesan lebih dahulu, dimens penyershan satuan-satuan unitmya akan
dilaksanakan oleh developer dalam waktn tertentu sebagaimana yang telah
diperjanjikan, selain harus mengikat mengenai segala sesustu yang menurut sifat
persetujuan diharuskan oleh kebiasaan atan kepatutan harus juga tunduk kepada
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985
tenfong Rumah Susun, Undang-Undang Nomor & Tahun 199% (entang
- Perlindungan Konsumen maupun ketentuan yang dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang  Hulum Perdata (Burgerlijk Wethoek), schingpa pelanggaran afas’

ketentuan dalam undang-undang dapat menjadi dasar untuk digjukan tuntutan bagi
yang pihak yang melanggamya,

Dalam hal ini, sengketa yvang terjadi aniara konsumen apartemen X dan
pihak developer dapat dikategorikan scbagai sengketa konsumen yang artinya
adalah sengketa yang berkenaan dengan pelangparan halk-hak konsumen.
Lingkupnya mencakup semua segi hukurn, baik keperdataan, pidana, maupun
masalah tata usaha negara. Proses beracara dalam penyelesaian sengketa
konstmen itu diatur dalam UUPK. Karenz UUPK ini hanya mengatur beberapa
pasal ketentuan beracara, maka secara umum peraturan hukum acara seperti dalam
Herziene Indonesische Reglement (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, tetap beclake hal int diperkuat dengan ketentuan pasal 48 UUPK
yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pesgadilan
mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Namun dalam

sengketa yang terjadi pada apartemen X ini, bilamana para pihsX hendak

Universitas Indonesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



39

memperkarakan sengketa tersebut, maka yang berlaku adalah proses beracera
arbitrase yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 51 U/ Ne 30 Tahun
1999 rentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Senghketa karena sebagaimana
telah diperjanjikan dalam surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), bahwa
bilamana terjadi perselisihan dan sengketa, maka para pibak dalam hal ini telah
sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional
Indonesia {BANID.

Menurut UUPK, dalam penyelesaian sengketa konsumen, saiak semula
para pihak yang berselisih khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan
menyelesaikan sengketa itu melalui peradiian umum, atau kensnmen juga dapat
memtilih jalan penyelesaian di Juar pengadilan. Hal tersebut tercermin dalam pasal
45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa sefiap konsumen yang dirugikan dapat
menggugat pelaku usaha melalui lembaga vang bertugas menyelesaikan sengketa
antara konsumen dan pelaku unssha staus melalui peradilan yang berada &
lingkungan peradilan umum. Xetentuan ayat berikutnya menpatakan bahwa
penyelesaian sengketa konswmen dapat ditempuh melaiud pengadilan atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pthak yang bersengketa. Sehingga
dengan demikian, kata “sukarela” hars diartiken sebagai piliban para pihak, baik
sendiri maupun bersama-sama untuk menempuh jalan penyelesaian dif pengadilan
atau di luar pengadilan, oleh karena upaya perdamaian df antara mereka gagal atau
sejak semula mereka tidak mau menempuh alternatif perdamaian.’? Dalam suate
kasus perdata, pihak konsumen vang diberl hak untuk mengajukan pgugatan
menurut pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK, antara lain adalah sckelompok
konsumen yang mempuryai kepentingan yang sama dapat mengajukan gugatan
atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelake usaha. Dalam penjelasan pasal 44
menyebutkan gugatan kelompok ini dengan istilah olass acfion, tetapi berdasarkan
ketentuan pasal 40 ayat (2} UUPK, gugatan secara class action harus digjukan ke

Y2 gidharta, op. cif., him. {68,
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peradilan umurn, sehinggs dalam sengketa yang terjadi pads apartemen X, karena
para pihak telah memperjaniikan bshwa setiap sengketa yang timbul akan
diselesaikan melalul forum arbitrase, maka dalam hal mi tidak dikenal istilak
gugatan secara class ackion namun, walaupun demikian, sesama konsumen
apartemen X yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan secara bersama-sama
dengan menunjuk seseorang atau salah scorang diantara mercka sebagai wakil
bersama dengan suatu surat kuasa khusus yang kemudian tuntutan tersebit
diajukan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI).

Untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, sebepamya UUPK juga
telah memberi jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar
pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan imi dapat di interpretasikan adalah
upaya perdamaian diantara mereka, atau juga termasuk penyelesaian melalui

- arbitrase yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara non
-Iitigast (out of court dispute settlement) karena menyangkut penyelesaian sengketa
diluar lembaga peradilan atas dasar kesukarclaan pave pihak yang didasarkan pada

~itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan
Negeri.'* Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANJ), adalsh suatu badan yang
dibentuk oleh pemerintah guna penegakan hukum di Indonesia dalam
menyelesatkan sengketa diluar pengadilan melalui arhitrase yang bertindak secara

otonom dan independen. Selain melalui BANI, penvelesaian sengketa diluer
pengadilan dapat juga dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSE) yang dibentuk oleh pemarintah di Daerah Tingkat I untuk penyelesaian
sengketa konsumen di luar pengadilan. Namun perlu  diketahui babwa
kewenangan BPSK itu sendiri sangat terbatas karena lingkup sengketa yang

berhak difanganinya hanya mencakep pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan

Y3 Tin Zuraida, Prinsip Eksohusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Teori dan Praktek
yang Berkembung), cei. !, {Sorabaya : Penerbit PT. Wastu Lanas Grafika, 2009), him.3.
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dengan pasal 19 ayal (2) UUPK, pasal 20 UUPK, pasal 25 UUPK, pasal 26
{,}{,}PK.]H

Qleh Karena dalam surat Peganjian Pengikatan Jual Beli (PPIB) yang
dibuat antara pihak developer dengan para pembelikonsumen telah disepakati
mengenai penyelesaian setiap sengketa yang teriadi melalui arbitrase, maka para
pembeli’konsumen pada apartemen X tidak dapat melakukan penyelesaian
sengketa ind melalui BPSK ataupun melalui peradilan emum karena, scbagaimana
distur dalarn pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tchun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengheta yang berbunyi bahwa “Pengadilan Negeni
tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam
perjanjian arbitrase,”'”® maka dengan demikian para pembeliZkonsumen dapat
Iangsung menuntut pihak developer melalui BANI secara bersama-sarma yang
dilakukan dengan pemberian kuasa kepada scsorang ataw salah seorsag dari
mereka sebagai wakil bersama dengan tujuan agar lebih memperkuat mengenai
apa yang di tuntut karena dalam hal ini mereka mempunyai kepentingan yang
sama dan selain tu, juga dapat meringankan beban masing-masing
pembeli/konsumen dalam hal biaya vang harus dikeluarkan untuk proses
pengurusan penyslesaian sengketa terssbut.

Sclain dari pada perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh undang-
undang kepada pembeli’konsumen pada apariemen X, sebenamya  surat
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPIB) yang telah ditandatangant vleh pihak
developer dan pembel/konsumen formgtnys juga tidak mengikuti pedoman
perikatan jual beli satuan rumab susun sebagaunana telah dirumuskan dalam 5K.
MENPERA. Dalam surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPIB)} pada aparternen
X, yang salah satunya tidak menpgikufi Pedoman Perikatan Jual Reli Satuan
Rumah Susun yang telsh dirnmuskan dalam SK. MENPERA, yaite dalam hal

U Sidharta, 164, 5im.176.

" Indonesia (h), Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU

No, 30 Tahur 1592, LN No, 138 Tahun 1999, TEN No. 3872, Ps. 3,
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tidak adanya klausula mengenai kewajiban pihak developer yang mewajibkan
developer untuk “menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umum dan
fasilitas sosial secara sempurna pada tanggal yang ditetapkan dan jika developer
belum dapat menyclesaikan pembangunan tersebut dalam jangka wakts 120
(seratus duapuluh) hari kalender yang dihitung sejak tanggal rencana penyerahan
rumah susun tersebut namun apabila temyata masth tidak terlaksana sama sekali
meka perikatan jusl beli batal demi hukum dan kebatalan ini tdak perlu
dibuktikan atau dimintakan Keputusan Pengadilen atau Badan Arbitrase tetapi
kepada pthak developer diwajibkan mengembalikan pembayaran vang yang telah
diterima dari pombeli ditambah denda dan bunga setiap bulannya sesuai dengan
suku bunga bank vyang beriakn.” Dalam surat Peganjian Pengikatan Jual Beli
{(PPIB} yang ditandatangani oleh developer dan pembelikonsumen pada
-~ apartemen X, henya menyebutkan mengenai besamya denda yang wajib
dibayatkan oleh pihak developer kepada pembeli’konsumen apabila terjadi

keterlaribatdn penverahan satuan mumah susan yang melebihi 90 (sembilanpuluh) -

hari, namun disana tidak disebutkan/dicantumkan mengenai bahwa bila dalam
jangka waktu 120 (seratus duapuluh) hari kalender vang dihitung sejak tanggal
rencana penyeraban satuan nunah susun tersebut ternyata masth tidak terlaksana
sama sekali, maka surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut batal
demt hukum yang mana kebatalan tersebut mengakibatkan pibak developer wajib
untuk  mengembalikan  pembayaran vuang yang telah  diferima  dari
pembeli/konsumen tentunya ditambah denda dan bunga sesuat dengan suku bunga
bank yang berlaku, Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa sebenamyz hal
ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan pembeli/konsumen satuan-
satuan unit pada apartemen X mengenai posisinya sebagai pihak dalam seatu
penanjian vang dalam sistermn hukum kita dikenal dengan adanyva asas kebebasan
berkontrak yakni masing-masing pihak bebas meperjanjikan apapun dan
menggunakan hak {awamya guna fercapainya kata sepakat asalkan tak
bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilzan, dan undang-undang
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sebagaimana telah dirvmuskan dalam pasal 1338 Kited Undang-Undang Hukum
Ferdata, sehingea dengan demikian hal ini dapat dikatakan menjadi salah satu
faictor penyebab lemahnya posisi pembelikonsumen karena jika saja klausul
tersebut dimasukkan dalam draff atau format surat Perjanjian Pengikaten Jual Beli
{FPJIB) satuan ruinah susun pada apatiemen X, mungkin keadaannya akan menjadi
berbeda.

2.3.3 Bagaimana penyelesaian masslah dan tangpung jawab developer terthadap
para pembeli satuan unit Apartemen X yang telab membayar, baik itu
secara tunal ataupun secara angsuran?

Penghentian proses pembangunan apartemen X, di Kelapa Gading,
menimbulkan kerugian yang amat terasa oleh pembelikonsumen yang felah
‘mentbeli satuan-satuan unit pada apartemen X khususnya bagi pembeli/konsumen
yang telah membayar secara tunai dan lunas, vang tentunya sama sekali tidak
mendatangkan nilai investasi seperti yang . diharapkan sebelumnya,  dan
pembeli/konswmen yang membayar dengan cara angsuran terpaksa harus
menghentikan angstrannya, karens fidak eda kepastian dari PT. AAA selaku
developer mengenzi wakte penyelesaian pembangunan aparternen X, meskipun
sebagian besar dari mercka telah mengangsur sampai dengan 30% (tigapuluh
persen). Dalam keadaan yang demikian, para pembelikonsumen dilanda
kepanikan yang luar biasa, mereka berkali-kali telab mencoba untuk mendapatkan
kepastian mengenai penyclesatan pembangunan apartemen X dan penyerzhan
satuan-satuan unitnya dart PT. AAA selaku developer dari apartemen X namun,
pare. pembeii/konsimen tersebut iidal:: mendapatkan )awaban yang memuaskan
dari pthak developer.

Posisi pembeli/konsumen satuan unit pada apartemen X sebenarnya tidak
demikian lemahnya jika pembeli/konsumen satuan unit pada apartemen X
menyadari  dan maw menegakkan hak-haknya, posisi mereka sebagai

pembeli/konsumen malah sangat kuat. Apalagi jtkalaw mau menggalang kekuatan
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sssama  pembeli/konsumen, maka posisinya bisa semakin kuat. Hal i
dikarenakan pada umumnya perusahaan penyelenggara pembangunan {developer)
khususnya developer rumab susun dalarmn hal ini, sangat tergantung pada
konsumen. Sebab developer telah mengeluarkan biaya yang besar untuk perizinan,
pembsbasan lahan, pembangunan, pemasaran dan lsin-Jainnyva, ''® Apalagi jika
untuk semua keperluan tersebut developer menggunakan dana perbankan, maka
biaya bunganya tentulah tidak sedikit. Dalam kondisi demikian, jika developer
beritikad batk pada pembeli/konsumen dan pembelifkonsumen bereaksi keras,
apalagi bersama-sams, maka hal ini jelas sangat merepotkan developer baik secara
materiil maupun non maferiil, Oleh sebab itm hal ini hendaknya menjadi
pertimbangan bagi pembelikonsumen untok memperkuat posisi tawarnya.''?
Namun dalam kasus yang terjadi, yakni terharnbatnya pembangunan apartemen X
di Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, salah satu alasan mengapa para

pembeli/konsumen tidak mengajukan tuntutan atas masalah ini, karena menuruf

mereka, mengingat penyelesaian masalab/untutan/sengketa di Indonesia batk itu -

melalut lembaga peradilan maupun melaiui forum penyelesaian sengketa diluar
pengadilan seperti meialul arbitrase, pada prakteknya masth terkesan mahal, lama
dan cukup berbelit atau dengan kata lain, belum memenuld asas-asas sister
penyelesaian sengketa yang baik yaitu murah, mudah dan cepat. Padahal alternatif
penyelesatan sengketa melalui arbitrase schenamya berkacsktenstik cepat, ofisien,
tuntas dan keputusannya bersifat final karenz menganut prinsip win-win selution,
namun mungkin karena masih minimnya pengetahuan para pembeliZkonsumen
mengenai hal itu, sehingga pada hakekatmya mereka tidak sependapat dengan hal
tersebut. Menurat para pembeli/konsumen, hal ite dapat dilihat dari segi cost, risk,
and benefit-nya, apaiagi harga satuan-satuan unit apartemen X yang di jual banya
berkisar sekitar Rp 150.000.000,- (seratus Iimapuluh jute rupiah) sampai dengan

Y firwin Kallo, op. cit, him.48.

1 Erwin Kallo, fhid
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Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah} saja, bisa-bisa hanya habis di ongkos
pengurusan saja. Belum lagi stresnya memikirkan masaleh tersebut vang bisa
menghabiskan waktu bertahun-tahun hinggz mendapatkan putusan yang bersifat
finai dan mengikat.

Pembeli/konsumen satuan-satuan unit pada apartemen X selalu mencoba
berbagai upaya-upaya negosiasi secara musyawarah dengan pihak developer
pamun selalu menemukan jalan buntu karena pihek developer mengklaim bahwa
faktor utama penyebab terhentinya pembangunan apartemen X dikarenakan
adanya krigis ekonomi yang tak terduga yang menimpa bangsa Indonesia secara
keseluruhan yang memang menghancurkan dunia usaha di Indonesia secara umum
dan menyeluruh, khususnya pada pemsahaan-pemsaha%n yang arus perputaran
nangnya berkaitan dengan nilai kurs mata uang asing yang mengalami inviasi
yang sangai signifikan vang salah satunya adalah PT. AAA selaku developer dan
pemnbangunan spartemen X, Selain itu, kebijakan pemerintah dalam bidang
mongter yaite dengan di likuidasinya Bank vang dikelola oleh PT. AAA, secara
tidak langsung jugs memang berdampak pada kondisi kevangan PT. AAA,
schingga menyebabkan PT. AAA fidak depat melakukan kewasjibannya atau
memenuhi prestasinya untuk menyelesaikan pembangunan apartemen X

Selama 8 (delapan} tahun pembangunan apartemen X terhent] dan selama
ifu pula tidak ada solust yang tepat untuk menyelesaikan pembangunan itu, pamun
PT. AAA, walau bagaimanapan telap berjanji kepada para pembeli/konsumen
dengan beritikad baik untuk memenuhi prestasinya, deagan dasar pertimbangan
utamaz yaitu melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan apartemen X dan
menyerahkan satuan-satuan unitnya kepada para pembelikonsumen yang telah
membayar baik itu secara tunal maupun secara angsuran scbagaimana hal tersebut
juga telah ditentukan daiam pasal 1338 Kiteb Undang-Undang Hukum Perdata
bahiwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Seiring dengan berjalannya
waktu, secara internal perusahaan, ada 2 (dua} pilihan solusi untuk memecahkan

permasatahan tersebut, yakni :
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1. Pengembalian uvang kepada para pembeli/konsumen sejumlah yang telah
mercka bayarkan untuk satuan-satuan unit pada apariemen X atau %
{setengah) dari jumlah yang telah dibayarkan untuk satuan-satuan umit
pada apartemen X, namun sctelah pengembalian uang pada para
pembeli/konsumen  tersebut  dilakukan, pembangunan apartemen X
mustahil untuk dilanjutkan ; atau

2. Mendatangkan investor baru yang mempunyai kredibilitas batk dan
mempunyai kapasitas yang mencukupi dalam hal pendanagn untuk
melanjutkan pembangunan apartemen X yang telah mencapai 50%
{limapuluh persen) pembangunan.

Setelah melalni perundingan-perundingan yang dilakukan secara intemzal antara
PT. AAA dan pihak-pihak vang ferkait, maka pilihan solusi pada poin yang
pertama diatas tidak memungkinkan, karena menurut perhitungan asset dan
kevangan yang dimiliki oleh PT, AAA, sangat tidak memungkinkan untuk
mengembalikan semnua uang para pembeli/konsumen yang telah membayar atas
satuan-satian unit pada spartemen X, Sehingpa PT. AAA memilih aiternatif solusi
yang kedua yakni dengan menggandeng investor lain yang mempunyai reputasi
baik dan berkapasitas dalam hal dana uniuk melanjutken dan menyelesaikan
pembangunan apartemen X yang sempat terhenti sclama 8 {delapan) tahun
Namun upaya untuk mendatangkan/menggandeng invester lain yang mempunyal
kapasitas dalam hal dana, tidaklah mudah mengingat kondisi perekonomian
Indonesia yang behun selurubnya stabil, sehingga diperlukan wakin yang cukup
Jlama untuk mewujudkan hal tersebut.

Seiring dengan dengan bergulimya wakiu dan rmulal pulihnya kondisi
perekonomiar di Indonesia secara berangsur-angser, pada sekitar awal tahun
2003, upaya tersebiut mencapai keberhasilan dengan masuknya investor baru yang
berminat untuk mendanai pembangunan apartemen X hingga selesai. Investor
baru tersebuf adalah PT. CCC, yang juga bergerak dalam bidang properti dan
mempunyzai reputasi yang cukup baik, Dengan masuknya PT, CCC sebagai

Universitas Indonesla

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



97

penyuntik dana untuk penyelesaian pembangunan apartemen X, PT. AAA secara
finansial juga mulai pulih dan membaik sehingga sejalan denpan hal tersebut,
terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam persercan terbatas PT.
AAA tersebut, yakni antars lain perubshan angpota Direksi dan Komisaris
persercan serta perubahan nama persercan yang semula bernama PT. AAA.
diubah menjadi PT. YYY berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT, AAA tertanggal 4 Pebruari 2005 dengan agenda perubahan
direksi dan komisaris perseroan dan perubahan nama perseroan. Perubahan nama
perseroan $ersebut dilakukan karena nama PT. AAA dianggap sudah tercemar
dikalangan masyarakat karena merupakan salah satu devgloper yang terkena
dampsak krisis moneter yang cukup parah sehingga, mengingat masth ada sekifar
40% (empatpuluh persen) unit-unit apartemen X yang masih belum terjual maka
untuk mengubah pmdmgan dan memuliikan kepercayaan muasyarakat maka, PT.
AAA, berganti nama menjadi P¥. YYY dan bersamaan dengan berubahnya nama
PT. AAA menjadi PT. YYY, maks sistern management perusahaan dalam PT.
YYY yang lama dirubah  dengan sistem management yang baru yang disesuaikan
dengan kondisi ckonomi saat ini. Seielah sepakatl mengenai beberapa hal baik
dalam hal kerjasama operasional maupun dalam hal pendanaan, maka PT. YYY
bersama-same - dengan PT. CCC mulai melakukan  kelanjutan  kegiatan
pembangunan apartemen X yang sempat terhambat selama 8 (delapan} tahun dan
schubungan dengan itu, apariemen yang dahulu bemama Apartemen Y™ dirubah
pamanyz menjadi Apartemen “X” hinggs saat ini.

Walupun pembangunannya dapat dilanjutkan, namun permasalahan tidak
sclesai sampai disitu saja, yang menjadi permasalahan baru adalah bahwa dengan
kondisi perekonomian yang berbeda saat ini, tentunya semnua bahan baku yang
akan dipakal untuk kelanjutan kegiatan pembangunan apartemen X telah
mengalarmi kenaikan yang sangat signifikan dan selain itu, bargs pasar atas satuan
unif apartemen X tentunya sudah berbeda dengan harga pasar 8 {delapan} tahun
yang lalu serta mengingat nila) tukar ropiah terhadap kurs mata vang asing yang
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sudah jauh meningkat berbanding 8 (delapan) tahun yang lalu. Hal tersebut cukup
membingungkan pihak developer khususnya PT. CCC vang dalam hal ini tenfunya
berminat untuk bekerjasamia dengan PT. YY'Y dengan harapan akan mendapatkan
benefit maupun pihak pembeli/konsumen yang telah sepakat dan membayar
dengan harga sejumiah yang telah discpakati 8 (delapan) tahun lelu berdasarkan
surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) vang dahulu pemnah dibuat antara
developer dan para pembeli/konsumen, Atas dasar pertimbangan tersebut, PT.
YYY dan PT. CCC selaku pihak developer sepakat untuk mengeluarkan
pernyataan kepada para pembelikonsumen yang telah membayar harga atas
pembelian satuan-satuan unit pada apartemen X, vaitn bahwz bagi para
pembeli/konsumen vang telah membayar harga atas pembelian satuan unit pada
apartemen X, batk itu yang membayar secara tunai Inaupun Secara angsuran,
d},wajibkan untuk menandatangani addendum/tambaban atas surat Peganjian
Pengikatan Jual Beli (PPIB) yang telah mercka tandatangani sebelumnya dengan
PT. AAA, dimana isi dart addendum tersebut pada umurmmnya adalaht perubahan
mengenat harga jual atas satuap-satuan unit pada apartemen X yang telah
- disepakati sebelumnya dirmbah untuk disesuaikan dengan nilai tukar kurs mata
vang asing vang berlaku pada saat ini dan disssuaikan berdasarkan pasaran harga
jual vang beriaku pada saat ini serta perubshan mengenal tata cara pembayaran
yang baru. Harga jual vang dirubah cukup signifikan dengan kenatkan lebih dari
100% (seratus persen) dari kesepakatan harga jual pada awalnya. Hal ini tentunya
menimbulkan pro dan kentra dikalangan para pembelifkonsumen, ada yang setuju
dengan pemyataan yang diutarakan oleh pihak developer namun tidak sedikit
yang vang menentanpnya, Bagt pembeli/konsumen yang keberatan akan kebijakan
tersebut, pihak developgr memberkan kebijakan lain yakni memberikan
penawaran bahwa dengan kesepakatan harga jual yang sama seperil harga jual
yang awal, pembel/konsumen ditawarkan untuk piodah lokasi/fupit lain yang
tentunya spesifikasinya disesuaikan denigan kesepakatan harga awal. Dengan kata

lain, unit dengan ¢pesifikasi yang cukup lvas yang telah dipesan oleh
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pembeli/konsumen depgan kesepakatan harga awal, barus dipindah lokasikan ke
unit yang lebih kecil ukurannya agar kesepakatan harga awal tidak berubah dan
pembelikonsumen yang bersangkutan tidak perlu melakukan penyesuaian harga
yang baru yang tentunya meningkat cukup signifikan.

Mengingat permasaiahan yang tefah cukup lama tidak ada jalan keluar dan
tak terselesaikan, sekarang dengan dilanjutkannya kembali pembangunan
apartemen X vang sempat terhenti sekian Iamanya, bagaimanapun, atas
permasalahan ini dianggap felash menemukan Htk terang walaupun pihak
pembeli/konsumen fidak mendapatkan seperti apa yang mercka harapkan
sebelumnya, Flampir seluruh dari pembelikonsumen satuan-satuan unit pada
apartemen X, kini sepakat untuk menandatangani addendum atas surat Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJR) baik iiu mengenai perubahan kesepakatan harga jual
dan tata cara pembayaran yang baru, maupun mengenal pindabnya lokasi unit dari
unit yang ukurannya cukup luas ke lokasi unit yang ukurannya Iebik kecil
Adapun pertimbangan-pertimbangan pembeli/konsumen yailu bahwa lebih baik
mendapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pada tidak mendapatkan
apapun sama sekali dan mengalami kerugian materiil. Schingga denpan demikian,
masalah imi dapat dikatakan terselesaikan dengan adanya perdamatan antara pihak
developer dengan para pembelikonsumen, Kini pembangunan apartemen X telah
selesal hingga tahap akhir dan sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Svsun
{(HMSRS) pada apartemen X telah terbit pada awal tahun 2009, namun semunanya
masth atas nama PT. YYY selaku developer dan schubungan dengan hal tersebut,
penandatanganan akta jual belinya dari developer kepada para pembeli/konsumen
juga scbagian besar telah dilakuken dihadapan PPAT yang berwenang vang
diikuti dengan pendaftaran peralihan haknya (dard nama devefoper selaku penjual
ke nama pembeli satuan unit pads apartemen X) pada Kaator Perfanzhan
Kotamadya Jakarta Utara dan setelah pencatatan peralihan haknya selesal, maka
sertipikat HMSRS pada apartemen Y disershkan kepada pemilik satuan unit
apartemen Y yang namanya telah tercatat sebagai pemilik yang baru,

Universitas donesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



168

Dengan melihat cara penyelesaian dari masalab tersebut di atas, maka
menurat hemat peneliti, para pembeli/konsumen seharusnya berhak ontuk fidak
menandatangani addendum surat Perjanjian Pengikatan Jual Beh (PPIB) tersebut
yang isinya dapat dikatakan tetap merugikan pihak pembeli/konsumen secara
materiil. Sehingga dengan demikian, seharusnya para pembeli/konsumen bersikap
Iebih kompak dengan menggalang kekuatan sesama pembelikonsumen yang
dalam hal ini mempunyai kepentingan yang sama yaitu sebagai pihak yang
dirugikan oleh pelaku usaha untuk mengajukan perkara tersebut gecara bersama-
sama melalii BANI sebagaimana telah dipenangikan dengan cara menunjuk
seseorang sebagai wakil bersama. Bila hal tersebut dilakukan, maka diharapkan
selain dapat lebih memperkuat apa yang dituntut {(mengingat pihak yang diragikan
begumlah  lebih dari satu pibak), juga dapat lebih meringaskan para
pembeiifi:arzsu;rlen dalam hal biaya yang harus di keluarkan ustuk proses
penyelesaian sengketa tersebut karena bhiaya dimaksud dapat dipikul secara
bersama-sama. apalagi biaya yang harus dikeluarkan dalam penyelessian sspgketa
melalui BANI sebenarnya tidak semahal biaya yeng harus dikeluarkan bila
diproses melalui peradilan umum. Hal-hal yang demikian, tidak pernah terfikirkan
oleh para pembeli/konsumen pada apartemen X, karena selain ketidak kompakan
antar sesama konsumen, jugs karena mayoritas danl mereka masih sangat awam
dalam pengetahuannya mengenal perihal-perihal hukuny di Indonesia. Di lain sisi,
apabila pambeli’konsumen pada gpartemen X memperkarakan masalah tersebut,
maka hal itu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangaii bagi para developer-
developer lainnya yang khususnya bergerak dalam bidsng pembangunan rumah
susun  agar dalam melakukan pemasaran atas salvan rumah susun yang
dibangunnya, tidak bertindak berlebiban dalam melakukan promosi-promosinya
dan lebih berhati-hati dalam memperiakukan konsumennya serta jangan
menjadikan surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPIB) sebapai dasar

pemindahan hak atas satuan rumah susun.
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BAB 3
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1.

Sistem  pemasaran/penjualan  secara off plan dimana rumah  susun yang
bersangkutan belum selesai dibangun atau belum sama sekall dibangun, boleh
dilakukan menurut sistemn hukum tanab yang berlaku di Indonesia, karena sistem
penjualan secara off-plan yang memungkinkan adanya jual beli secara pesan iebih
dahulu sifatnya hanva sebagai “perjaniian jual beli pendahuluan™ vang terfuang
dalam svaty Perjanjien Pengikatan Jual Beli (PPIB) sedangkan pemindahan
haknya baru terjadi pada saast ditandatanganinya akta jual belinya dihadapan
PPAT yang diikuti dengan penyerahan yuridisnya setelah pembangunan rumah
susun yang bersangkutan selesai dibangno dan bersertipikat. Dengan demikian
prinsip jual beli tanah menurat kukum tansh nasional tetap terpenuhi sehingga hal
tersebut tidak bertentangan dengan ketentvan khukum fanah vang berlaku 8i
Indonesia. Surat Peoganjian Pengikatan Jual Beli (PPIB) pendahuluan yang
dimaksud di sini hanyalah bersifat sebagai suatu “perianjian pendahuluan”
sebagaimana dimeksud dalam buke I Kited Undang-Undang Hukum Perdata
mengenal perikatan dan peranjian bukan ditafsickan  sebagai “jugl beli”
sebagaimana dirhaksud dalam pasal 1488 Kiteb Undang-Undang Hulum Perdata,
Mengenal pengaturan dalam SK. MENPERA tentang pedoman perikatan jual bel
satuan rumah susun, hanya mengatur mengenai hal-hal vang harus diperjanjikan
dalam suatu “perjanjian perikatan jual beli” satuan rurnah susun, sedangkan dalam

pasal 18 ayat {11 UURS, mengatur mengenai pelaksanaan “jual beli” gatuan rumah
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susun sebagaimana yang dimaksud dalam hukum tanah nasional. Oleh karenanya
hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda yang tidak saling berbenturan,

. Perlindungan hukum vang dapat diberikan kepada pembeli/konsumen pada
apartemnen X, terdapat dalam UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(UURS), UU No. 8 Tahun 1999 tentang Periindungan Konsumen (UUPK) dan
Kitab Undang-Undang Hulum Perdata, Dalam pasal 18 ayat (13 UURS telah
secara iegas ditenfukan bazhwa rumah sosun yang telah selesai dibangun baru
dapat dijual setelab mendapat izin layak huni, sehingpa dengan demikian
sebenarnya UURS telah memberikan perlindungan hukum kepada para konsurnen
apartemen X batk itu dalam ssgi kenyamanan dan keamanan ynaupun kepastian
akan tersclesalkannya pembangunan spartemen X, oleh karenanya hal tersebut
mewajibkan pihak developer untuk segera menyelesaikan pembangunan
apartemen X dan memproses penerbifan sertipikat HMSRS-nya vang harus di{kuti
dengan penandatanganan akta jual belinya dihadapan PPAT scbagai syarat
pemindahan hak atas satvan unit pada apartemen X, Dalam UUPK, pelanggaran
terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pihak developer adalah dengan
dilanggamya pasal 4 huruf ¢ juncto pasal 7 horuf b, bahwa scharusnya satuan unit
apartemen X yang ditawarkan, harus discrial dengan informasi yang jelas, benar
dan jujur termasuk draft surat Pegjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) vang oleh
pihak developer tidak pemah diperlihatkan kepada konsumen sebelum
memaiuskan untuk membeli. Selain ilu pelangparan atas pasal 9, bahwa tidak
boleh dalam mempromosikan suatu barangfjasa dilakukan secara berlebihan,
seolah-olah tak beresiko dan tidek boleh mengandung janji yang belum pasti
dimana hal-hal iersebut dilakukan oleh developer apartemen X, serta pelanggaran
terhadap pasal 16 yaitu developer apartemen X dalam menawarkan unit-unitnya
melalul  pesanan, tidek menepati pesanan  dan/atan  kesepakatan waktu
penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga hal tersebut juga dapat
dikategorikan sebagai cidera janji (wanprestasi) sebagaimana telah diatur dalam
pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh sebab ity berdasarkan
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pasal 1339 Kitab wndang-Undeng Hukum Perdata, surat Pengikatan Jual Beli
{PPJB} yang ditandatangani antara developer apartemen X dengan
pembeli/konsumen, harus tunduk kepada ketentnan-ketenivan dalam UURS,
UUPK. maupun ketentuan yang terdapat dalam Kifab Undang-Undang Hukum
Perdata, sehingga pelanggaran yang dilekukan oleh devefoper apartemen X
tersebut, dapat menjadi dasar untuk dituntut melalui Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANT} sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Penyelesatan masalah yang terjadi dalam jual beli satian unit pada apartemen X,
dapat diselesaikan secara jalan damasi, dengan ditandatanganinys vddendum surat
Perjaniian Pengikatan Jual Beli (PPIB) yang umumnya memuat mengenal
perubghan harga jual, namun menurut hemat peneliti, seharusaya para
pembelifkonsumen letap menolak untuk menmandatangani addendum surat
Perianiian Pengikatan Jual Beli (PPIB) tersebut dan tetap mengaiukan tuntutan
secara  huleam  terhadap  pihak  developer yang  bertujuan  untuk
mendapatkan/mempertahankan hak-haknya sebagal pembeliZkonsumen yang felah
dirugikan secara materiil sebagai akibat daxi terhentinya pernbangunan apartemen
X tersebut,

Saran

Hendainya pemenntah melakukan perubahan atsu  amandemen dengan
memasukan maksud dari SK. MENPERA tersebut ke dalam batang tubuh UURS
sebagal pedornan perjanjian perikatan jual beli (PPIB) sehingga pengaturannya
mergadi lebth legas.

Hendaimya para developer di Indonesiz disarankan agar jangan berspekulasi untuk
membangun sovate rumah sosun/apartemen dengan menggunakan uang dari
pembeli/konsumennys karena maksud dan tujuan pembangunan rumah susun
adalah untuk dihuni bukan untuk berspekulasi dengan menjadikan surat PPIB

sebagai dasar pepsindahan hak satuan rumah susun.
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3, Kepada para calon pembelikonsumen, bila ingin membel properti yang
pembangunannya belum terselesgikan, hendaknys memilih developer yang
mempunyai frack record dan bonafiditas serta dapat dipercaya karena developer
yang demikian, akan sclalu menjaga nama/eitra baiknya apalagi bnla mereka
mempunyai proyek yang or going karena jika muncul negafive news terhadap
proysknya, maka akan sangat mempepgarehi penjualanmya. Selain ifu, pelunasan
pembayaran atas harga properti yang bersangkutan sebaiknya jangan dilakukan
sebelum pemindahan haknys terjadi yakni sebelum ditandatanganinya akia jual
bell dihadapan PPAT vang berwensng vang barus ditkuti dengan penyerahan
yuridisnya.

Universitas Indonesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



10s

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU.

Badrulzaman Darus, Mariam. £t al. Kompilasi Hukwm Perikatan. Cet. 1. Bandung:
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001,

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indoresia. Ed. 2. Jakarta: Balai
Pustaka, 2005.

Harsono, Boedi. Hukum Agraric Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet. 10, Jakarta: Djambatan, 2005,

Hasan, Djvhaendah. Zembage Jaminan Kebendaan Bayi Tanah Dan Benda Lain Yang
Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal

Cet. 1. Jakarta - Penerbit PT. Citra Aditys Bai, 1996..

Hasbullah, Frieda Husni. Hukwn Kebendaor FPerdata, Hak-Hak Yang Memberi
Kenibmatan, Cet. 2. Jakarta : Ind-Hill.co, 2042,

Hutagalung, Arie S. Condominium dan Permasalzhannya. Cet. 3. Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 20603,

Hutagalung, Aric 8. Program Redistribusi Tanah Di Indonesia (Suatu Sarana Ke Avah
Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah Dan Pemilikon Tanah), Cet. |,
Jakarta : CV. Rajawali, 1985.

Universifas Indonesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



106

Hutagalung, Arie 8. Serba Aneka Masalah Tanah Dalom Kegiatan Ekonomi (Suatu
Kumpuian Karangan), Cet. 2, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2002,

Kallo, Erwin. Pergpekrif Hukum Dalawm Dunia Properti. Cet. 1. Jakarta : Penerbit
Minerva Athena Pressinde, 2008.

Mamudji, Sri. Fr ol Metode Penelitian dan Penulisan Hulwm. Cet, 1. Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008,

Rashid, Harun Al Sekilas Tentang Jual Beli Tanah. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Gahlia
Indonesia, 1987.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Cet, 3. Jakarta : Penerbit PT. Grasindo,
2006.

Sinaga, Szhat HM.T, Jual Beli Tanakh Dan Pencaician Peralihan Hak Cet. 1,
Bandung : Penerbit Pustaka Sura, 2007.

Soepomo, Rd. Hukum Perdata Adat Jawa Barai, Cet. 2. Jakaria : Penerbit Djambatan,
1982.

Subekti. Hukun Perjunjian, Cet. 17. Jakarta: Intermasa, 1998,

Subekti. Pokok-Pokok Hulm Perdata. Cet. 29, Jakaria : Penerbit Intermasa, 2041.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, Jual Beli, Cet. 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2003.

Universifas Indonesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



107

Zuraida, Tins. Prinsip Eksekusi Putusan Arbiirase Imternasional Di Indonesia. Cel. 1.

Surabaya : PT. Wastu Lanas Qrafika, 2009

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Kitab Undang-Undang Fulem Perdate (Burgerlifk Wethoek). Diterjemahbkan ofeh R.

Subekti dan R. Tiltro-sudibio. Cet. 8. Jakaria : Pradnya Paramita, 1976,

Indonesia. Undang-Undang tentang Arbitrase Dan Aiternatif Penyelesaian Sengketa.

UU No. 30 Tahun 1999, LN No.138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Tahun 1999,
LN No. 42 Tahun 1999, TLN No, 3281.

. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokek Agraria. UU No. §

Tahun 1960. LN No.104 Tahun 1960, TLN No. 2043,

. Undang-Undang tentang Rumah Susun. UU No, 16 Tzhun 1985, LN No. 75

Tahun 1985, TLN No. 3318.

. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. PP No. 24 Tahun 1597

LN No. 57 Tahun 1287, TLN No. 3694,

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Jabatan
Pefabar Pembuat Akta Tanah. PP No. 37 Tahun 1998, LN Neo. 52 Tahun 1998,
TLN No. 3746.

. Peratyran Pemerintah Republik Indonesia teriang Rumah Susun. PP No. 4
Tahun 1598, LN No. 7 Tahun 1998, TL.N No, 3372,

Universitas Indonesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



108

. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pedoman Perikaian
Jual Beli. No. |I/KPTS/1994,

C. MAKALAH.

Harsono, Boedi. “Penggunaan dan Penerapan Asas-Asas Hukuem Adat Pada Hak Milik
Atas Tanah Menurut UUPA” Makalah disampaikan pada Simposium Hak
Milik Atas Tanah Menurut UUPA, Bandung 20 Januari 1983.

D, INTERNET,
“Artikel Rumah Susun”  <hitp//wow.aimmipropertv.com/news Artikel/Rumah/ Sosunc>,
20 Oktober 2008.

“Property-Real Estate stubs.” <httpy//en wikipedia org/wiki/Off plajc-, 27 Maret 2008.

“Kapita Selekta Hukum Kenotariatan UNUD Bagian IL™ <hftp://potariat-
unud.org/2008>. 19 Agustus 2008,

Liniversitas indonesia

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



12-09-04

PEIVIANIIAN PENCIKATAN JUAL Bi L1
SATUAN RUMAH SUSUN .~

NG, 33§3M?GWQWER¥3?§?52X52§

Pada hari ini ¥omis , tanggal (embtlar Bn tabun seribu sebilan ratus sembilan puluh
trivh (4 -1 -39, yang bcrtanda»tangan di bawali ini

i ' , Walkil Direktur Utama 1, bertempat-tinggal di Jakarta,

- dalam hal ini bertindak mowakill berdasarkan Surat Kuasa tanggal sat Mei tabun seribu
sembzian ratus sembziazz piluh enam (01-03-268) selaku kuasa dari Tuan

P , Direktur Utama .+, Suatu perscroan
{erbatas vang szcimkazz berdasarkan  Undang- Und'zizg Ntsg'lra Republik - indonesia,
berkedudukan dan berkantor pusat i Jakarta, Wisma Bank Dharmala Lantai 20, Jalan
Jend. Sudirman Kav. 28, {"Perseroan"), selonjotiya dischbut “PIHAK PERTAMA'.
Pengertian mana meliputt pula pars akbH waris, pengoanti dan pencrus baknya yang sah.

1

, Dagang, bertempat tinggal di Jalan JL . MNu, 4, RT/018
RW;’{}G? JAKARTA ?US&"!" Kelurshan Menteng, Kecamatan Mentong, pemegang Karto
Tanda Penduduk No, 1804.31118/1402330006 dikcluarkan oleh Lurah Kelurahan
Menteng, tanggal cnam belns Januart tabun seribu sembilan eatus sombilan pohdy g,
(16-01-1993) untuk selanjutnyn disebut “"PIHAK KEDUA" | Pengertian mana pola para
akhli waris, pengganti dan peneros haknya yang sab.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya sceara bersama-sama disebut sebagai
“Para Pihak” dan masing-masing discbut "Pihak”,

Wistyz Taak Dharmsls, Lo, 2 . Jonel, Sudinwisn Kov. 28 Jakana 12920 Tel : 1021) $22.5525 Fax £ (021) 521.2007
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Para Pihak masing-masing dalaru kedudukan terschut di atas menerangkan wrichil dahulu

Ex

3

BAHWA, PIHAK PERTAMA adalnh pilak yang sceara soh berhak atng

-bangunan-bangunan rumiak susun {"Romals Susun®) schagaimana dimaksud olch Undang-Undaug
No. 16 {enam belas) tahuo 1985 {seribu sombifan ratus delapan pulub Jima) tentang Runah Susun
beseria peratwran pelaksannannys schagniowmpa divraikan dalom Purnturnn Pemeritah Nood
{empat]) tahun 1988 {seribu scmbilan rates delapan puluh defapan) ("UU Rumal Susun®), vang
akan/sedang/telali dibangun olch PIHAK PERTAMA  diatas sebidang tanah  twrletak dalam
Daerah Khusus Ibokota Jakada Raya wilayah Jakarta Utara, Keluraban Kelapa Gading Bar'u

Kecamatan Kelapa Gading, setempat dikenal sebasai Rumal Susun

beserta turutan-turulannya termasuk sarana dan fasilitas berupa air bersih, tenaga llsmk dan hm-
Jain yang discdinkan olch PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya discbut "Satuan Rumak Susua®

atan *Barusun'

BAHWA, PIHAK KEDUA bermaksud satuk membclifmenniikt atas | {sea} unit Rumah Susun
“ 2 termmsuk utktan-tormanma, sarana dan fsilitas yang mescdis vain
Lapangan Tenis, Kolam Rauazzg, Clzzéz House, Jogging Track, Children Playground;

BAHWA, berhubung Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Runmh Susun scbogaimana disebutkan
dafam butir 1 di atas bolum dilakokan pemecahannya oleh Kantor Badan Pertanahan Naswnal,
maka jual-beli Satvan Rumah Susun sebagammana disyaratkan olch ketoutuon ponumdang-undangan
belam dapat difaksanakan dibadapan Pejabat Pombuat Akta Tanah (PPAT) vang berwenanys;

MAXA, OLEH KARENA ITU Para Pihak telah saliag scpakat vatuk membuat Perjanjian ini dengan
menggunakan syaral-syarat dan Retentuan-ketentpan sebagnl berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Istilah-istilah yang ditelis denpan lunsf besar didalam Perjaniian i, kecuali scoaca tegas darhkan secara
lain mempupyai arti sebagaimava dijslaskan dibawah ng ;

.

"ANGGARAN DASAR” adalal anggaran dasar porhimpunan pengbuni yang okan dipersiopkan
sleh PIHAK PERTAMA tormasuk setiap penombaban ataw perubabensya  desgan PIHAK
PERTAMA scbagat Pengelola smnentara sampai dengan saat perhimpunan penghuni erbentuk
secara sah dan dapat melakukan tugag.
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”A?JC}QARAN RUMAH TANGGA”™ adalal anggaran nimah tangga Pechimpunan penghuni yang
gkan dipersiapkan cleh PIHAK PERTAMA. 1crmasuk sctiap penanbahan ataw perubsbannya dan
juga diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA schagai Pongelola sementara sampai dengan saat

Perhimpunan Penghuni terbentuk secara sak,

"SARUSUN" adalsh satuan rumah susun yang ielah dipilili dan dimaksudkan untuk dibeli oleh
PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dalams ... ., Poyang  tujuannyg
digunakan uatuk  huoian dan moujadi ebyek Pedjanjian inf seswai dengan Lampiran | dan
merupakan Satnan Rumak Susun sebagaimana diaer dakar Undang-Undang Mo, 16 Talun 1983

tentang Rumah Susun dan peraturan pelaksanacnaya (UU Buwah Susun).

"BAGIAN BERSAMA" adalak bagian dari - N yang dimiliki secara tidak
terpisal untek pemakaian bersams dadam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rnmah suson
antara lain seperti [iRt, pondasi, kolom, balok, dinding, lantai atap, talang air, tangga, selasar,
salura-galuran, pipa-pipa, jaringan-jaringan histrik dan telekonunikasi serta mang umunt.

"BENDA BERSAMA® adalah benda yong bukan merupakan bagian dari Satuan Rumah Susan,
tetapl dimijiki bersama secars terpisab untuk pomokaian bersema yang meliputi astarn [ain
tanaman, lapangan fenis dan kolam renang, tompat bermain yang sifatnya terpisah dari struktur
bangeaan ramah suson.

"BERITA ACARA SERAH TERIMA™ adalal seatu bukti serah terima Sztuan Rumah Susun
seeard fisik dant PIHAK PERTAMA kepada Péhak Kedon sesval dengan Pasal 3 perianiian ink,

"HARGA FUAL" berartt sgjumdnl nany yrag harus dibayar oleh FIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA wuntuk pembslian Satuan Rusah Susun dan lialc-hak lainnya sebagaimana dimaksud di
dalam Pagal 3 Perjanjian inl,

“NILAI PERBANDINGAN FROPORSIONAL® borarti angka yang memunjukkan besamya hak
PIHAK KEDUA sccara proporsional terbadap DBagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah
Bersama dibitung  berdasarkan luas  Satuan Romal Susun vang bersangkutan terhadap luas
seluruh rumah susus datam . 7 <77 yang ditendukan PIHAK PERTAMA,

*PERHIMPUNAN PENGHUBNI" berarti perhimpunan para pesghuni |
sebagaimana akan ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengsu peraturan yang berlaku.
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"PERTELAAN" berarti suatu penjelassn mengenal batas-batas dalam L
- dan linglamgannyn yang dinysakan dalan bentuk gambar dan uratannya yasg
disahkan oleh sstansi teknis yang berwenany.

“PERJANHAN® berarti Perianjian int dan perubalsin-perobahannya.
. T s - 27 berarti suatu bangunan gedung bertingkat vang dibangun dalam
su;m; finglkungan yang taerbag; dalam bagian-bagian yang distraktarkan secara ﬁmgsmml
dalarn arah  horigontal maupun wvertikal don mernpakan satuan-satuan vang masing-
masing dapat dimiltki don digunakan seesra rerpisah yang dilengkapi dengan Bagian
Borsomy, Benda Beorsaoa dax Tasah Borsoma yang digunakon sebagal bunian dan
berlokasi/teristak  dalam Dacrah Khugns Thukota Jaknrta Raye wilayah Jakarta Utara,
Kelurahan Kelspa Gading Barzt, Kecamatan Kelnpa Cading,

"“TANAH BERSAMA” berarti scbidang tanah yang okan berstatus Hak Guna Bangzman
vang ézgumk:m atas dasar hak bersama secara torpisah yang deatasaya berdini .
—sv7 . dan ditetapkan batasnya dalam pertelaas.

"PERATURAN TATA TERTIB" berarti poraturan tata tortib yang diberiakuk:m oieh
Penyelenggara Pembangunan sebagat pengelola somentara : .

PASAL 2
POKOK PERJANJIAN

PTHAK PERTAMA dengan ini begjanji dan mengikat dint sekarang uniuk nanti pada
waktunya apabila seluruly liad yang disyaratkan oleh Undang-undang maupun Peratwran
Pemerintah serta syarat-syarat dan  ketentuan fainaya dalame Pegjanjian ini telah dipenuhi,
menjual/mengoperkan 1 {gatu} wnit Sarusun (scbagaimana didefinisikan olch Undang-
Undang Rumah Susun) yang seswai dengan “Pertelaan” yang terdint dari

Tower ; ¥

Lantai : 2

Type : 3 kamar tidor
Nomor Unit : 02

Luas : DG ma
Wilayah : Jukarta Utam
Kelurahan : Kelapa Gading Barat
Kecamatan ; Kelapn Gading

i
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- sehagmimana diuraikan dalam denah terlampir , diberi garis berwvama hijay, yang setelah ditanda-
tangani oleh Para Pibak dilckatkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
ini {(Lampiran I} termasuk hak-hak yang melekat pada Sarusun tersebut, yaitw hak atas bagian

bersama, benda bersama dan tanah bersama sceta scgala scsuatu yaog ada diatasnya sebagaimany

divraikan dakun Lampiran | kepada PIHAK KEBUA, vang sekarang int borfanit dan mengikatkan
diri mituk naoti pada wakiunya membell dan pienerima penyernban atas Sarusun dari PIHAK
PERTAMA. '

Keadaan letak Sarasun dan bagins borsaua, bonda bersama, tasal bersama telah diketahod oleh
PTHAK KEDUA, sesuai dengan spesifikasi umum bangunan yang discbutkan dalam Lampiran 2
yang merupakan bagian yang tidak terpisalikan darv Perjanjian ini.

Sesuat  dengan  poruntukannya, smka  PIHAK  KEDUA  hanva  diperkenankan  untuk
mempergunakan Savuson tersebut dalam Peefsalian ind khusus untuk "RUMAH TINGGALY.

Apabila PIHAK KEDUA melongpar ketentunn ienlang penggunaan Sarusun vang disebutkan
dalam Perjanyian 1, maka bal tersebut menjadi tamzpung-fawal PTHAK KEDUA scpenuhinya,
Schubungan desgan hal tersebut PIHAK KEDUA deagan int membebaskan PIHAK PERTAMA
dari funtutan atas gugatan pihak macapon juga mengenal Sarusun yang tidak dipergunakan
sebagaimana mestinga.

s -
Apabila PIHAK KEDUA mempergunakan Satuan Rumal Susan yang menjadi obyek Peganjinn
ini unduk tujuan yang fain dari pada Runuh Thogea! atae untuk tjosn komersil termasuk tetapt
tidak terbatag pade kantor, restoran, toko, mini niarket, musik bidup, karnoke, bar, maka PIHAK
PERTAMA dengon inl sekarang untek nanb padn wakiunya dibert hak dan koasa uniuk
mematikan aliran listrik dan aliran air Bersib/nunum, sambungan tlegon ataupun menatup tewpat
tersebat dan PIHAK KEDUA tidak borhiak vitvk meauntat suatu kerugian dalam bentuk apapun.

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009




[ ¥

L ;
A & §
TN U S S SO R

PASAL 3

NILAL PENGIHCATAN

Harga Jnal-Beli Sarusun terscbut pada pasal 2 <i atas sebesar USS  77,873.00 {mijuh
pulub tuyuh ribu delapan ratus tujub peluly ima Dollar Amerika Serikat).

Harga terssbut sudah termasuk ;

{a} Pembuatan Surat ijin Mendirikan Bangunan Induk.

h Jaringan Listrik,

{c} Sambungan air bersih.

{4 | {saty) Line Telepon.

(e) ! {satu) tempat Parkir,

Harga tersebut tidak termasuok :

{a) Paink Pertambahan Nilai (PPN}

&) Biaya Notaris, PPAT dan pembuatan Sertifikar Hak Milik Atas Sarusun atas
nama PIHAK KEDUA,

{c} Asuransi atas Satuan Rumah Susun yany ecliputi asuransi kebakaran, resiko
techadap pihak ketiga, perusakon dengan paksa dan kecurian,

{d) furan bulanan untuk biaya pemakaian Tisteik kepada PLN.

(e} Iuran bulanan untuk biaya pemakaian air bersih.

B Turdn bulasan untuk biays pemakaian telepon

{g) uran bulmran untuk Biaya Pengelolaan dan pemelilaraan/perawatan.

() Biaya Pengurugan Kredit Pemilikan Rumah Susan (KPES).

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

Juai-Beli Sarusun tersebut dilangsunsekan dan ditertma dengan harga USS 77,873.00
{tujub pulul: twiuk ribo delapan ratus Wjuh pulu Bva Dollar Asssrika Serikat) ["Mifai
Pengikatan”] vang pembayarannya akan digebutian dalam Lampiran 3 yang merupakan
baginn yang tidalk terpisahkan dan Perjanjian int.

2
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Apabila pombayaran akan dilaksanakas melalui Kredit Pomilikan Rumah Susun {KPRS) meladui
bank yang ditunjok oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus melunasi pcmbay"u.
Liang Muka rorsebut di atas dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank.

sy

3&22’1;3 pcmﬁay*zr‘m vang dilakokan olch PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dzanggap
sah apabiln telal dikeluarkan tanda-bukii pencrimnanaya yang ditanda<tzspant oleh PIHAK

PERTAMA atau wakil vang berwenang dari PIHAK PERTAMA atau pibak vang ditamjuknya.

Pembayaran yang mempergunakan chiegue atau gire bilyet hanya dapat disngenp sah apabila
dananys olal dapar dicalrkan atus dipindali-bukokan oich PIHAK PERTAMA.

Pembayaran youg dilakokan dengan Rupiah honus dilaksanaken dengan nilai tukor antara Rupiah
dengan dotar Aunenka Serikat yang berlaku pada saat tedadinya pencairan check atau giro bilve
untuk teap-fiap pembayaran angsuran, yaity berdasarkan kers tespah dan Bank Isdonegsia dan
permabayaran dengan cara tersebut hanya dapal dingeap sab apabila domanva relab dapnt
dicarkan,

Seatiag permbayaran harus dilakukan di kantor FIHAK PERTAMA atas langseng kepada rekening
PIHAK PERTAMA pada bank yang ditunjuk oleh PTHAK PERTAMA vaitu ke

PT.. .

BANEK Ncw SUMMITMAS TOWER

N.-Jend Sudrrman kav 61-62, JAKARTA SELATAN.
Rupiah A/C No. 01,02.00006.4

PT - i
BANK

J1, Yend Sudirman Kav 28, JAKARTA SELATAN.
LISE AC No. 01.08.000708

Setiap pembayaran melalui tranfer haras mencanmmkan Namwa pembeli dan No. unit dan
memberikan copy bukti transfer kepada PIHAK PERTAMA yang berwenang don/atau yang
ditanjuk olch PIMAK PERTAMA {Account Reccivable Department).

Semus pembayaran yang tidak dilaksanakan scsuai denpan ketentvan yang tercantum datam
Perjanjian ini diangpap tidak permah dilaksanakan dan PIHAK KEDUA bertanggung-jawab atas
segaln resiko vang timbul sebagal akibat tindakannya tersebutl.
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Jika dikemudian hari setelak penyerahan Sarugen terdapat schisth atas luas Sarusun seperts torsebut
dalam pasal 2.1, i atas, antara fain disebabkan adanyx perubahan perencanas yang berada diluar
keknasaan PTHAK PERTAMA {misalnya karena peaolakan reso dari Pemeringals DK Java ataw
alasan teknie yang lain), maka MNilal Peagikatan akan disosuaikan atas dasar kekurangon atag
kelebilan tersebut dengan ketentuan babwa kekurangan atan kelebihan tersebut melebibi 3 % {
limz persen). '

Apabila pembayaran pkan dilaksanakan melahn fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Susun (KPRS)
seperti yang tercantum dalam Pasal 4.2, di alas, dan PHHAK KEDUA dalnm hai ini nlakekan
wanprestast atas lalsi dalam melaksanakan kowajibauvnyn terhadap bank, yang memmbuikap
kewajiban bagi PHIAK PERTAMA untuk smdakekan pembayaran atas siss hastang PIHAK
KEDUA kepada bank, maka Pasal 7.2, Perjanjian ini berlalku.

Ketentuan Pasal 4.8 di atas  hasya berlaku sebolion Sertifikat Hak Milik Atas Satean Rumaly
Susun atas nama PIHAK KEDUA discrahkan kepada pihok bank oleh PIHAK PERTAMA,

PASAL 3
PENYERAHAN SARUSLN

-

Sarnsun tersebut akan digerabkan ofch PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dadam wakiu

24 {dva pulul empat} bulan serhitong  dars sejak perjanjian i ditandatangani, dengan ketentuin
sebagal barikut :

(a) PIHAK KEDUA telah melunasi selurvh Nilai Pengikatan, denda-denda, biaya administrasi
dan biaya-biaya lainnya yang twedwtang (ika ada), vang akan dibuktikas sleh (anda-terima

£

vang ditandatangan oleh PIHAK PERTAMA atav wakilnya yang sah; dan
) Bangunan Sarusun telah selesai;
vang dibuktikan dengan Beritn Acara Penycrnhan yang dibuat dan ditanda-tangan oleh Para Pihak

atou wakil-wakilnya yang sah, kecoall jika terjadi keadaan fores-majeure sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 12 di bawah int.
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Keterlambatan pombangunan Samsun yang akan diserabteninakan kepada PIHAK KEDUA, tidak
dapat dikaitkan/dilwbungkan dengan cara pembavaran vang wajib difakukan oleh PIHAK
KEDUA.

Dalam jangka waktu I4 (cmpat belas) hari kerin torhitung  scjak Peayeraban tersebot  di atas,
maka PIHAK KEDUA hanus menyampaikan dafiae secara tertnlie kepada PIMAK PERTAMA
yang memuat permohionan mengenai bagian-bagion aimu pekerjoan yang harus diperbaiki olen
PIHAK PERTAMA. Apabila dalam jasgka walto lerschut PHHAK KEDUA tidak menyampaifan
dafiar tersebut, maka PIHAK KEDUA diangesp telah mencrima dengaa baik Sarusun tersebu.

Techitungy sejak Tonggal Penyerahan terschbut dalam ayat | di amas maka Sarusun rersebut dapat
langsung dihuni oleh PIHAK KEDUA deagnn ketentuan bahwa techitung seiak snat ievseing
PIHAK KEDUA sudah beckewajiban uniok menanggung biaya pamakaion fistrik, telepon, air
bersiW/rminurn, blaya pengelolaan, pemeliharaan/porawatan, Pajak Bumi dan Bangunas serta iuran-
turan lain schubungan dengan kepemilikan Sarusun tersehut, scbagaimana divraikan datam pasal 9
ayat | di bawah ini.

Semua perubahan dandatau penambahan vang dilnkakan atas Sarusun setelah Tasggal Penverabian
harps memperoleh persctujuan tertulis wrlehbih dabulu dart PIHAK PERTAMA dan harus
dilaksanakan oleh pilink yang ditunjuk ool PIHAK PERTAMA dengan kekstuan baluwa semun
biaya yang timbul sehubungan dengan perubahan danfatan penambahan tersebul menjadi resiko
dan haruz dibfvar ol PIHAK KEDUA, dengan ketentunn bahwn perubalan dan atau
penanbaban tersebut tidak menimbuikan gangguan atou merugikan peaghuni Sarusan lalanya.

Segala resiko dan akibat hukum yang Gmbul schubungas desgan perubahan dan atau penambaban
yang Gilakukan tanpa persctjuan tortibe terebih dohulu dart PIHAK PERTAMA adalah moenjadi
resiko dan fangeung-jawab PIHAK KEDUA sendin scpenubinya, dan sehubungan desgan hal
tersebut PIHAK KEDUA sekarang wotuk nantl pada waktunya akan membebaskan PIHAK
PERTAMA dari tuntutaa pilak manapun juga mengeand hal forsebut,

9 {’
j
i
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PASAL G
JAMINAN PIHAK PERTAMA

Sarusun terschut dalans pasal 2.1, akan dijual/ dialibkan denpan mempergouakan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang lazim dipunakan dalam pat_rmjmn Juakbeli, diantaranya terapi tdak terburas
pada ketentuan-ketenuan balwa PIHAK PERTAMA menjamin balwa Sqmsim teesehut

{n} tidak dikenakan sesuatu sitasn;

(L) adalah miliknya/hoknya PIMAK PERTAMA dan haava dapar dijesi/dipindali-tangankan oleh
PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA 8dak akan meadapat sesuaty juntutan dari pihak lain
yang menyatakan menpunyai hak tericbils dobuln alag fenst mempunyai hak atasoyn,

PASAL T
SANKSI-SANKS]

.
i, Sanks) Bagi PIHAK PERTAMA :

Kecuali apabila discbabkan oleh hal tersebut dalmn pasal 12, untk setiap keterlambatan atas
penyerahan Sarusun siech PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka keterlambatan

ponyerahan Sarusun yang melebibi 90 (sembllan pulub) hari, PIHAK PERTAMA dikenakan
deada sehagai borikut

a, unink pembayaran melalui USS akan dikennkan denda sebesar 0.73 % {nol koma tujuks
pululy lima persend per bulan dihitung sctiap hart keterdambatan dan jumial vang yang
telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA,

b. antuk pembayaras sekilui Ruptak akas dikenakan denda scbesar 2 % {dua persen) per
bulan dibitung setinp hari keterbunbatan dart  jurmdah vang yang- telahy diterima okl
PIMAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA,

Pembayaran denda wajib dibayarkan oleh PIH 5&\ PERTANMA kepada PIHAK KEDUA pada sant
seraht terima Sarusun dilaksanakan. \

w]0-
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2.

Sanksi Bagi PIHAK KEDUA :

2.1

22.

2.3

Balam hal PIHAK KEDUA, deogan alasan apapun tidak melaksanakan setinp kewajiban

. untuk membayar angsoran tepat padn waktunya scbagaimana tersebut dalam pasal 4.1.,
maka untuk setinp keterlambatan pembayaron vang melehibi 7 (fajuly) hari, Pibak Kedua
dikenakan denda scbagai berikut

. untuk pembayaran deugan USS, denda dikenakan sebesar 0.3 0700 (nol komn tiga
permily per hart kotertambatan dari jumlah gang vang barus dibavarkan okh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan maksimum koterfambatan
sclama 30 (tiga pulub) hari,

b, untak pembayaran dengan Rupinh, denda dikenakan sebesar 1 0/00 (saty poomil)
per hari keterlambatan dovi jumiah uvang vang hanus dibayarkan olgh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan amaksbmom keterlambatan seinnia
30 {tiga puluh) hari,

Pembayaran denda waijib dibayarkan olch PIHAK KEDUA selambat-lambatnys pada
angsuran berikutnya.

Tanpa®mengurangi  berlakunya ketentuan denda tersebut di atas, bilamana PIHAK
RKEDUA masih tetap tidak moelaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran, wran-
wran wiay pembayaran-pembayaran fainuva yang wailb dibayar oleh PIHAK KEDUA
dalam Perianjian ini sebanyvak 2 {dun) kali bertamt-turut atan 3 (tiga) kali tidak besturui-
wirut, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukem. Dalans hal fergjadinyg pumbatalan
terselnt Para Pihak sepakat umiuk wiclcpaskan keteatusn-kotentuan yang tercantum dalam
posal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Sehubungan dengan hal tersebut inaka -

231 Jumiah uwang yang telah dibayarkan/disctorkan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA skan nenjadi milik PIHAK PERTAMA sepenulinya,dengan
ketentuan apabila

{2} Yomloh pembayaran vang belum Zsudal mencapal 23 % (dun puluh hima porsen)

dari Nilai Peagikatan, maks jumioh uang fersebul fidak dapat dituntut kembah
olel PIHAK KEDUA dan micsyjadi milik PIHAX PERTAMA sepenuinin

w}le
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2.4

2.8

{b) Jumiah pembayaran sudal melebihi 23 % {dua puluh fima persen) dari
Nitai Pengikatan, maka juminh pombayaran akas dikurangi terlebih
dnhulu scbesar 23 % (dua puluh Ha persen), kemudion hasil selisihays
akan dikembalikan oich PIHAK PERTAMA ku;}ari:a PIHAK KEDUA
schesar 530 % (lima pulul porsen),

23.2 Bahwa pembayaran Pajak Portambaisan Nilai { PPN} tidak dapat dituntet Kenbali
olch PIMAK KEDUA,

Seliubungan dengan pembatalan Perjanjian in, maka PIHAK KEDUA berkewaitban untuk
mengosongkan Sarusun tersebut datom jangka wakte 14 {coysat belas) hari weebitung aofak
PIHAK KEDUA menerima surat pamberitabuan gembatalan yvang harus dibuktikas secar
ternilis gtay tands penerimaan yang sclayaknya,

Apabila dalam jangka wakin tersebur PIHAK KEDUA wtop tidak melaksanakan
pengosongan maka PIHAK KEDUA. akan dikenakan denda sebosar US 250.00 {dua eatus
ima puluh dellar Amenka Serikat) per hart ketedmnbatan, terbitung iatuh wakie sampas
dipenubinya kewajiban terscbut dalam ayat 2.4,

Tanpa mengurang: berlakunya ktonman entang deeda terschut daln ayal 2.3, pasal
ind, apabila dalam rangka waktu | {sang) bulan ferlutung sejak jatul wakin pengosongan,
PIHAK KEDUA masih belum menyerahkan Samusun dalam keadnan koseng dan baik
kepadz PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dengan ini diberd hak dan kuasa
yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakbie karena scbab-sebab rerscbut
datam pasal 1813 Kitab Undang-Usdane Iukony Perdata Indonesia, wniuk mengosongkan
Sarusuu tersebut dass apabila periu deagan bamuan piisk yang bervenang dan mekikukon
seimia upayn bulann vasg diperlukan wntuk menguasai kemball Sarusun wersebut, dengas
ketentuan bahwa segala tanggung-jowvab atas pombayaran biaya-biava dan vesiko wang
timbui schubungan dengan pengosongan oleh PIHAK PERTAMA mcojad: @ngging-
jawab PIHAK KEDUA sepemubnya,

-12-
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PASAL S
PENGALIHAN DAN PENGOPERAN HAK

Pengalihan Sebelum Penanda-tanganan PPAT -

11

L2,

1.4

1.5

Selama PIHAK KEDUA belum menandactangant akta PPAT, PIHAK KEDUA tidak
berlak untuk mengalibkan dengan enra apapun juga atan meayewakan kepada pihak lain

Sarusun yaog bersangkuton tanpa porsciujoan ertulis terlobih daholy dare PIHAK
PERTAMA.

Apabila PIHAK PERTAMA weayctujul pesgafihan tersebut kepada pihak iae, maka
untok selap pengalihan hak atns Sarusun, waka PIHAK KEDUA dikesakan biava
adminigirast sebesar 5 % (Hma persen dart Nilad Pengikatan,

Pihak Kegiga vang menerima pengalihan hak welalul KPRS BANK, harus terlebib dubulu
mendapat persetjuan tertulis dari Bank balwen aplikasi KPRSaya felah disetugui.

Bagi Pihak Ketiga vangz menerima peugaliban hak dat PIHAK KEDUA diwajibkas
tundukadan taat pada semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanpian inl.

Jika PIHAK KEDUA molokukan pelanggaran atag kefentuan fersebut dalam ayal 1.1,
pasal mi, maka Peraniian inl menjadi batal dan teriadap PIHAK KBDUA dikenakan
ketentuan vang dischutkan dalam pasal 7 ayat 2 {2.3.) sampai ayst 2 (2.6),

Pengaliban karenn pewarisan

2.1

Perjanitan int tidak berakhir karesa salah sato piboak moninggal dunia, atau dibubarkon,
akan tetapt turun temuron dan harus dipenubi oleh (para) ahli warls dari pibak yang
meninggal dunia atan yang dibubarkan itu.

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009




tad

i.1

2.2, Dalam hal PIHAK KEDUA meningeat duvianfdibobarkan sedangkan kewajiban-kewajibon
datam Perianjian ini bodum dilaksanakan schwrudmya, maka para ahli wans dwvatau
pengpantt hak PIHAK KEDUA vang sob mepsror Undang-Undang dalam jangka wakta
40 {empat pulub) bart sgiok sanr mesiggal atau dibabarkannya penisahaan man
dinyatakan pailit, PIHAK KEDUA wajib wmenunjuk dan memberikan kuasa kepada salak
seorang diantaranya atag penerus dan atou pengeanti haknya yong sah untuk mowakils
meneruskan kewaiiban hukwn atan memperoleh hak berdnsarkdn Perjanjion im dengan
bukti berupa keterangan warisan dari pihak yang bornweaaug.

2.3, Segala biaya yang fimbul don akan timbul schubungan dengan hal rersebut dintas,
sepenihinya adalah beban dari ahii waris/ pengganti hak PIHAK KEDUA sendin, apabda
ketentuan int tidak dilakganakan (hal ini cokup dibuktikan dengan lewamya wakty youg
ditentakan), maka penyelesaiannya mompergunakan cara seperti yang ereantim dalam
Pasal 7 avat 2 (2.1} sampai 2 {2.6) pasal 7 Pesjanjian ini.

Pengaliban setelah penanda-tanganan PPAT :

Untuk sefiap tindakan hukum setelab ditandastangaaiya akia PPAT, nuka PIHAK KEDUA horus
menyampaikan pewheritalwan secara tertulis terlebih dohulu kepada PIHAK PERTAMA
Perhimpunan Penghuias Rumah Sugon.

PASAL 0
PAJAK-PAJAK DAN BIAYA BIAYA

Tethitung sejak diserahkapnya Sarusen terschut oleh PHHAK PERTAMA hepada PIHAK
KEDUA, mska sejak saat tersebut pembayoran Pujak Buei dan Bangunan adalah menjadi
tanggung-jawab PIMAK KEDUA yang akan dibayarkan sccarn fangsung ofeh PIHAK REDUA
kepada pilak yang becwenang sesuai dengan kotentuan Fajak Bumi dan Bangunan, Dremikian pula
semua iuran dan pajak-pajak ininnya yang timbul schubungan dengan pemilikan atns Sarusun yang
sekarang ada manpun yang akan ditstapkan oleh Pemerintah Pusal maupun Pemerintah Dacinh,
biaya pemakaian listrik, welepon, air bersib/minum, biays pengelolaan, pamechbasanperawatan
telah menjadi beban daa harus dibayar oleh PTHAK KEDUA. .

e
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Apabila PIHAK KEDUA tidnk menwenhi ketentuan yang tercantum dalam ayat | tersebut di atas
dalam wakeu 7 (tujuh) hari kalender terhitung dart tanggal jatuh tempo pembayaran, maka PIHAK

PERTAMA berhak untuk menghentikan senwn fasilitas ke dalam Sarusun termasuk twrapi tdak
terbatas mematikan aliran liserik, saluran telepon, dan aliran aie bersil/minum.

Pembayaras premi asuransi menjadi tanggung-jawab PIHLAK KEDUA sepenohnya.

PASAL 15
PENANDATANCANAN AKTA NOTARIS/PPAT

Penandatanganan akia jual belt dibadapan Notans/FPAT vang ditnjuk oleh PIHAK PERTAMA E'
atas maging-masing Sarmsun akan dilaksanakan dengan syarat-syarat sehapai berikut

(s} menggunakas  ketentuan-ketentuan  yang  secara wwum  diberlskukan oleh PIHAK
PERTAMA sshubungan dengan penjualan Siarusun, dan g

(3)) PIHAK KEDUA sudah melaksanakan seluruh kewajibannya pembayaras tersebut dalane @
pasal 3 Perjaniian ini, beserta denda-denda seria biaya administrasi dan biaya-biava
fainnyz yang terbutang kepads PIHAK PERTAMA yang dibuktiken dengan tanda-tanda
penerimaan uang vang sab darl PIHAK PERTAMA

(¢ PIHAK KEDUA teish menandatangani Berita Acwsa Penyeraban Sanusun,
Pada wakiu penandatanganan akre joal beli dilindapan PPAT dilaksanakan, PIHAK KEDUA

wajib menyerahkan kembali Ashi Perjanjian ing, kecvatt AD/ART, Perjanjian Pengelolnan dan Tata
Tertib.
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PASAL I
PENGELOLAAN DAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMATILSUSUN

PTHAK KEDUA deagan ini burjanji dan mengikatkan dirf antak tweaduk kepada Anggaran Dasar
dan  Anggaran Rumwh Tangga ("AD/ARTY) dari Peddmpunan Peoghuni Rumah Susun
sebagwimana disvaratkan datam pasal 19 Undasg-undang No. 16/1985 {tenwmasuk mengenai
penentuan Blaya Pengelolany Pemelibarnon/Peraseatay yang akan digapkan aleh PHIAK
PERTAMA screlalh penyernban Sarusen kepada PIHAK KEDUA) vong akan disiapkan oleh
PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA setuju untok sci’uuumy't secarn motiak memmjuk PHIHAK PERTAMA schagai
Badan Pengelola Rumah Susun . sampat erbenteknya Perltmpunan
Penghuni Rusnah Susun., Dalam mchkszzmkm pengelolaan fersebut PIHAR PERTAMA burhak
untuk mengadakan kecasama dengan pibak Jaby atan nenunjuk pikok Inn dalam pelaksasaanny,

Meagenar pengelolaan yasg akan dilaksanakan ofeh PIHAK PERTAMA sebagaimans disraikan
dalam ayat 2 di atas, maka akan dibuat Perjngion Pengelolan scears rergeadid antara PIHAK
PERTAMA dan PIMAK KEDUA, dzm'nm LS |A§\ PERTAMA akan monetnpkas Tam Tegib
Pengeloiaan Rumah Susua -~ . yang menpakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian Pengginiagnn icrsebut {iau sch:m s‘mmvzr'ul Dasar dan Anggaran Runah Tanuga
Porhimpunan Penghunt Rumah Suson ferscbut belw berdaky, waka PIHAK KEDUA hoarus
unduk dan taat pada Tata Tertib Pengelolaan Rumah Susuw torscbut. Tata Tertib mana dapa
diubah dan atay ditambalh sewaktu-waktu.

PIHAK KEDUA wajib membayar di muka biava Pengelolasn dair Perowatan Romah Susua

. - .. kepada PTHAK PERTAMA scbesar USS 1 (saty Doliar Amerika Serhag}

por wweder persegi per bulao untuek 12 Bulan teriitung dand tangeal sceah terima dilaksanakan,

dihitung secarn proporsional berdasarkan funy Sarmsan, din harus dibayar antek jangka wakta 3

bulan sekatipus sciombst-lambatnve seting  tanpeal 10 dard bulan yasy bergalan. PIHAK

?ERT}«MA berhak untuk meninjan kembali biaya Pesgelolaon dan Perawatan Rumah Susun
-+ sesudah jangka waktu zcrscbut diatas.

w16
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Apabila PTHAK KEDUA tidak swmbayar biaya Pengelolaon dan Perawaman tersebui, maka
tedindap PIHAK KEDUA akan diberiakakan ketoniuan dalam Pasal 9 ayat 2 dari Perjaniian i,

PASAL 2
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan force rpjeurs ialal fial-hal yang dapar mempengaruhi jalnya kewajiban,
keadaan mana berada dituar kempnpuan Para Piiak netuk mencegahoya, antara lais: gempa bun,
hurn hara yang bersifat magsal, kebokaran, banir, poristiva alam/keadaan cuges faimnya, tindakan
pemerintah dalnn bidang moneter, selunges safab sate Pihak fidak dapat mwlaksanakan
{menyelesaikan kewajibannya.

131 dalawn hal terjasdinya suate atan beberapa peristiwa sebagaimana dimabksud dalan: Pasal 12 avat
1 di ates, Para Pihak secara bersama-sama maupun masing-masing, sendicl dengan dilandasi
itikad baik akan mengusahakan semaksimal sampkin agar peristiva dimaksud ditekan sesinimal
Asesingkat mungkin den akan dibicarakan borgama-sama oleh kedua belah pihak secara
mugvawarah, Apabila secara musymwarah tdok tercapm, maka kedua belsh pibak akan
menyerahian kepada Badan Arbitrase Indenesia {BANI),

Baliwa keputusan dari BANI adalah berstfat fiual dap mengikat kedua belah pihak,
Adanya kejadian tersebut pada ayat 2 diawss, anka Pibak vang inengalamuinya hasus

memberitabukan secara tertulis kepada Pilk fain  sclambat-lambatnys 14 (empat belasy hant
setelah kejadian tersebut.

-17-
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PASAL 13
PERUBAHAN ALAMAT

Apabila terdapat perubahan alamat PTHAK KEDUA dari yang tercantum dalam perjanjian
ini, PTHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PTHAK
PERTAMA, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak saat kepindahan tersebut,
Perpindahan alamat yang tidak dilapockan desgan scgala akibar-akibatnya yang ada
hubungan dengan Perjanjian iot menjadi resiko dan tangguog-jawab sepenulinya dari
PIHAK KEDUA.

Segala Pemberitabuan menuret Perjaniian int diangaap telah dikinimkan dan diterima oleh
Para Pihak bila dizampaikan ke alamat scbagal berikut

PTHAK PERTAMA e
PT. NN

. Lantai 20
L he oo
JAKARTA SELATAN 12020
Telepon 1374 ) |
Facsimile {021 .
up : Account Receivable Depariment )
PIHAK KEDUA
Jl. e eNo d -
JAXARTA 13120
Telepon (178
Facsimile g,
up : L, e

Penyampaian perpiedahan alamat wajib diberitabukan secara tertulis kepada pihak latnnya
selambat-lambatrya 7 {tujuh) hard Kalender sciak sant kepindahan tersehut.

wille
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PASAL W4
PENGAKUAN HAK

Mengenai Sarusun terscbut sceaea keselunihan PIHAK PERTAMA hanya menpakui PIHAK KEDUA
sebagat "Counter Part™ dan karena ity PIHAK PERTAMA lhanya mengokni bak-hak dan kepentingan-
kepentingan PIHAK KEDUA yang timbul berdasarkan Perjaniian i, serta PIHAK PERTAMA tdak akan
melayani dan berhubungan dengan pihak lain yang menyatakan mempunyat hak atas apa vang
diperjaniikan menunut Perianiion ini.

PASAL 15
HAL-HAL LAIN

R Dalam hal terjadinya pembatalan Perjangian ini, Parn Pitak dengas ini sctujy untuk melcpaskan/
mengesampingkan keteatuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

2. Kelalatan-kelalaian Para Pibak dalam Petjanjian ind cukug dibuktikan dengaa lewatnya walktu sajo,
sehingga teguran jura Sita dan surat-surat fainnya yong mempunyai kekvatan serupa Bdak
diperinkan lagi.

3 Kekuasaan-kekunsnan yang diberikan dalam Peranjion ini merupakan  bagian vang tidak

terpisahkan dari Perfanjian wn dan karosanya kekuasaan ferschut tidak dapat dicabut kembali
karepa alasan apapun, termasuk sebab-sehbab yang fercantun: dalam pasat 1813 Kitab Undsuag-
undang Hukum Perdat.

3. Perjanjian ini hanya dapat divbab, ditambah atan dikesampingkan dalam bestek tertulis yang
dibuat dan ditaada-tangant oleh Para Piliak.

5, Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup dintur dolam Perjanjion ini akan ditunngkan dalam
Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Pegjanjian ini,

19~
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8. Semua Lampiran pada Peranjion sl akas ditmiatangani olch Para Pihak das bersama-sama
scgaia perubehan merupakan suatu kesatuan yang tidak torpisahkan daci Perjanjian ind,

7. M.uiai hari ini, szmua ketentuan yang ada dan yang dibaca serta ditandatangani dajam Petfanjian
il oleh kedua belah pthak adalah mengikat Para Pibak dan tidak ada ketentuan lisan lainaya yaog
+ mengikat Para Pihak,

PASAL 16
PENYELESAIAN SENGEETA DAN DOMISILE

1. Semua perselisihan/sengketa dan perbednan pendapat yang mungkin timbul dalam melaksanakan
Perianjian int akan diselesaikan olch Para Pk secara musyawarals don apabila tidak torcopar
kata mufakat, maka Pare Pihak akan mosyelesaikan persclisihan/scngkets dan perbedaan pendapat
tersebut melalul Badan Arbitrase Nasional {(BANI} &i Inkarta dimana keputesan BANI tersebut
adalak final dan mengikat Para Pilak

2 Mengena: Perjanjisn ini dan segala akibatnya serta pelaksansannya Para Pibak memnlih tempat
tingga! yang Tetap dan scumumnaya pads Kaslor Panitera Pengadilan Negori Jakarta Utaras di
Jakarta.

220
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Demikianlah Perjanjian ini dibvat dan diangsungkon-di Jakarta, dibuat dalam 2 (dun) yang
bermeigrai cukup, masing-masing mempusyai kekuatan hukem yaog sana dan mulai berlaku pada
hari dan tanggal tersebut di atas,

FIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT.. r ~‘_ o

% :

CORL T e

R

Wakit Direksur Utama 1

Saksi _ Saksi

1

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



LAPIRAN 1

EAtRDN
H_ HALKIH
# XILUARSA]
® o MR R N RKrsapes i R OTEUR A ROUR
. 51 ™ 3 |2
c ER MLGK
= 7 L u
£ R HAXAN -
S 3K rom = & TRNN m
HAFUK BAPUN DI TTAMA Ind
T
R OOTUR

R OHEEAN B RAKLE

, @ I 1 ; rne, A_ & XEEARIA
N bk = e - uaA_nsE..;ﬂ

B NAXSR m R WRERT

A S

HOERN

A
% v m O I&S
) LUAS: 81§52
o SR
W, v %w&&%n 78y
WEANL

LANTAl 2-5
Menara 7 Gading @

§ Frwooer 1B Y

., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009

Perjanjian Jual..




LAMPIRAN 2

PROYEK. . Ce .
BUILDING SPECIFICATION

A. UNIT HUNIAN

1. Living room
1.1 Lantai
1.2 Ceiling
1.3 Dinding
1.4 "Fintu entrance

2. Kamar Tidur ( utama dan anak )
2.1 Lantai
2.2 Ceiling
2.3 Dinding
2.4 Pinlu

3. Kamar mandi { utama dan anak )
3.1 Lantai
3.2 Ceiling
3.3 Dinding
3.4 Pintu entrance
3.5 Sanitair
3.6 Filting Sanitair

4. Ruang servis dap, utilitas
4.1 Lamtai
4.2 Ceiling
4.3 Dinding
4.4 Pintu

5. Dapur
5.1 Kitchen cabinet
5.2 Kitchen sink
5.3 Lantai

6. Lampu

6.1 Fitting

6.2 Saklar / stopkontak
7. Pendingin udara

7.1 A C unit

72 PipaAC

B. PUBLIC AREA
1. Lift lobby

1.1 Lantai

1.2 Ceiling
2. Pool desk

3. Plaza ( Drive way )

Perjanjian Jual

Keramik cx local
Beton ckspose dicat
Bala plester aci dicat
Pintu pancl kayu

Keramik ex local

Beton ekspose dicat

Bata plester dicat

Double tcakwood dengan hardware ex. local

Keramik ex local

Gypsum 10 mm dicat

Keramik ex local

Double tcakwood lapis melamin dengan hardware ex local

Standart ex local

ex import -

Keramik ex local

Gypsum 10 mm dicat

Bata plester aci dicat

Doublc leakwood dengan hardware ex. local

top table only ( lapis DUROPAL )
ex. local
Keramik ex. local

Type E-27 ex. local
cx. import

tidak termasuk
tidak lermasuk

Marmer ex. local
Gypsum [0 mm dicat

Keramik cx. local

Paving block t = 8 mm / asphall pavement

..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



€. EXTERIOR BUILDING

i, Cat
2. Jendels

P. BAYA LISTRIK

1. Hunian

2. Public arca and public Facilities

E. WATERPROOEING
E MATV

G, Tdephong,
H. Security sistem” -

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009

Elastomeric non texiyg

Aluminium powder coaling dongan kaca ¢ = S mm

PLN

Sisdio/ t Bodroom 1 4480 VA
2 Bedroom ToEshn VA
3 Bedroom COTTHG VA
Bendliouse vOHEE0 VA

PLN dan Geaset (cadangan )

Coating dam membeane shect
Parabola Asia-sat dan Falapa

Sistim sambungan Yangsung ( direet line )

Pintu masuk Jift lobby dilengkapi oleh Cord Reader

1€ 2..49¢



LAMPIRAN 3 (a)

HARGA JUAL BELI

Menara
Lantai/Type/Na. Unit
Harga

Discount §2.5 %

Harga selelah Discount

PPN (10%)

Harpa Juai Beli

F
G2/3BR/02
USE 8900000

U3S§ 1412500

UsSs 7787506

USS 178800

USE  85,663.00

( Deiapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Dollar Amerika Serikat )

>

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Harga Jual Beli akan dilakukas dengan cara sebagai berikut .

Al Uang Tanda Jadi

USs  847.00

{ Delapan ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Senkat}

Pada tangpal

B. {ang Muka sebesar 5 %

12 September 1998

USE 3,436.00

( Tiga ribu empat ratus tiga puluh engm Dotlar Amerika Serikat )

Jatuh Tempo tanggal

%?L

20 September 1986
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Uang Muka H sebesar 15 % akan dibayarkan oleb PHIAK KEDUA kepada PIHAK

PERTAMA dengan carg pembayaron sehagal berkut

Pembayaran §
{ Lima ratus tigs puluh lima Dollar Amerika Scrzkat)
jatub tempo tanggal

Pembayaran I
{ Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Scrtkst}
jatuh tempo tanggal .

Pembayvaran [T
{ Lima ratus tigz puluh tima Dollar Amerika Scnkat )
jatuh tempo tanggal

Pembayaran IV :
{ Lima ratus tiga puluh Iima Dollar Amerika {%rskat )
jatuh tempo tanggal

Pembayaran V
{ Lima ratus g2 puluh lims Doltar Amenkas Smkat)
jatuh tempo tangpal

?mbayaran Vi
{ Linda ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Senka&}
jatuh tempes tanggal :

Pembayaran VII
{ Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amcerika Scnkat )
jatuh tempe tanggal :

Pembayaran V11 ;
{ Lima ratus tiga pulsh lima Dollar Amerika Sankat )
jatuh tempo tanggal ;

Pombayaran IX
( Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Smkaz )
jatoh tempo tanggal :

Pembayaran X :
¢ Lima ratus tige puluh lima Dollar Amerika Sarziqaz}

jatuh tempo tanggal
2 /g/

Perjanjian Jual..

USs$  535.00

20 Oktober 1996

USS 53500

20 November 1996

Uss S35.00

20 Desember 1996

USs 53500 T

28 Ianwan 1997
1183 335.00

20 Februarl 1997

UsSs 5350 |

20 Maret 1957 :

USs  535.00 —
20 April 1597

USS 53500

26 Mei 1997

US$  §35.00

20 hani 1997
[OES 535.00

20 Juii 1997

., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



Pembayaran X/ :
( Lima ratos tiga pulub lima Dolfar Amerika Scrakai )
iatuh tempo tanggal

Pembayaran XIi
{ Lima ratus tige puluh lima Dollar Amerika Senkat}
jatuh temps tanggal

Pembayaran XIii
{ Lima mius tiga puluh Hma Dollar Amerika Scnkaz}
iamh tempo tanggal :

Pembayaran XIV
{ Lima ratus tiga puduh Hma Dollar Amerika Serzkai )
jatuh tempo tangeal 4

Pembayaran XV
{ Lima ratus tiga pului lima Doilar Amerika Scn?\at}
jatuh tempo tanggal ;

Pembayaran XVI b
{ Lima ratus tiga puluh lima Doblar Amerika Scnkat)
jatuh tempo tangpal

Pembiivaran X VI3
{ Lima ratus tiga pulub Hma Dollar Amerika Senkat )
Jatub tempe tanggal :

Pembayaran XV :
{ Lirna ratus tigs puluh lina Dollar Amerika Senicat 3
jatuls tormpo tanggel

Pembayaran XIX
{ Lima vatus tigs puleh lima Dollar Amenka Scni{z{}
jatuh tempo tanggal :

Pembayaran XX

( Lima ratug tiga puluh Hma Dollar Amerika Ser;kat}
jatuh ternpo tanggal

‘;Zf/

USE 53500

20 Agustus 1997
Uss 53500

20 September 1097
{Us3 53500
20 Oktober 1997
USs 5315060

20 November 1997
USE 53564

20 Desernber 1997
USss 535.00
20 Janwani 1998
USE  535.00

20 Februari 1998
U8E  535.00

20 Maret 1998
Uss 93540

20 April 1998
USE 353500

20 Meil 1998
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Pembayaran XX1 US$ 53500

{ Lirna ratus tiga puleh lima Dollur Arserika Scrlkaz }

jatuh tempo tanggal : 20 Juni 1998

Pembayaran XXTI U8 533.00

{ Lima ratus tiga puluh Hima Dollar Amerika Senkat)

$atids tempo tangpal : 240 Juli 1998

Pembayaran 2000 . USs  833.00

{ Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Sankat j

Jjatoh tenypo tanggal : 20 Agustus 1998

Perpbayaran XXV US$s  535.00 .

{ Lima ratus 8iga puluh lime Dollar Amerika Serzicai} T

jatuh tempo anggal : 20 September 1998 .
<. Sisa pembayaran senilai 80 %2 : USE 6854000

{ Enam puluh delapan ribu lima mtus empat pulvh Dolar Amerika Serikat )

akan dilaksanakan dengan 2 CASH/KPA

Pada tanggal : : 20 Oktober 1928

ww
Sebagai bukti yang sah atas Hap-tiap pembayaran, PIHAK PRRTAMA akan memberikan tanda
terima berupa kwilansi dan apabila pembayaras dengan mempergunakan cheque atau giro bilyet
hanya dianggap sah apabila dananya telah dapat dieairken atau dipindahbulcskan oleh PIHAK S—
PERTAMA,
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ADDENDUM Ii PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BEL!
SATUAN RUMAH SUSUN (d/h. . )
NO. 139-ADD/ PP/TOWER F/ PA/XIV2008

Bada hard ind tans-oal tahun dua tibu delanan
1 - W p pully, o taiiuds vang il douBrras i .

L Ir. .. cdan Ir. o~ ., masing-masing dalam jebatan
selaku Ketua Komite Manajemen dan Anggota Komite Manajemen dari suate kerjasama
operasional yang akan disebut, dalam hal ini bertindak dalam jabatan seperti tersebut
diatas ¢lar secara sah berhak bertindak untuk dan atas nama Kerjasama Qperasi
. (selanjutnya disebut K80} yaitu suatu kerjasama operasional yang dibentuk
berdasarkan akta Perjenjian Kerjasama Operasi No. 38 tentangesl 9 Desember 2003, vang
dibuat dihadapan . ... , Sarjana Hukum, sebagai penggantidad . ... _

" » Sajanz Hukum, Notaris di Jakarta dan akia perubahannya No. 37
tartangga! 8 ?ehmm 2003, yang dibuat di hadapan _ ., Barjana
Flukesn, Notaris di Jakarta serta akta perubahan terakhimya No, 24 Zeﬁanggai '} Februari
2006, yang Jibuat & hadapan ] , Sarjana Fukom, Notarig di
Yakarta.

“Untuk selanjutnya disebut sebagai © PIHIAK PERTAMA ©.

IL ‘ . bertempat tinggal di 3L~ . No. 4, RT 019, RW 007,
Kelurahan M&n{eng, Kecamatan Menteng, JAKARTA PBSAT pemegang Kartu Tanda
Penduduk No. 69 . .. bens;

“Untuk selaniutnya discbut sebagat ® PIHAK KEDUA “.

i, T bertempat tinggal di I, " WNo. 4, BT 0I0, RW 007,
Kelurahan Mazzzezzg, Kecamatan Menteng, JAKARTA PUSAT, pemegang Karta Tanda
Penduduk No. 09.. . 0375

“Untuk sefanjutnya disebut sebagal “PIHAK KETIGA™.

Pihak Portams dan Pihak Kedoa untuk selanjuinys secara bersama-sama disebut sebagai “ Para
Pihak * dan masing-masing disebut sebagai * Pihak ©.

Para Pihak masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terfebih
daholy

i, Rahwa PIHAK PERTAMA telah menpikatkan diri sekarang dan pada waktunya untuk
menjual /mengoperkan 1 {saw) unit Sarusun kepada PTHAK KEDUA yang mencrangkan
telah mengikatkan dirt untuk membeli berupa :

r"";ifmf vaarerid
f Y Warit ,.1‘ u’?m Res iy, SR elops oz (%m’iug, nfﬂ’gﬁi&a HA2ae
. (m,{) ', s, (024} .
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! {satu) unit Sarusun yang terletak di dalam Daerah Khusus thukots Sakarta Raya,
Wilayah Jakarta Utara, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kedapa Gading,
setempat dikenal dengan Satuan Rumah Susun % © " dan sesuat
nartodgprnya terdiri daet Tawsy ’nnmx o, Flwijt E’T‘v:w X {ﬂaa\ Lamar fidus

PR TR TR BT Py % g TOSS, o3 Bite § 121 \:n.m.(umﬂ pumn eddnin eicr pmm:g:;

- Para Pihak telah menyetuini dan sepakat untuk melakukan Pengpantian Nama dari
Pihak Kedua sebagai pemilik lama kepada Pihak Ketiga selaku pemilik baru atas
Tower ¥, Lantai 2, No. Unit 02, Type 3 {tiga} kamar tidur seiuas 96 m2 (sembilan
pulull enam meter persegl) yang merupakan znek kandung dari Pihak Kedua sepert
vang termuzt dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 381/C/1979, yang dikeluarkan oleh
Kantor Catatan Sipil, tanggal 18 Desember 1979.

- Dan sejak ditandatanganinyz Addemium Perjanjian Penpikatan Jjua! Beli Sastuan
Rumah Sgsun < .. - . f(dh., . : . ¥" ini, maka seluruh
hak dan kewajzbaa atas unit tersebut diatas menjadi berallh kepada Pibak Ketiga
sepenuhnya,

»  Demikian berikat segala hak-hak yang melekat pada sarusun tersebut, yaitu hak atas
Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanzh Bersama serta segala sesuatu yang ada
diatasnya sutu dan Isionya scbagaimana diuraikan dalar surat Parjaniian Pepgikatan
Jual Bell No. 139/ MIG/TOWER ¥/ ?3?}'1}({96 tanggal S Januari 1997
selanjutnya disebut “PPIB”,

Bainva sehubungan dengan adanya perubshan cara pembayaran, maka Para Pthak sepakat
untuk mengadakan penyesuaian,

Bahwa borbubung dengan adanys hal-hal tersetnn digtas. maka Paras Pihak telah sepakat
untuk merubah bunyi ketentuan ¢

- Pasal J ayat |
- Pasal 4 ayat |
- Lampiran 3

sehingga karenanya sekarang berbunyi sebagai berikut :
PASAL 3
NILAI PENGIKATAN
Hargz Sarusun tersebuc sebesar Rp, 653.091.184,-

{Enam ratus fima puluh tiga jule sembilan puluh sat: ribu serstus delapan puivh empat
Rupiah) belum termasuk PPN,

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009




Harga Sarusun tersebut dilangsunpgkan dan diterima dengan harga Rp. 653,091.184,- (Enam
ratus lima pulub tiga juta sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh empat Rupiah)
*Nilai Pengikatan”l weng oambaverannug gken dicalthan daigm lemgiren 3 wroe
HEIUPaRai GBI Fulig siuen WilavaiiKad dale QDAY ead ol dRhgdi deatiya perbvnie
jadwal pelunasan pembayaran yvang telah disetuiui oleh Para Pihak,

Dan apabila Pihak Kedua lalal, lewat dari tanggal batas jadwal pembayaran sepenti yang
tercantum dalam ketentuan pembayaran pada Lampiran 3, maka Pihak Kedua bersedia

dikenakan sanksi denda sesvai yang tercantum dalam pasal 7.2 Perjanjian Pengikatan Jual
Beli.
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LAMPIRAN 3

HARGA JUAL BELI
Tawer 7
Lantai/Type/No. Unit B : 2/ IBR A2
Harge/ Nilsi eskalasi : Rp. 853091184,
PPn {10%:} Rp. 65.309.118,-
+
Harga Jual Beli : Rp.  718.400.302,-
(Tujuh ratus delapan belas juts empat ratus ribu tiga ratus dua Rupiah)
CARA PEMBAYARAN
A UsngMuka : Rp. 15871940,
(Lima belas juta delapan ratus tjub puluh satu ribu sembilan s empat puluh
Rupiah)
dibayar pada tanggal 30 Juni 2004
B. Sisa pelunasan : Rp, 702828360 -
{Tujuh ratus cua juta Fima ratus dua puluh defapan bt tiga catus enam puluh dug
Rupizh)

dibavar dengan cars ;

769~ ( Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus wjuh ribu tujuh

rafm enam {miizh sembilan Rupiah ) dibayar melalui KPA pada tanggal

Pesember 2008,

Rp. 175020.593,- { Seramss tjuh puiuh lima juta dua puluh ribu lima ratus
sembilan pulvh tigs Rupiah)

dibayar secara bertahap ;

Periode angsuran  © Januarl 2009 s/d Juni 2009 = § bulan

Angsuran pertama - : Rp.  30.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2009
kelima .

. Angsuran terakhir  : Rp.  25.020.593- pada tanggal 5 Juni 2009
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Addendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahian dengan PPIB tersebut diatas,
dan segala sesuatu yang tidak dirubah dan/atau ditambah dalam PPJB yang diuraikan diatas, tetap
berlaku dan mengikat, menjadi satu dengan Adendum ini.

Demikian Addendum ini dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua)
kadizgnva hermaterpi cukip dan magine.masing memnunyai kekuatan hukum vang sama dap mulst
veitant paua him] dan tanggal tersetui dialas.

3

FIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
K& Do :
ST . M. e omil )
Ketua Komite Manajemen Anggota Komite Manaiemen .

Pl bas G- ’

Ge anltr T oy
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AKTA JUAL BELI

No: 2 I 2008w
’ Lembar Pertama/Kedua

Pada hari in, Rabu, tanggal 7 { tujun 3
bulan Jamars tahun 2008 { duariby sembilasww

hadir dihadapan saya o e = L L e T
yangberéasa:kansurati(epawsan B R . . T L0 T
JErRELalaL W 10 ol npgal T T nomor PR
diangkat/ditunjuk  sebagai Pejabat Pembuat Akw  Tanah, yang selanjumya

disebut PPAT, vyang dimsksud dalams Pasal 7 Peratuan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentzog Pendaftaran Tanah, dengan deerah kerja « B L.
ORI
T oLote Usooidan bedkantor di y 00, gntll Bl T
- . e W
12, fher: Talgn Tatlag, (Jab s Uraes ~ dengan dibadirioleh
saksi-saksi vang sava kenal dan akaa dtscbut pada bagaan akhir akis ini ...
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ITe » . . 00 D0 LA L dalam Kertn Tanda Penduduk
Partulda [. ... L. .. _ "y Wargs Nogara Indonesia, labir -
di Jakarta, pada tenggal 2 Jamari 1973, karyawati, bertempate
tinggal di Jakarta, Jalan = . Nowor 4, Rukun tetsmagga 010,=w
Rukun warga OU7, Kelurghan Menteng, Kecamatan Manteng, Jakarta
Pusat, pemegang Nomor Induk Kependuduken (HeT.Ko) i =rsmreem
De. = o .. 0753

=golaky Pombell, uotulr selaxjulnya disebut Pilak Xeduae ewwm——

el e
= e, «

b 4 . - - P
- —— . T P P
e T Ay T

ind

Vi Feaf A ffiemm Jien 7

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH Ul, 2009



aghlcan coratanew

{

P T e

-

;% - Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ;

~e ., Hak Mifik algs sebidangAanah ¢

————

Para nenghadap dikenat oleh saya/Bongdndap L

sayn kenal dan yage lain digg:rf.«:cn:;}k:zﬁ olehnya

kepado savafPara penghadap diperkenalkan kepafin saya oleh saksi pengenal

yang.akag disebutkan pada akhirakia ind i -

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak  Kedua dan ~.7
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -wwsaoroaown

+  Hak Milik/H Gona [lsaha/Hak flana. Bapmunan/Hal Palkal @ e ez nnae

e OPr . ' e atas sebideng tanah  scbagabme
diuraikan-detarmn Sucat Ukue/Gambar, Situasi tanggal '
Nomor sehuas md {

meter persegl j dengan

dumoridentfikast Bidang Tanah ( NIB )

atas sebagxan tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hgk Guoa Bangunan/

“Hak" Pakai Nomot * dengan
Nomor [dentifikasi Bidang Tanah { NIB ) '
ga;tu seluss imfang lebih Wi WAL i ( /W

f Iy - i mezc;- pemgz }, ﬁa:ngan atas~‘{38!as R

= 2 i ' .
. o+ PR S - )

*

sebagaimana diuraikan dalam Syfat Ukuor/peta tanggal

Nomor yahg dilarmpirkan pada akea ini,

Perstt Nomor . .20 Blek o Kobir Nomon
-, seluds-kurmng lebil n o~ n . - LpR L L s
. emo NN T 7 meter-persgpt); wdengarr batas-hatas ¢

L bese ek B Frobis § b ¥
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tigapulubh tujuh juta-e=
semoilanratug enazpulun
dalapon tujubratus duaw
puluh tujuh Rupiah)ewww  schagaimana divraikon dalam peta woggal
b,§;5,253agg§%-:mm Nomor vanyg diampirkan padia okig inh seeeemmmesesa s
. % ° + ————
{ emamratus Limapuluh =
tiga juta sembilanpuiuh
satu ribu saratus delas
paspulub ewpat Ruplak)e

berdasarkan aiat-alat bukti berupa ;-

Ddsahkan coretan mwewem
dengan gentingis e

VA e L e Hak Miltk Atas Satuan Rumah Susun ¢ Lttt

} t Nomor 2855/11/%/Relapa Gading Bavat,
& N IB 1 09005e06.02405201,

TELTEIBK T 1 e e e e A e 0 0 M
i - Propinsi ' © Dasrah Xhueus Ibukota Jakartes
- Kabupaten/Kots i Jakarts Utsra;
- Kecamatan :  Kelapa Gading;
«  DesaKelurahan ! Kelgpa Gading Barat;
- Jalan > Rusun Hmazz dan Nos Henisn Apartemene~
- .y Jalan Bukit Gading Raya
Jual beii int melipuni pula : - e
=gagals fagilitas dan hak atas tanah bersamm, benda bersawms serts =
| bagian bersams dengan nilai perbandingsn proporsional 0,08363 B jwe
i luaa/type 9145 m2 (sembilenpuiuh satu koms empatpuluh lims meter ee————

. persegl) sebagaimans diurailcan dalam Gasbar Denah tanggal 9 Agustuge
Lantai 02 Nomor = XX7, Homors 1108/2006;
Q202 Blok ¥y wemem

EBEIL"™. om0 2 e 2 R A

%’ 7}4 %’_K selagjutnya semua yang digraikan di aws dalam akta ini disebur “Obyek fual

Pihak Pertama dan Pibak Kedus menerangkan bghwa @

a. Jual beli ini dilskukan dengan harga Rp. 914050911y {-onamratus e . -

gembilanpuluk satu juta zi.mwuun @,zmr;.bu sembﬁanmtua
sebslas Rupiah )} dengan rincfan sebagai berikut

ae FFe . . e T J oo Rpa 3?&%8#?3?1“ { E%
b, Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenvhnya uvang tersebut di A
dari Pihak kedusa dan untuk pesecimasn  uvang tersebut /alcta i herlaku

7 )

i - .
yr. g
Coo >

Ak Fneat B Hotgein & lore 7

pula sehagai tanda penerimadn vang sab { kwitanst ). -
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LAMPIRAN AKTA JUAL B¥EL!
TANGAL 1 7 Jamusri 2009

NOMOR T 272009

PBerdasarkan akta Surat Kuamsa tanggal 21-11-2008 (dvapuluh satu~
Nopember duacribu delapan) nomor 88, dibuat di hadapan Dokior -

7.+ Sarjane Huokum, Magister Hukum, Magister —-
Kenotariaten, Master of Law in Interpational Legal Studies, ww
Notaris di Jakarta. Selaku Kuasa dari dan oleh karenanya atas—
namg Tusan . T Sérjana Ekonowi, Master of Business —-
Administration, lahiy di Pafembang, tangeal 30-3-1984 ——wwm——wim
{tigapuluh Maret seribu sembilanratus enampuluh ezpat), e
Direkter PI. ... . ... % . ..., __-., bertempat tingegsl -
di Jekarta Utara, : Timur Raya, Al nomor 27, yang —-
menberikan koasa dalam jabatannya tersebut, Rarenanya para —w.—
penghadap Tuan insinyur . - _.. dan Insinyar . -  —

a

- bersama-sama sah mewakili Direksi dari dan oleh
karenanys untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT ... .
i Rl .y berkedudukan di Kotamadia Jakarta Selatan, -
dahulu berpama Pr. ... . . ... Yy . . yang seluruh e
anggaran dasarnya telsh dirubah wntuk disesuaikan dengan —w—wwm
Undang~Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, -
sebapaimana ternyata dalam AKta Pernyatsan Keputusan Kapat ——
tanggal 13-8-2008 {tigabelas Agustus duaribu delapan) nomor 80,
dibuat di hadepan - : FL 7 e -, Sarjana Hukum,-
Notaris di Yakarta, atas perubshan mena telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukus dan Hak Asa.éi Manusia Republik -

Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggsl-

8-10-2008 {delapan Oktober duaribu delapan)
acsor AHU-~T1026,4H.01.02 Tahun 2008
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dan untuk melakukan perbuatan huikum dimaksud dalam akta ini, —
telah mendapat persetujuan darj Dewan Komisaris PT

tersebut, satu dan lain sebagaimana ternyata-

dalam akte Surat Kuasa tersebut di atas.

=Selaku Penjual untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama,——

Disahkan.-
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v Juad beli ini dilakukan dengae syarat-svarar sebagal berikut | —---emnemmmemcmame s

........................................ Pagal 1 wennn .

Mulat hart ini obyek jual beli vang diuraikan dalam akta ini welah menjadi
milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat darci
dan segals kerugian/beban atas obyek jual bell tersebut i atas menjadi
hak/beban Pihak Kedua,

g—’ .ﬁ Pasai 2

X A Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual bell tersebut di atas tidak
tersangkut datam suatu sengketa, bebas dari sitaen, tidak terikat sebagai

jaminan  untuk sesuatu uteng vang fidok tercamat dalam  sertipikal, dan
bebas dan beban-beban lainnya yang berupa apapun . e

Piak Kedoa dengan ind  micnyatakan  bahwa  dengan  jual bell ing s
kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketertuan maksimum  penguasaan

wmoah menurut kelentuan perundang-undangan  vang berlaku  sebagaimana

tercantum dalam pernyataannys tanggal

Pagal &

T Daiam hal terdapat perbedaan luas rapah yang menjadi

7 /%/ r dalam akts ini demgan hasil pengukuran
} ;A Lo akn A

Nasionai, maka para pihak menerima  hasit  pengukuren  instansi

jual beli
ebTnstanst  Badan Pertanahan

tersebut dengan  tidak miemperhitofigkai- © -

Pasal

g pinal owmenZamin meosgenal kebunaran idantitac
ang LNl s Berdasarhan ik
bamda Lurbi Mol fanabava sdasak satuesatanya yaag osak dan -

BTG oA e D 4 i A A ot ol £ S i i 8 L i T e A Y s

e E 3w i +
FLUTWLJan Jan
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Pazal

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat

kedigman hukem vang umum dan tidak becabsh pada Kantor Panitera

=Y L = . e it A L]

Pengadilan Negeri

3

- Pasal '

Riaya pembuatan akta ini. uang saksi dap gsegala biaya peraliban hak ini
dibayar olch ThaT e .

aps  yang diuraikan  di atas dan

6

Akttt fivkh SFeifcieriien % haes ™
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sehagai  saksi-saksi, dan setclah  dibacakan  serra  dijelaskan,  maka  sebagai
bukti kebenaran pernyataan yoang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak
Kedua tersebur di atas, akia ini  ditandatangani/cap ibu  jari oleh Pihak
Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya. PPAT, sehanysk 2 {dua} rangkap
asli. yaitu | (satu ) rangkap lembar pertama disimpan di kantor says, dan |
{satu ) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Mﬁm n-_;anfm ‘I\x .:"J-,'“A«. ; .
untuk keperiuan pmdafzam peraizizan izak ak{baz jual bek dalam akta i, weeemmecreas

Pihak Kedua
- -~ Can Y - LI
(;».;‘3 . - . )Q
Porsetiflian .o oivee o veserenns
Saksi
v
-

- - - "y
Tnl.--.-.‘Mwlﬂﬂhn»mwawh\-&Wun'»MM¢- y Y
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holapu Gading Barat

PESNBAFTARAN « PERTAMA

B NAMA PEMEGANG HAK
Parseroasn Tarbalas

P
barkedudukan d fakertn
T Ladnr £ akie pondinss,

M NIB: 09 G5 00,02 05308

Liggak Tanah :
Rusun Hurdan den Non Hursan Apartzmen

6 PENDAFTARAN

02 Mo Fa2 ;gﬁ:‘}ﬁawg Raya. Kepala Kantor Perannhan
LL . - DG Kabupaien / Kotamadya i
¢} HAK ATAS TANAH BERSAMA am e SAKARTAUTARA |
Hak ! ud. ;
a Guna Bangunan s . i
Nomor; 9067 NP NP 01073 64U E
vyl Fyie < o = !"'" & - w 8= A.;
Bevukhir : o1- 63~ 2 i) PENERBITAN SERTIPIKAT ;
Surat Uk Tanagat ) "
¥ 05286 3AMTATangg:l t’jzﬂg}v'mm E
Nomor: 35200/ Kelapa Gadiog Garb/2006 Keonla Kuntor Pestanana ]
Kuabupwtar 7 Kalmady.l 3
d) LN LAYAK #UNI ' i SOKARTA UTARA :
Tanggal; 02 102006 . %
Nomor: 23817100/ 2006 oo T RUING SUDRADJAT M,
NIP i i ;
e} AKTA PEMISAHAN k) PENUMJUK _ 3
Tanggal;  06-04-2006
Nomor:  QU/LEG/DIRMNCTIIV005 |
Dibust ; PY. . - i
DISAHKAN
Tanggal: 14.06-2006
Nomor: SIR2006
{3 NILAI PERBANDINGAN PROPORSIONAL ny Umtuk keperluan penerbitan sertipikat :
salinan sesusi denpan astinyn
0,08263% Lakarta - 42 ROV 2000
4) GAMBAR DENAH §
Tangent: 89 AUB 2087
Nomer: 13822006
Laas/ type: 91,45 M
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GAMBAR DENAH

LT Riiis
Nomor T e

LR LT LY T ST PR et d R u e

Dari Satuan Remah Susun yang merupakan bagian dari Bumab Susun yany dibasgun
diatas sebidang anab bersama :

Hak ; inzﬁa Bangaian

o Wrimaazzééenrinbureriaihenrrreerarazzzidonncen

Nomor . BUGTKelapa Gading Burar

AR AR RRE RS A YR ARRTE Basdnyanazas ANAA R ER e daviaaas

i}‘:&(” Kelup u.;em;w Barl 205

BATA e sERERA Y ERAT

5.7
Surat Ukur @ tanggal W30 . Nomor

o . I
Satagn Rumab Susun inl rerfemk pads lamtai iz Blok ..o.....

FreirraTTARNE

. 1 | +5a1 ¥ Faagge "
dikenal setemgat dengus sebuten  numy Rusuzzl-lwnatid.m‘ifeazwu.m Ryt

Batas-battus <duri Satuan Rumah Susun ini telah ditctapkan dalun pertclaan yuny whib
1
disahkan oleh ”m,'-f-.si}bwl'tllii‘ Provina DKL) Jakars

B e e T T T P L T P S B

§ 4o-2n Q1450
padss RgEal e e cinneens DNQIGT o Y

B R L L R R R L L TR TR FETreesruuaa

berpedoman pada ketentuwan pasal 41 Peraturan Pemerintad Nomor 4 Tahun [988 wiwang

Rumoh Susua.
‘3! 15 M
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Daftar [sian 202 tanggal : 39,.3{29{ Nomor | JURLR e

Daftar Isian 307 tangeal & ... 9. 8. 200T......... Nomor .. 3}}

CIAKARTS e tanggal ng‘,ﬁcx}f{
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